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ABSTRAK

Nama :Tantia Rahmadhina
Program Studi :Ilmu Hukum
Judul :Land-Based Sources Sebagai Sumber Pencemaran Lingkungan

Laut Internasional

Skripsi ini membahas mengenai pencemaran laut yang bersumber dari darat
(land-based sources) dan bagaimana hukum internasional dan beberapa negara di
dunia mengatur mengenai perihal tersebut. Land-based sources merupakan
sumber penyumbang pencemaran laut terbanyak dibandingkan dengan sumber-
sumber lainnya. Kandungan dari land-based sources sangat bervariasi, sehingga
dibutuhkan pengaturan yang komprehensif untuk mencegah dan mengelolanya.
Secara internasional, perjanjian multilateral pertama yang menyinggung
permasalahan ini adalah UNCLOS 1982 yang mendorong negara-negara
anggotanya untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk
mencegah terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh land-based sources.
UNCLOS 1982 tidak memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait hal-hal
apa saja yang termasuk ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut. Dalam
perkembangannya, beberapa negara di Benua Eropa dan di wilayah Amerika
Tengah telah melahirkan perjanjian regional terkait pencegahan pencemaran laut
dari land-based sources. Perjanjian-perjanjian tersebut dilengkapi dengan
aktivitas-aktivitas dan bahan-bahan apa saja yang menjadi ancaman terhadap
lingkungan laut, sehingga dapat dijadikan pedoman di dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan nasional. Beberapa negara yang dijadikan acuan adalah
Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Indonesia, dimana di keempat negara
tersebut telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup komprehensif
dalam mencegah terjadinya pencemaran laut dari land-based sources. Akan
tetapi, negara-negara tersebut menemui kendala berupa kurangnya perhatian yang
diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan
tersebut, seperti kurangnya dana dan tenaga ahli. Peneliti juga menemukan
beberapa contoh kasus terkait dengan land-based sources dan bagaimana prinsip-
prinsip hukum lingkungan internasional dapat digunakan untuk mencegah kasus
itu dapat terjadi. Pada akhirnya, tetap dibutuhkan suatu perjanjian internasional
dengan ruang lingkup yang sama luasnya dengan UNCLOS 1982, namun sama
komprehensifnya dengan perjanjian-perjanjian regional yang dibuat oleh beberapa
negara di Benua Eropa dan wilayah Amerika Tengah.
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ABSTRACT

Name :Tantia Rahmadhina
Study Program:Legal Studies
Title :Land-Based Sources as a Pollution’s Source of International

Marine Environment

This thesis is going to explain about marine pollution originating from land-based
source and how international law and several countries in the world set about the
subject. Land-based sources of marine pollution is the largest contributor to the
sources compared to other sources. Land-based sources consist of variety of
substances and activities, so it takes a comprehensive arrangements to prevent and
manage this problem. Internationally, the first multilateral agreement pertaining to
this problem is the 1982 UNCLOS that encourages its member states to adopt the
provisions that’s being used internationally to prevent marine pollution caused by
land-based sources. Unfortunately, 1982 UNCLOS does not provide more
specific requirements on what is the provisions that’s being used internationally,
so it can be adopted as guidelines in the creation of national legislation. Some
countries are used as a references in this thesis, they are the United States, United
Kingdom, France and Indonesia in which they all have adequate legislations to
prevent marine pollution from land-based sources. However, these countries are
encountering many obstacles to implement their legislation as their government
lack of priorities to this problem by not giving enough fund and expertise that
onto this problem. The researcher also found several examples of cases related to
land-based sources and how the principles of international environmental law can
be used to prevent these cases to happen. At the end, the researcher believes that
the world needs an international agreement with the same broad scope of the 1982
UNCLOS, but also its comprehensive arrangements of some regional agreements
made by several countries in Europe and Central American Region.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Pencemaran laut telah menjadi permasalahan global yang dialami oleh
negara-negara di dunia. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan laut lebih
mengedepankan kewajiban setiap negara untuk tidak memberikan izin wilayah
lautnya yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan laut terhadap wilayah
laut negara lain.! Kewajiban negara untuk melindungi lingkungan laut itu sendiri
baru muncul pada tahun 1972 melalui United National Conference on the Human
Environment, dimana pada kesempatan tersebut, GESAMP? memberikan definisi
akan pencemaran laut yang diketahui secara luas. Sejak itu, perkembangan
konvensi, deklarasi, dan resolusi mengenai pencemaran laut terus berkembang
sehingga dapat dikatakan bahwa ada kebiasaan hukum internasional mengenai
kewajiban umum negara-negara untuk melindungi lingkungan laut dari
pencemaran.’

Berdasarkan perkembangan tersebut, sumber-sumber pencemaran laut
dapat dikelompokan menjadi lima, yaitu pencemaran yang berasal dari /and-
based sources, kapal, dumping, eksplorasi dan eksploitasi dasar laut, serta udara.*
Pencemaran laut yang bersumber dari kapal disebabkan oleh aktivitas operasional
pembuangan, seperti pembersihan tangki atau pengeluaran ballast water, atau
pembuangan yang disebabkan oleh kecelakaan.?

Sumber ini memiliki perhatian lebih di kalangan masyarakat internasional

karena visibilitas dan konsekuensi lingkungan yang jelas dari kecelakaan,

I Gregorios J. Timagenis, International Control of Marine Pollution, Vol. 1, (USA:
Oceana Publications, 1980), hal. 25.

2 GESAMP adalah the United Nations Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of
Marine Pollution yang didirikan pada tahun 1960 oleh IMCO, FAO, UNESCO, dan WMO dalam
memberikan nasehat-nasehat kepada lembaga-lembaga tersebut.

3 Gregorios J. Timagenis, International Control of Marine Pollution, Vol. 1, hal.26.
41Ibid., hal. 16.

5 Philipe Sands, Principles of International Environmental Law, Second Ed.,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hal. 438.
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terutama kecelakaan-kecelakaan yang berhubungan dengan tumpahan minyak
dalam 25 tahun terakhir dan kasus terbaru, yaitu kecelakaan yang dialami oleh
Kapal Prestige.® Pengaturan mengenai sumber pencemaran laut dari kapal secara
umum diatur di dalam United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982
(UNCLOS) dan International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships (MARPOL 73/78). Berbeda dengan sumber-sumber lainnya, pengaturan
mengenai pencemaran laut dari kapal telah memiliki beberapa pengaturan
multilateral yang bersifat global yang lebih terperinci. Dalam hal ini, pengaturan
tersebut berkaitan dengan bentuk-bentuk pencemaran laut dari kapal, yaitu
tumpahan minyak’ dan bal/last water®. Hal ini menunjukan adanya perkembangan
yang sangat signifikan oleh masyarakat internasional dalam mengatasi
permasalahan pencemaran laut yang bersumber dari kapal.

Sumber pencemaran laut yang kedua, yaitu dumping dibedakan dengan
sumber pencemaran laut dari kapal, walaupun keduanya saling berkaitan. Hal ini
dikarenakan dumping tidak hanya berasal dari kapal, namun bisa pula berasal dari
kapal terbang, dan bangunan lain yang dibuat oleh manusia lainnya selama
sifatnya disengaja dan letaknya berada di tengah laut.” Dumping memiliki dua
perjanjian multilateral yang bersifat global'® dan paling tidak, enam perjanjian

multilateral yang bersifat regional'!. Akan tetapi, pengaturan dumping akan

¢ Tbid.

7 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992 (CLC
Convention).

8 International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and
Sediments 2004 (BMW Convention).

® PBB (I), Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships
and Aircraft 1972 (OSLO Dumping Convention), Pasal 3.

10" United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS); Convention on
the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London
Dumping Convention).

1L Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and
Aircraft 1972 (OSLO Dumping Convention); Convention for The Protection of The Marine
Environment of The North-East Atlantic 1992 (OSPAR); Rarotonga South Pacific Nuclear Free
Zone Treaty 1985; Waigani Convention to Ban the Importation into Forum Island Countries of
Hazardous and Radioactive Wastes and to Control the Transboundary Movement and
Management of Hazardous Wastes within the South Pacific Region 1995.
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berada di bawah regulasi nasional, apabila dumping dilakukan di wilayah laut
suatu negara.

Berbeda dengan dua sumber tersebut, sumber pencemaran laut yang
berasal dari ekploitasi dan eksplorasi laut jatuh di bawah jurisdiksi nasional, lebih
tepatnya pada wilayah laut teritorial dan landas kontinen.!”> Sumber pencemaran
ini pada umumnya cepat terurai di lautan dan jumlahnya sebanyak 1% dari total
pencemaran laut internasional, dimana daerah teluk mendominasi kontribusi
persentase tersebut karena tingginya tingkat ekploitasi dan ekplorasi minyak pada
daerah tersebut.!3 Peraturan-peraturan mengenai ekploitasi dan ekplorasi dasar
laut secara internasional ada di dalam UNCLOS dan beberapa perjanjian regional
lainnya, terutama pada daerah timur tengah yang banyak memproduksi minyak.
UNCLOS itu sendiri berisikan pengaturan ekploitasi dan eksplorasi dasar laut
yang tidak jatuh di bawah jurisdiksi nasional dan menerapkan keberadaan the
International Seabed Authority.'*

Sumber pencemaran laut dari udara dibedakan dari sumber pencemaran
laut dari land-based sources, apabila kita mengacu kepada UNCLOS. Udara
menjadi sumber pencemaran yang paling sedikit dipelajari karena bentuknya
yang tumpang tindih dengan bentuk pencemaran laut dari sumber lain, seperti
dumping dan land-based sources."

Sumber pencemaran laut yang terakhir, yaitu /and-based sources belum
memiliki suatu pengaturan internasional bersifat global yang komprehensif. Hal
ini dikarenakan pengaruh dari jurisdiksi nasional yang begitu kuat.!®

Kurangnya pengaturan internasional bersifat global yang komprehensif
tidak mengurangi kenyataan bahwa land-based sources merupakan sumber yang
paling banyak menyumbang di dalam pencemaran laut dengan persentase

sebanyak 80%, sedangkan 20% lainnya bersumber dari sumber-sumber lainnya

I2ZR.R. Churchill dan A.V. Lowe, The Law of the Sea, Third Ed., hal. 370.
13 Philipe Sands, Principles of International Environmental Law, Second Ed., hal. 445.

14 PBB (1), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS), Section
4, Subsection A, Pasal 156.

15 Gregorios J. Timagenis, International Control of Marine Pollution, Vol. 1, hal. 17.
16Tbid., hal. 16.

Universitas Indonesia
Land-based..., Tantia Rahmadhina, FH Ul, 2012



berdasarkan laporan penelitian dari GESAMP.!” Pencemaran yang dihasilkan
oleh land-based sources tidak hanya dalam bentuk limbah rumah tangga, air
luapan sungai, sampah plastik yang dibuang sembarangan, atau aktivitas-aktivitas
lainnya yang melalui perantara air,'® namun juga pencemaran udara yang
dihasilkan oleh kendaraan bermotor, cerobong asap, atau kebakaran hutan yang
melalui perantara udara menuju laut dan kedua hal tersebut menunjukan
keberagaman dari land-based sources.”’

Selain jumlahnya yang mendominasi pencemaran laut internasional,
bentuk-bentuk dari land-based sources yang sangat bervariasi tersebut
menimbulkan efek buruk bagi kehidupan laut dan manusia, sechingga
menjadikannya sebagai sumber pencemaran laut yang berbahaya. Bentuk
pencemaran laut land-based sources didominasi oleh bahan-bahan organik
(limbah rumah tangga, air luapan sungai, dan limbah pertanian) dan kadar dari
bahan-bahan anorganik yang terkandung di dalamnya dapat menimbulkan
kerusakan dalam kadar yang begitu rendah. Contohnya adalah logam berat
(merkuri, timah, selenium, dan arsenik) yang pada umumnya terkandung di
dalam limbah hasil aktivitas perindustrian.?’ Kasus yang terkait dengan salah satu
jenis logam berat, yaitu merkuri, adalah kasus Minamata di Jepang, dimana
warga yang tinggal di pesisir Minamata dengan mata pencahariannya sebagai
nelayan mengalami keracunan akibat hasil tangkapannya sendiri.?! Merkuri
tersebut berasal dari limbah pabrik yang memproduksi vinyl chloride dan

acetaldehyde sejak tahun 1952.22 Tercatat sudah 2000 kasus yang disebabkan

17 Sheavly S.B., “Sixth Meeting of the UN Open-Ended Informal Consultative Processes
on Oceans & the Law of the Sea,” Marine Debris - an overview of critical issue for our oceans

(6-10 Juni, 2005), http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative process.htm.

18 Michael Allsopp, et. al., Plastic Debris in the World’s Oceans, (Amsterdam:
Greenpeace International, 2005), hal. 11.

19R.R. Churchill dan A.V. Lowe, the Law of the Sea, Third Ed., hal. 330.

20R.B. Clark, Marine Pollution, (Oxford: Oxford University Press, 1986), hal. 84.
21bid., hal. 91.

221bid.
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oleh keracunan merkuri tersebut, dimana 43 orang meninggal dan 700 orang
lebih hidup dengan kecacatan permanen.??

Menurut penelitian yang dilakukan di pantai dan pulau-pulau Jakarta,
serta Laut Jawa, peningkatan pencemaran pantai terjadi antara tahun 1985 dan
1995.24 Dari 23 pulau yang dilakukan penelitian, laporan menunjukan bahwa
terdapat total sampah dari yang tidak terdeteksi sampai dengan 29.1 benda/m.??
Beberapa Negara di Benua Eropa yang terhubung melalui Laut Mediterania dan
beberapa negara di Benua Amerika yang terhubung melalui Laut Karibia juga
menemukan permasalahan yang sama.?® Beberapa negara dalam wilayah tersebut
kemudian bekerjasama untuk mencegah dan menanggulangi keberadaan
pencemaran-pencemaran tersebut melalui perjanjian-perjanjian yang bersifat
regional.?” Walaupun secara regional perihal pencemaran laut yang datang dari
land-based sources telah diatur, perjanjian multilateral yang bersifat global yang
secara khusus mengatur mengenai land-based sources sampai saat ini belum ada
perumusannya.

Satu-satunya perjanjian multilateral yang telah bersifat global adalah
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. UNCLOS
1982 berisikan kebiasaan-kebiasaan hukum internasional yang telah ada

sebelumnya, dimana menjadikannya sebuah kerangka bagi 127 negara’® yang

2 Tbid.

24 P.A. Uneputty dan M. Mocogni, “Accumulation of Beach Litter on Island of the Pulau
Seribu Archipelago, Indonesia,” Marine Pollution Bulletin 34 (1997): 652-655; N.G. Wiloughby,
H. Sangkoyo, dan B.O. Lakaseru, “Beach Litter: an Increasing and Changing Problem for
Indonesia,” Marine Pollution Bulletin 34 (1997): 469-478.

25 N.G. Wiloughby, H. Sangkoyo, dan B.O. Lakaseru, “Beach Litter: an Increasing and
Changing Problem for Indonesia,” Ibid.

26 Michael Allsopp, et. al., Plastic Debris in the World's Oceans, hal. 24-30.

27 UNEP, Convention for The Protection of the Marine Environment and the Coastal
Region of the Mediterranean (Barcelona Convention), 1995; UNEP, Convention for the
Protection and Development of the Marine Environment of the Wlder-Carribean Region
(Cartagena Convention), 1983.

28 Menurut data yang terbaru yang diambil pada bulan Juni 2011, United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi oleh 162 negara menurut
Oceans and Law of the Sea: Division for Ocean Affairs and the law of the Sea, “Chronological list
of ratifications, accessions and successions to the Convenstions and the related agreements as at
03 June 2011~ http://www.un.org/depts/los/reference files/

chronological lists of ratifications.htm, diunduh 10 April 2012.
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telah menandatanganinya dalam menentukan batas-batas laut beserta fungsinya.?’
Selain mengatur mengenai batas-batas laut beserta fungsinya, UNCLOS 1982
juga mendorong negara-negara anggota membuat perjanjian internasional dan
regulasi nasional untuk mencegah, menekan, dan mengkontrol pencemaran laut,
dimana salah satunya bersumber dari land-based sources.>

The 1958 Montreal Guidelines for the Protection of the Marine
Environment against Pollution from Land-Based Sources (Montreal Guidelines)
mengatur megenai pencemaran dengan mengelompokan lagi dengan lebih
komprehensif sumber-sumber tersebut, yaitu sumber yang datang dari pantai,
sungai, atmosfer, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di fasilitas-fasilitas tetap
atau bergerak di lepas pantai yang masih berada di bawah jurisdiksi nasional.3!
Mengenai pencemaran dari land-based sources, UNCLOS 1982 menyebutkan
sungai, muara sungai, jalur pipa dan struktur pengeluaran, terutama yang
mengalirkan bahan-bahan beracun dan berbahaya sebagai tempat-tempat yang
harus diutamakan dalam penerapan perjanjian internasional dan praktek-praktek
yang direkomendasikan.’? Sedangkan mengenai pencemaran dari atmosfer pada,
UNCLOS 1982 lebih menekankan kepada pencemaran yang disebabkan oleh
kapal atau pesawat terbang dan kaitannya dengan navigasi penerbangan.’3
Pencemaran dari atmosfer dimaksudkan untuk pencemaran-pencemaran yang
lahir dari atmosfer. Pada akhirnya, baik UNCLOS 1982 maupun Montreal
Guidelines memiliki maksud yang sama, dimana pencemaran laut dari /and-
based sources adalah pencemaran laut yang terjadi dari segala bentuk aktivitas
yang dilakukan di darat, baik melalui perantara air, maupun udara menuju laut.

UNCLOS 1982 kemudian mendorong negara-negara anggotanya untuk
membuat perjanjian regional yang lebih terperinci untuk menanggulangi

pencemaran laut oleh land-based sources dan tidak mengatur lebih lanjut

29R.R. Churchill dan A.V. Lowe, the Law of the Sea, hal. 24.
30PBB (II), Pasal 207-222.

3'H. Hohmann, Basic Documents of International Environmental Law, vol. 1, (London,
1992), hal. 130 -147.

321bid., Pasal 207 dan Pasal 213.
31bid., Pasal 212.
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mengenai apa saja yang harus diatur di dalam perjanjian-perjanjian regional
tersebut. Perjanjian-perjanjian regional berada di beberapa wilayah laut di dunia,
seperti telah disebutkan sebelumnya, yaitu pada Laut Mediterania dan Laut
Karibia, serta beberapa wilayah laut lainnya, yaitu Laut Pasifik Selatan, Laut
Afrika, Laut Atlantik Utara, Laut Baltik dan Laut Mediterania. Dari beberapa
wilayah tersebut, wilayah laut dengan perjanjian-perjanjian regional mengenai
land-based sources yang memberikan pengaturan yang cukup komprehensif
terletak pada Laut Atlantik Utara, Laut Mediterania, dan Laut Baltik, melalui
Convention for The Protection of The Marine Environment of The North-East
Atlantic 1992 (OSPAR), Convention on the Protection of the Marine Environment
of the Baltic Sea Area 1992 (Konvensi Helsinki), dan  Convention for the
Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the
Mediterranean 1976 (Konvensi Barcelona). Dari ketiga konvensi tersebut,
OSPAR dan Konvensi Helsinki adalah dua konvensi yang paling berkembang.3*
Keduanya memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan regional pada ruang
lingkup wilayahnya masing-masing dan bertujuan untuk mencegah dan
membersihkan pencemaran laut dari land-based sources, walaupun hanya
Konvensi Helsinki yang mengatur mengenai zat-zat apa saja yang tergolong ke
dalam land-based sources.>

Secara regional, perjanjian-perjanjian mengenai land-based sources telah
banyak dibuat oleh beberapa negara dalam lingkup wilayah laut tertentu, namun
tidak semua wilayah laut berbatasan langsung dengan negara schingga tidak
termasuk dalam ruang lingkup perjanjian-perjanjian tersebut. Kurangnya
pengaturan yang mengikat secara internasional inilah yang menyebabkan terus
meningkatnya jumlah pencemaran dari land-based sources ke laut, dimana salah
satunya adalah perkumpulan sampah terbesar di dunia yang mengapung di atas

laut, yaitu the Great Pacific Garbage Patch yang terletak di utara Samudera

34 Patricia Birnie dan Alan Boyle, International Law and the Environment, Second ed.,
(New York: Oxford University Press, 2002), hal. 412.

3 Ibid.
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Pasifik.3¢ Captain Charles Moore menemukan the Great Pacific Garbage Patch
ketika dia melakukan perjalanan Transpacific Yacht Race pada tahun 1997.37 The
Great Pacific Garbage Patch merupakan penggabungan dua perkumpulan
sampah, yaitu the Western Pacific Garbage Patch yang lebih dekat dengan
negara Jepang dan the Eastern Pacific Garbage Patch yang lebih dekat dengan
Hawaii, negara bagian Amerika Serikat.®® The Pacific Garbage Patch dikatakan
sebagai permasalahan “tragedy of the commons”, dimana sebuah sumber daya
yang tidak dikuasai atau dimiliki oleh siapapun digambarkan sebagai sesuatu hal
yang sangat rentan terhadap pengrusakan jangka panjang oleh pelaku-pelaku
individual tanpa adanya regulasi dari pihak berwenang.’® Dalam penelitian ini,
peneliti hanya akan membahas mengenai the Eastern Pacific Garbage Patch
karena pada daerah tersebut hidup habitat laut yang memegang peran penting
dalam keberlangsungan lingkungan laut.4’ Jenis sampah yang mengambang pada
the Eastern Pacific Garbage Patch (dan begitu pula dengan sampah yang
mengambang pada the Western Pacific Garbage Patch) didominasi oleh sampah
plastik.!

Plastik membutuhkan waktu hingga beberapa dekade, bahkan berabad-
abad untuk terurai secara alami (biodegrade) dan di laut, plastik-plastik tersebut
membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk terurai dengan air dingin dan
rumput laut yang dapat menahan sinar ultraviolet bekerja sebagai pengawet

plastik-plastik tersebut sehingga plastik-plastik yang dibuang 50 tahun yang lalu,

36 Thomas M. Kostigen, You are Here: Exposing the Vital Link Between What We Do and
What That Does to Our Planet, (New York: HarperCollins e-books, 2008), hal. 144.

37 http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/5208645/Drowning-in-pl/, diunduh 10
April 2012.

3 K.S. Law, et. al., “Plastic Accumulation in the North Atlantic Subtropical Gyre,”
Science Express (19 Agustus 2010): 10; W.J. Pichel, et. al., “Marine Debris Collect within the
North Pacific Subtropical Convergence Zone,” Marine Pollution Bulletin 54 (2007):12.

39 William W. Buzbee, ‘“Recognizing the Regulatory Commons: A Theory of Regulatory
Gaps,” lowa L. Rev. 1 (2003): 4.

40 Thomas M. Kostigen, You are Here: Exposing the Vital Link Between What We Do and
What That Does to Our Planet, hal. 143,

41 http.//www.telegraph.co.uk/earth/environment/5208645/Drowning-in-pl/, diunduh 10
April 2012.
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keberadaannya belum hancur seluruhnya hingga saat ini.*> Serpihan-serpihan
kecil akibat dari sifatnya yang sulit terurai tersebut dapat membahayakan nyawa
fauna-fauna laut. Penguin, burung albatros, penyu, paus, anjing laut, singa laut,
dan beberapa species lainnya ditemukan menelan serpihan-serpihan plastik
tersebut.*3 Sekitar 2,5 juta manusia mengkonsumsi ikan di seluruh dunia dan
ketika pencemaran laut telah mempengaruhi kehidupan ikan-ikan tersebut, maka
kesehatan manusia juga terpengaruh dengan mengkonsumsi ikan-ikan tersebut.*
Tidak hanya serpihan-serpihan plastik yang mengancam nyawa fauna-fauna laut
tersebut, sampah plastik dalam ukuran besar juga menimbulkan bahaya yang
sama besarnya. Dalam hal ini, fauna-fauna laut tersebut dapat dengan mudah
tersangkut di dalam plastik-plastik dalam ukuran besar tersebut, terutama jala dan
tali nelayan, monofilament lines, dan kemasan minuman.*

Selain itu, ada pula kasus the Mox Plant Case*® dan L’Etang de Berre®,
dimana kedua kasus tersebut terjadi di wilayah Eropa yang negara-neganya telah
menjadi anggota dari UNCLOS 1982 atau menjadi anggota dalam beberapa
perjanjian regional mengenai land-based sources.*® Kasus pertama, yaitu The
MOX Plant Case adalah kasus yang diajukan oleh Irlandia di hadapan Permanent
Court of Arbitration pada tahun 2001 terkait dengan pembangunan MOX Plant di
Sellafield, Inggris. Pada tuntutannya, Irlandia menggunakan banyak peraturan di

dalam perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Inggris, baik

4 Jessica R. Coulter, “A Sea Change to Change the Sea: Stopping the Spread of the
Pacific Garbage Patch with Small-Scale Environmental Legislation,” William and Mary Law
Review Vol. 51 (2010): 1962.

4 D.W. Laist, “Impacts of Marine Debris: Entanglement of Marine Life in Marine
Debris Including a Comprehensive List of Species with Entanglement and Ingestion Records,”
dalam Marine Debris, Sources, Impacts, Solutions (New York: Springer-Verlag Inc., 1997), hal.
99 - 140.

4 Thomas M. Kostigen, “A Sea Change,” Discover (Juli 2008): 24.
45 Sheavly S.B., Ibid.
46Treland v. Inggris, “MOX Plant Case,” the European Court of Justice, 2003.

47 European Community v. Perancis, “Etang de Berre, ” the European Court of Justice,
2004.

48 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic
1992 (OSPAR),; Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area
1992; Convention for the Protection and Development of the Marine Environment and Coastal
Region of the Mediterranean Sea 1976 (Barcelona Convention,).
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mengenai limbah radioaktif secara spesifik, maupun mengenai land-based sourcs.
Hal inilah yang kemudian ditanyakan oleh Inggris dengan mengajukan ketentuan
mengenai provisional measures ke hadapan International Court on Law of The
Sea dan kemudian Irlandia pun dituntut di hadapan European Court of Justice
terkait dengan penggunaan OSPAR.

Contoh kasus ketiga adalah pencemaran laut yang terjadi di Danau
L’Etang de Berre di Perancis sebagai wilayah yang patut dilindungi karena
menjadi tempat tinggal bagi burung-burung pantai berjenis Black-Winged Stilt
(Himantopus himantopus), Pied Avocet (Recurvirostra avosetta), Common Tern
(Sterna hirundo), dan the Little Tern (Sterna albifions).*® Keselamatan mereka
terancam oleh limbah industri dan aktivitas perkotaan, serta pariwisata dan
perburuan. Tidak hanya keselamatan fauna laut dan lingkungannya saja yang
terancam, namun sekelompok nelayan juga merasakan kerugian dari pencemaran
land-based sources tersebut>? Kasus ini pertama kali diajukan ke pengadilan
tingkat pertama di Perancis dan kemudian naik ke tingkat kasasi, dimana pada
tingkat inilah kemudian para hakim meminta pendapat dari European Court of
Justice (ECJ) mengenai keberlakuan Pasal 6 ayat 3 di dalam Konvensi Barcelona
terhadap situasi yang mereka alami, yaitu mengenai kewajiban negara-negara
anggota Konvensi untuk mengatur pembuangan zat-zat tertentu dan pemberian
izin pembuangan zat-zat tertentu.’! ECJ pun menyatakan bahwa Perancis
memegang kewajiban tersebut dan bertanggung jawab atas pencemaran laut yang
terjadi. Hal ini menunjukan bahwa lembaga dan individu dapat mengaplikasikan
ketentuan di dalam Konvensi Barcelona terhadap negara-negara anggota.

Keberadaan /and-based sources menyumbangkan jumlah yang signifikan
terhadap pencemaran laut internasional, sehingga dibutuhkan kerjasama negara-

negara di dunia, walaupun sampai saat ini, perjanjian-perjanjian internasional

49 “Birdlife’s online World Bird Database: the Site for Bird Conservation,” http://
www.birdlife.org, 13 April 2012.

50 Antoinette Hildering, Andrea M. Keessen dan Helena FM.W. van Rijswick’,
“Tackling Pollution of the Mediterrancan Sea from Land-Based Sources by an Intergrated
Ecosystem Approach and the Use of the Combined International and European Legal Regimes,”
Utrecht Law Review Vol. 5, Issue I (Juni 2009): 80-81.

S bid.
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yang mengatur mengenai land-based sources baru sampai pada tingkat regional.
Hal-hal inilah yang menarik peneliti untuk melihat lebih dalam mengenai
perjanjian-perjanjian regional yang membawa dampak signifikan terhadap
pengendalian dan penanggulangan land-based sources. Selain itu, peneliti juga
akan melihat praktek-praktek di beberapa negara dengan tingkat pencemaran laut
yang tinggi yang disebabkan oleh land-based sources karena pada dasarnya,
pengendalian yang signifikan terhadap land-based sources dilakukan di tempat-

tempat pencemaran tersebut dikeluarkan.

1.2. Pokok Permasalahan
1. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional mengenai pencemaran
dari land-based sources terhadap lingkungan laut?
2. Bagaimanakah negara-negara menangani pencemaran yang disebabkan

oleh land-based sources?

1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian kali ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan

tujuan khusus yang akan dijelaskan di bawah ini.

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk
memberi penjelasan bagaimana penerapan yang ada dalam hukum internasional
berkaitan dengan /and-based sources sebagai sumber pencemaran laut

internasional.

1.3.2. Tujuan Khusus
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka
yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui pengaturan mengenai land-based sources berdasarkan

perjanjian multilateral, regional, dan bilateral.
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2. Mengetahui praktek negara-negara dalam dalam menangani

permasalahan pencemaran dari land-based sources.

1.4. Kerangka Konsepsional

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.’> Perihal
yang akan dijabarkan dalam kerangka konsepsional ini adalah istilah-istilah yang
akan digunakan di dalam penulisan. Istilah-istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran laut adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dalam melepaskan zat atau
energi ke lingkungan laut (termasuk wilayah muara) yang mengakibatkan
atau dapat mengakibatkan efek pengrusakan terhadap makhluk hidup dan
kehidupan laut, kesehatan manusia, halangan untuk aktivitas laut
termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya itu,
penurunan kualitas untuk penggunaan air laut dan pengurangan
kenyamanan.>3

2. Land-Based Sources adalah sumber-sumber pencemaran laut yang
datang dari sungai, pesisir, jalur pipa dan struktur pembuangan.>*

3. Marine Debris adalah materi padat yang mengapung di lingkungan laut,

dimana pada umumnya merupakan sampah buangan.3>

1.5. Metode Penelitian
Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk

sampai kepada penemuan, pengetahuan, dan pemahaman tentang suatu yang

32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Ul Press, 1996),
hal. 132.

3PBB (1), Pasal 1 ayat 4.

3 PBB (Il), The Montreal Guideline for the Protection of the Marine Environment
against Pollution from Land-Based Sources, (1985), Pasal 1.

35 Michael Allsopp, et. al., Plastic Debris in the Worlds Ocean, (Amsterdam:
Greenpeace International, 2005), hal. 5.
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dituju atau yang diarah secara tepat.’® Metode penelitian hukum adalah prosedur
atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitan hukum. Untuk menentukan
metode yang digunakan dalam suatu penelitan hukum, haruslah dipahami terlebih
dahulu tujuan dari penelitian hukum itu sendiri. Metode penelitian yang
dilakukan oleh peneliti terkait dengan karya tulis ini adalah metode penelitian
yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini,
seperti prinsip-prinsip, konvensi-konvensi, dan regulasi-regulasi yang berkaitan
dengan land-based sources dengan metode penelitian kepustakaan.

Dalam mengambil data, peneliti akan menggunakan metode penelitian
kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen
dan menggunakan data berupa bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder,
yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.>’
Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan untuk penelitian kali ini adalah:>®

1. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang
memiliki ketentuan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

1982, UNEP Regional Seas Protocols on Land-Based Sources,

Convention for the Protection of the Marine Environment of the Northeast

Atlantic (OSPAR) 1992, dan Convention for the Protection of the Marine

Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (Barcelona

Convention) 2004.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya
dari para ahli hukum seperti buku-buku literatur, jurnal-jurnal, dan artikel-

artikel dalam bentuk media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan

%6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 14.

37 Sri Mamudji et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, cet. 3, hal. 13
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keberlangsungan lingkungan kehidupan laut dan /land-based sources

sebagai sumber pencemaran laut internasional.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
atas bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya kamus,
ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Selain menggunakan bahan kepustakaan, peneliti juga akan melengkapi
penelitiannya dengan melakukan wawancara ke beberapa tempat yang berkaitan
dengan topik penelitian ini, yaitu wawancara yang dilakukan di Kementerian
Lingkungan Hidup.

Dalam penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah
analisis data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analitis, dimana definisnya sendiri adalah apa yang dinyatakan sebagai
tujuan penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan, dan sesuai dengan

kenyataan.>®

1.6.  Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan karya tulis ini dibagi menjadi 5 bab yang saling

berkaitan satu sama lain. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, pokok-pokok
permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsepsional, metode penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB 2 LAND-BASED SOURCES POLLUTION DALAM HUKUM
INTERNASIONAL

Bab ini akan membahas mengenai land-based sources sebagai sumber
pencemaran laut secara umum. Selain itu, akan dibahas pula mengenai prinsip-

prinsip hukum internasional dan konvensi-konvensi internasional yang terkait

39 Sri Mamudji et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, hal. 67.
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dengan pengaturan land-based sources, baik secara regional maupun

internasional.

BAB 3 PERBANDINGAN PRAKTEK BEBERAPA NEGARA MENGENAI
LAND-BASED SOURCES POLLUTION

Bab ini akan membahas mengenai pengaturan land-based sources dalam
ruang lingkup negara. Negara-negara yang dipilih adalah negara-negara dengan
tingakat pencemaran laut yang tinggi yang diakibatkan oleh land-based sources
serta negara-negara yang pernah mengalami kasus terkait pencemaran yang

disebabkan oleh land-based sources.

BAB 4 TINJAUAN KASUS LAND-BASED SOURCES POLLUTION: THE
NORTH-EAST PACIFIC GARBAGE PATCH, THE MOX PLANT CASE
(2001), DAN THE ETANG DE BERRE CASE (2004)

Di dalam bab ini, penulis akan menganalisa kasus-kasus yang berkaitan
dengan land-based pollution, yaitu kasus Fastern Pacific Garbage Patch, MOX
Plant, dan Etang de Berre. Pada kasus pertama, penulis akan membahas
mengenai latar belakang kasus tersebut, efek yang ditimbulkan terhadap pihak
yang dirugikan, serta tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan. Untuk dua
kasus kemudian, penulis akan menganalisa putusan-putusan kasus tersebut dan

mengaitkannya dengan teori-teori yang bersangkutan.

BAB 5 PENUTUP

Bab terakhir pada karya tulis ini akan berisikan kesimpulan, dimana isi
dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban-jawaban dari pokok-pokok
permasalahan. Selain itu, penulis juga menuliskan saran terhadap permasalahan

yang dibahas dalam karya tulis ini.
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BAB 2
LAND-BASED SOURCES POLLUTION DALAM HUKUM
INTERNASIONAL

2.1. Tinjauan Mengenai Land-Based Sources Pollution

Pencemaran adalah hal yang buruk, sehingga perlu adanya tindakan-
tindakan pencegahan dan pengendalian untuk mengurangi angka pencemaran di
dunia, terutama pencemaran laut. Pentingnya perlindungan tersebut dikarenakan
laut adalah tempat awal mula kehidupan dan ketika pencemaran menyebabkan
berubahnya kualitas air, hal ini juga mempengaruhi organisme yang tinggal di

dalamnya.® Pencemaran laut itu sendiri menurut UNCLOS diartikan sebagai:‘!

Tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dalam melepaskan zat atau energi ke lingkungan laut (termasuk
wilayah muara) yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan efek
pengrusakan terhadap mahluk hidup dan kehidupan laut, kesehatan manusia,
halangan untuk aktivitas laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan
laut yang sah lainnya itu, penurunan kualitas untuk penggunaan air laut dan
pengurangan kenyamanan.

Dalam hal pencemaran, sumber dapat dikatakan sebagai tempat
dihasilkannya zat-zat berbahaya yang menyebabkan pencemaran dan zat-zat
berbahaya tersebut mencemari lingkungan melalui tindakan manusia.%” Dari lima
kelompok sumber pencemaran laut, land-based sources menjadi penyumbang
terbanyak di dalam pencemaran laut internasional dengan persentase sebesar
80%.9 Land-based sources memiliki cakupan yang luas dalam pengertiannya,
sehingga sering timbul kesulitan dalam merumuskan cara untuk
menanggulanginya. Dalam UNCLOS itu sendiri, definisi dari land-based sources
dibatasi pada aktivitas-aktivitas manusia di darat, dimana aktivitas tersebut

menyebabkan pencemaran laut melalui sungai, pesisir, jalur pipa dan struktur

60 B.H. Ketchum, “Man’s Resources in the Marine Environment,” Pollution and Marine
Ecology (Inter-Science Publishers, 1967), hal. 3.

¢I'PBB (I), Pasal 1 ayat 4.

62 Men Quing-nan, Land-based Marine Pollution: International Law and Development,
(London: Graham and Trotman, 1987), hal. 18.

63 Sheavly S.B., Ibid.

Universitas Indonesia
Land-based..., Tantia Rahmadhina, FH Ul, 2012



17

pembuangan.®* Berbeda dengan UNCLOS, Montreal Guidelines menyatakan
land-based sources sebagai, “Sumber-sumber pencemaran laut dari kegiatan
perkotaan, industrial, dan pertanian, khususnya yang datang dari daerah pantai,
sungai, jalur perairan (termasuk jalur perairan bawah tanah), atmosfer, dan
kegiatan-kegiatan di lepas pantai yang masih masuk ke dalam jurisdiksi
negara.”®

Apabila dibandingkan keduanya, definisi yang dinyatakan di dalam
Montreal Guidelines memasukan atmosfer sebagai salah satu perantara land-
based sources, sedangkan UNCLOS hanya memberikan definisi secara luas saja.
UNCLOS kemudian membedakan atmosfer sebagai sumber tersendiri dari land-
based sources, namun apa yang dimaksud dengan sumber pencemaran laut dari
atmosfer adalah hal-hal yang timbul dari kegiatan di atmosfer, sehingga
pencemaran laut yang disebabkan oleh asap pabrik di darat tidak termasuk ke
dalam definisi tersebut.5

Pada kenyataannya, ada begitu banyak cara untuk polutan mencapai laut,
yaitu melalui pembuangan di pesisir, melalui sungai, kanal dan jalur air lainnya,
melalui limpasan dari tanah, melalui atmosfer, serta melalui rantai makanan dan
pembuangan limbah.®” Akan tetapi, sungai, kanal, dan jalur air lainnya menjadi
jalan yang paling berbahaya karena hujan yang kemudian membawa semua land-
bases sources menuju laut yang menyebabkan kontaminasi®®. Kontaminasi
berbeda dengan pencemaran karena pada dasarnya menunjukan peningkatan

konsentrasi di lingkungan laut tersebut. Untuk sebuah kontaminasi menjadi

%PBB (I), Pasal 207

6 PBB (Ill), The Montreal Guideline for the Protection of the Marine Environment
against Pollution from Land-Based Sources, (1985), Pasal 1.

66 PBB (I), Pasal 105 (1).

67 “Annual Review of Ocean Affairs,” Law and Policy Main Documents (1993), hal.
250-253.

68 “Kontaminasi adalah adanya peningkatan konsentrasi zat dalam air, sedimen atau
organisme, yaitu konsentrasi yang berada di atas tingkat latar belakang alami untuk daerah
tersebut dan untuk organisme,” (R.B. Clark, Marine Pollution, (Oxford: Clarendon Press, 1986),
hal. 7.)
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sebuah pencemaran, dibutuhkan campur tangan manusia dan adanya akibat yang

membahayakan terhadap lingkungan laut.%’

2.1.1. Beberapa Aktivitas Penyebab Land-Based Sources Pollution

Tindakan manusia dalam kaitannya dengan pencemaran laut yang
disebabkan oleh land-based sources sangat berkaitan dengan tingginya tingkat
urbanisasi dan industrialisasi di sepanjang pesisir pantai dan tempat-tempat yang
berdekatan dengan jalur air.”® Tindakan-tindakan manusia tersebut (land-based
activities) dapat dikelompokan menjadi empat kelompok besar, yaitu aktivitas
rumah tangga, industrial, pariwisata dan pertanian dengan masing-masing

memiliki karakteristik tersendiri,”! dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Aktivitas Rumah Tangga

Aktivitas manusia, dalam satu hari, dapat menghasilkan sampah
hingga berton-ton banyaknya dan sebagian besar dari sampah ini menjadi
limbah yang tersalurkan ke laut melalui sungai. Istilah yang digunakan
untuk limbah seperti ini adalah limbah rumah tangga, dimana contoh-
contohnya adalah limbah pada air selokan, limbah dari air yang
digunakan untuk mencuci, gas dari penggunaan masak, dan limbah padat
dari sisa-sisa makanan. Bahan-bahan limbah rumah tangga yang dibuang
ke laut berkisar pada bahan organik sampai dengan bahan anorganik. Hal
ini diperburuk dengan terus meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal
di daerah pesisir laut, dimana 40% masyarakat dunia tinggal dalam jarak
150km dari laut dan jumlah ini akan meningkat seiring dengan

meningkatnya pariwisata.”> Dengan meningkatnya masyarakat yang

®R.B. Clark, Marine Pollution, (Oxford: Clarendon Press, 1986), hal. 7.

70 R.P. Cote, “Marine Environmental Management: Status and Prospectives,” Marine
Pollution Bulletin, Vol. 24 (1992), hal. 19.

7IR.B. Clark, Marine Pollution, hal. 4-5.

72 UN Atlas of the Ocean, “The Human Settlements on the Coast: The ever more popular
coasts,” http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?
status=ND0xODc3J]Y9ZW4mMzM9KiYzNz1rb3M~, diunduh pada 12 April 2012.
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tinggal di pesisir laut, tingkat pembuangan limbah menuju laut pun
semakin tinggi. Berdasarkan fakta tersebut, pencemaran laut yang
disebabkan oleh aktivitas rumah tangga mendapatkan perhatian khusus

pada Agenda 2173 dan the Washington Declaration’™.

Aktivitas Industrial

Limbah industri yang dihasilkan oleh aktivitas industri menjadi
salah satu penyumbang yang signifikan dalam /land-based sources,
apabila pembuangan tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Limbah
industri berasal dari bermacam-macam pabrik, termasuk industri
makanan dan minuman, penyulingan minyak, perhiasan logam, pabrik
baja/logam, pabrik kertas serta pabrik kimia organik maupun anorganik
lainnya, dimana beberapa diantaranya mengandung unsur yang sangat
beracun, seperti logam berat, dan bahan organik yang beracun.”

Sebuah contoh untuk melihat bahaya dari limbah industri adalah
bahan baku dari plastik yang ukurannya berkisar 2-6 mm.”¢ Bahan baku
plastik tersebut masuk ke dalam lingkungan laut melalui tumpahan yang
disengaja selama produksi dan pengolahan, transportasi dan penanganan,
dimana sebagian ada yang mengapung, scbagian lagi ada yang
tenggelam.”’” Kehadiran mereka telah dilaporkan di sebagian besar lautan
dunia, bahkan dalam area-area terpencil, non-industri seperti di Tonga,

Rarotonga dan Fiji.”® Bahan baku plastik menjadi tidak signifikan karena

3PBB (IV), Agenda 21, 1992, Pasal 17 - 27.

74 PBB (V), Intergovernmental Conference on Protection of the Marine Environment

from Land-Based Activities (the Washington Declaration), 1995, Pasal 9.

75 Mukhtasor, Pencemaran Pesisir Laut, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal. 87.

76 J.G.B Derraik, “The pollution of the marine environment by plastic debris: a review,”

Marine Pollution Bulletin, Vol. 44 (2002): 842-852.

77 D.P Redford., HK. Trulli dan W.R Trulli, “Sources of plastic pellets in the aquatic

environment,” In: Marine Debris. Sources, Impacts, Solutions, JM. Coe and D.B. Rogers Ed.
(New york: Springer-Verlag New York, Inc.,1997):335-344.

78 J.G.B Derraik,Ibid.
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ukurannya yang kecil, namun fakta menunjukan bahwa keberadaan bahan
baku plastik tersebut ada dimana-mana.

Di Indonesia itu sendiri, kurangnya kesadaran akan bahaya limbah
industri menjadi kendala yang harus dihadapi, dimana salah satu
contohnya adalah situasi yang terjadi di Surabaya. Berdasarkan berita dari
Surabaya Post pada tanggal 14 Januari 2005 yang disajikan oleh Dinas
Infokom Pemerintah Kota Surabaya, dari 1563 industri yang tercatat dan
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, hanya 87 perusahaan
yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Data tersebut
menunjukan bahwa pada tahun 2005, hanya 5% industri di Surabaya yang
telah mengelola limbah yang dihasilkannya.

Plastik dan limbah industri keduanya sangat berbahaya (yang akan
dijelaskan pada “Unsur-Unsur Terkait Land-Based Sources”) apabila
dilepaskan begitu saja menuju lautan tanpa adanya pengolahan terlebih

dahulu.

Aktivitas Pertanian

Aktivitas pertanian juga menghasilkan limbah di dalam /and-based
sources. Aktivitas pertanian yang dapat menimbulkan ancaman terhadap
lingkungan adalah perluasan peternakan yang merusak hutan dan lahan
basah, erosi tanah, penggunaan pestisida, dan penggunaan pupuk yang
berlebihan.” Tingkat penggunaan pestisida yang tinggi sangat berbahaya
bagi kelangsungan kehidupan laut. Sebagian besar dari pesitisida adalah
beracun, sulit untuk terurai dan bioaccumulative 8. Sayangnya, aktivitas

pertanian tidak tunduk pada satu kewajiban hukum internasional secara

7 “World Resources,” World Resources Institute and International Institute for

Environment and Development (1989): 135-7.

80 “Bjoaccumalative adalah perpindahan beberapa senyawa kimia di lingkungan laut ke

dalam organisme yang berarti senyawa kimia tersebut akan terus berkembang di dalam
organisme, apabila tidak dapat dikeluarkan,” (Hal ini dikemukakan oleh Royal Society Study
Group dalam Pollutant Control Priorities in the Aquatic Environment sebagaimana dikutip oleh
S.A. Morgan, “Land-Based Marine Pollution,” A4 Project A2 Report (University of Auckland,
November 1992): 28.)
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khusus di tingkat regional dan global yang dapat mempersiapkan dan
menerapkan strategi untuk menggunakan lahan pertanian secara optimal,
mengontrol penggunaan pupuk dan pestisida, dan mempromosikan tepat

lahan peternakan.?!

d. Aktivitas Pariwisata

Pariwisata dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang ramah
lingkungan bagi negara-negara yang memaksimalkan potensi wilayah
pantai dan pesisirnya, apabila aktivitas ini dibandingkan dengan aktivitas
pengeksploitasian sumber daya alam di wilayah tersebut®? Aktivitas
pariwisata memiliki keuntungan, dimana dapat meningkatkan
kemampuan dasar negara dalam mengapresiasi lingkungan dan
perlindungannya.®® Di sisi lain, peningkatan aktivitas pariwisata juga
mengakibatkan peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung
sehingga dibutuhkan perhatian lebih dalam hal penanganan pembuangan
limbah dari infrastruktur tersebut. Salah satu kerusakan yang ditimbulkan
akibat meningkatnya aktivitas pariwisata adalah tingginya kerusakan
terumbu karang, dimana dari 110 negara, setidaknya 93 negara telah

mengalami kerusakan terumbu karang. 4

2.1.2. Unsur-Unsur Terkait Land-Based Sources Pollution
Dalam hal pembuangan limbah, masih banyak negara-negara dunia, baik
negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, yang belum mengatur

pembuangan limbah tersebut dengan tata cara yang benar.®> Bersama-sama

81 Philipe Sands, Principles of International Environmental Law, Second Ed., hal. 669.

8 GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Gorup of
Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) and Advisory Committee
on Protection of the Sea, Protecting the Oceans from Land-Based Activities: Land-Based Sources
and Activities Affecting the Quality and Uses of the Marine, Coastal and Associated Freshwater
Environment, (GESAMP No. 71), hal. 31.

8 1Ibid., hal. 32.

84 Dirk Bryant, et. al., Reefs at Risk. A Map-Based Indicator of Threats to the World's
Coral Reefs, (Washington DC: World Resources Institute, 1998), hal. 56.

85R.B. Clark, Marine Pollution, hal. 128.

Universitas Indonesia
Land-based..., Tantia Rahmadhina, FH Ul, 2012



22

dengan aktivitas-aktivitas manusia yang menjadi penyebab dalam /land-based
sources, bentuk-bentuk land-based sources yang terkandung di dalamnya juga
bervariasi, seperti sampah plastik, nutrients, pestisida, logam berat, sedimen, dan

limbah radioaktif sebagai berikut:

a. Sampah Plastik

Jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan laut per tahunnya
sampai dengan 1 juta ton per tahun dengan plastik sebagai penyumbang
yang dominan sebesar 60 - 80% dari sampah-sampah tersebut.® Dalam
industri perikanan, bahan plastik dan sintetis telah mengganti serat alami
yang digunakan dalam perikanan pada 35 tahun terakhir dan
penggunannya telah menyebabkan banyaknya sisa-sisa alat penangkapan
ikan yang mengapung di lautan dan terdampar di pantai.’” Dapat kita
sadari, plastik memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia,
dimana hampir semua benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-
hari mengandung plastik, seperti botol minuman, bungkus makanan, tas
untuk belanjaan, dan masih banyak lagi lainnya.

Plastik membutuhkan waktu hingga beberapa dekade, bahkan
berabad-abad untuk terurai secara alami (biodegrade) dan di laut, plastik-
plastik tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk terurai
dengan air dingin dan rumput laut yang dapat menahan sinar ultraviolet
bekerja sebagai pengawet plastik-plastik tersebut sehingga plastik-plastik
yang dibuang 50 tahun yang lalu, keberadaannya belum hancur
seluruhnya hingga saat ini.%® Plastik yang terbawa sampai ke laut, pada

akhirnya akan terurai menjadi serpihan-serpihan kecil yang telah

8 E.A. Laws, Aquatic Pollution: An Introductory Text, (New York: John Willey and
Sons, 1993); J.G.B Derraik, “The pollution of the marine environment by plastic debris: a
review,” Marine Pollution Bulletin, Vol. 44 (2002): 842-852.

87 John R. Henderson, “A Pre- and Post-MARPOL Annex V Summary of Hawaiian
Monk Seal Entanglements and Marine Debris Accumulation in the Northwestern Hawaiian
Island, 1982-1998,” Marine Pollution Bulletin 42 (2001): 584-589.

88 Jessica R. Coulter, “A Sea Change to Change the Sea: Stopping the Spread of the
Pacific Garbage Patch with Small-Scale Environmental Legislation,” William and Mary Law
Review Vol. 51 (2010): 1962.
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teridentifikasi di dalam dalam sedimen air laut.®® Serpihan-serpihan ini
dapat salah diartikan sebagai makanan dan dimakan oleh organisme laut.
Ribuan burung laut dan fauna laut lainnya terbunuh setiap tahunnya
akibat sampah yang mengapung, terutama plastik,’® melalui belitan,
kekurangan nafas, dan pengomsumsian serpihan.’!

Dari ketiga akibat tersebut, pengonsumsian serpihan oleh
organisme laut menjadi akibat yang memberikan bahaya langsung bagi
manusia. Apabila organisme laut, seperti ikan, cumi-cumi, kepiting, dan
makhluk laut lainnya salah mengonsumsi serpihan-serpihan plastik
tersebut sebagai makanan utama mereka, manusia sebagai mahluk yang
mengonsumsi makanan laut akan ikut mengonsumsi plastik-plastik

tersebut.

b. Nutrients

Nutrients adalah zat-zat dasar yang penting untuk kehidupan
hewan dan tumbuhan, yaitu zat-zat seperti oksigen (O2), hidrogen (H>),
nitrogen (N20), karbon (C), dan fosfat (POs), serta yang ditemukan baru-
baru ini, yaitu arsenik (As).%> Walaupun nutrients merupakan zat-zat yang
dibutuhkan oleh mahluk hidup, konsentrasinya yang tinggi di laut dapat
menyebabkan hal buruk bagi organisme laut akibat dari pembuangan
limbah yang bercampur dengan air hujan ke laut tanpa adanya saringan
terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah pencemaran yang terjadi di
Laut Cina Timur melalui Sungai Yang Tze. Dalam dua puluh tahun

terakhir, kandungan nutrients dalam Sungai Yang Tze meningkat drastis

8 R.C. Thompson, et. al., “Lost at sea: where is all the plastic?” Science, Vol. 304 (7th
May, 2004): 838

% HL. Windom, “Contamination of the Marine Environment from Land-Based
Sources,” Marine Pollution Bulletin, Vol. 25 (1992): 33.

91 Michael Allsopp, et. al., Plastic Debris in the World’s Oceans, hal. 10.

92 Robert Lee Hotz, “New Link in Chain of Life: Microbes Weave Poisonous Arsenic
Into Their DNA, Upending Decades of Science,” http://online.wsj.com/article/
SB10001424052748703377504575650840897300342.html?mod=ITP_pageone 1#printMode,
diunduh pada 12 April 2012.
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akibat campuran limbah pertanian.” Air hipoksia’ ditemukan pada
lapisan bawah dari Laut Cina Timur melalui mulut Sungai Yangtze
selama musim panas yang menunjukkan bahwa nutrients dari Sungai
Yangtze meningkatkan eutrofikasi di Muara Yangtze dan di lingkungan
laut yang berdekatan Laut Cina Timur.*

Eutrofikasi adalah proses dimana air memperoleh nutrients dengan
konsentrasi tinggi, terutama fosfat dan nitrat. Proses ini pada umumnya
meningkatkan pertumbuhan ganggang yang berlebihan. Ketika ganggang
tersebut mati dan membusuk, tingginya tingkat bahan organik dan
organisme yang membusuk mengakibatkan turunnya tingkat oksigen di
air, sehingga menyebabkan kematian bagi organisme lainnya, seperti
ikan, kepiting, dan organisme laut lainnya yang hidup di dasar laut.
Selain kehabisan oksigen akibat bangkai ganggang laut, pertumbuhan
ganggang laut yang begitu banyak juga menyebabkan ketidakstabilan

ekosistem dan kerusakan terumbu karang.®’

c. Pestisida
Pestisida adalah setiap bahan atau campuran zat yang bertujuan
untuk mencegah, menghancurkan, menekan atau mengurangi hama,
dimana mahluk hidup yang termasuk dalam kategori hama adalah

serangga, tikus dan hewan pengerat, tumbuhan parasit, jamur,

93 Li Daoji dan Dag Daler, “Ocean Pollution from Land-Based Sources: East China Sea,
China,” Ambio, Vol. 33 No. 1-2 (Februari, 2004): 110.

9 “Hipoksia berarti tingkat oksigen rendah dan terutama masalah bagi muara dan
perairan pesisir. Perairan hipoksia memiliki campuran konsentrasi oksigen kurang dari 2-3 ppm.
Hipoksia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelebihan nutrients, terutama nitrogen
dan fosfor, dan stratifikasi waterbody karena gradien garam atau suhu.Kelebihan nutrisi dan
eutrofikasi, meningkatkan pertumbuhan ganggan laut. Selagi ganggang membusuk, oksigen
dikonsumsi dalam proses, mengakibatkan rendahnya tingkat oksigen di dalam air,” http://

toxics.usgs.gov/definitions/hypoxia.html, diunduh pada 13 April 2012.

%5 Li Daoji dan Dag Daler, “Ocean Pollution from Land-Based Sources: East China Sea,
China,” hal. 111.

% http://toxics.usgs.gov/definitions/hypoxia.html, diunduh pada 13 April 2012.
7 http://www.wri.org/project/eutrophication/about, diunduh 13 April 2012.
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mikroorganisme seperti bakteri dan virus, serta prion®®.°® Pestisida
digunakan di dalam aktivitas pertanian untuk mencegah kerusakan lahan
pertanian akibat hama.

Pestisida termasuk ke dalam campuran zat yang sulit untuk larut
ke dalam air, dimana hal ini membuat pestisida sebagai persistent
environmental contaminants.'® Hal ini terlihat melalui riset yang
dilakukan oleh Robert J. Gilliom yang mendokumentasikan 96% ikan,
100% sampel permukaan air dan 33% akuifer utama mengandung satu
atau lebih jenis pestisida dalam tingkat yang terdeteksi di Amerika
Serikat.!%! Sisa-sisa pestisida yang terbawa oleh air menuju ke laut dapat
menyebabkan pencemaran laut yang membahayakan nyawa mahluk
hidup karena sifatnya yang dapat diakumulasikan di dalam lemak.!%?
Pada dasarnya, pestisida merupakan campuran zat yang agresif yang
ditujukan untuk membunuh, sehingga tercampurnya zat-zat tersebut ke
laut pastinya akan menimbulkan efek yang berbahaya.!?3 Pestisida
dikatakan sebagai penyebab potensial berkurangnya jumlah dan
kesehatan fisik mahluk amfibi, mahluk hidup yang bekerja sebagai agen

polinasi (lebah), dan mahluk hidup serangga lainnya.'%*

9 “Prion adalah agen menular yang mengandung protein yang rangkaiannya tidak tepat,”

Kenneth James Ryan, C. George Ray, dan James Plorde, Sherris Medical Microbiology, 4th Ed.,
(Ohio: McGraw Hill, 2004), hal. 624.

9 http://www.eoearth.org/article/Pesticide, diunduh 13 April 2012.
10R B. Clark, Marine Pollution, hal. 106.
101 Robert J. Gilliom, “Pesticides in the Nation’s Water Resources,” U.S. Geological

Survey, Water Environment Federation Briefing Series Presentation (Washington D.C., 19 Maret

102 Tbid.
103 htp.//www.eoearth.org/article/Pesticide, diunduh 13 April 2012.

104 http://www.eoearth.org/article/Pesticides_and wildlife#tendnote 1, diunduh 13 April
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d. Logam Berat

Logam dalam menyangkut permasalahan biologis dapat dibagi
menjadi tiga kelompok, yaitu:!03

1) Logam ringan (sodium, potasium, kalsium, dan lain-lain) yang
pada umumnya berpindah melalui kation bergerak dalam larutan
air;

2) Logam transisi (tembaga, kobalt, mangan, dan lain-lain) sifatnya
penting dalam konsentrasi rendah, namun berbahaya dalam
konsentrasi tinggi;

3) Logam berat atau metaloid (merkuri, timbal, timah, selenium,
arsenik, dan lain-lain) yang tidak digunakan dalam proses
metabolisme dan beracun bagi organisme pada konsentrasi yang
cukup rendah.

Dari ketiga kelompok tersebut, logam berat menjadi yang paling
berbahaya karena dalam konsentrasi yang cukup rendah, dapat
menimbulkan kerusakan. Walaupun sifatnya yang sangat beracun, efek
yang ditimbulkan oleh logam berat bervariasi terhadap setiap organisme
laut.!% Logam berat mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi, dan tingkat
kematian organisme laut seiring dengan naiknya posisi organisme
tersebut dalam rantai makanan.!9” Seketika logam berat bercampur ke
dalam laut, tidak ada cara untuk memisahkannya mengingat logam berat
tidak dapat terurai secara alami (non-biodegradable) dan mereka adalah

zat yang stabil dan merupakan persistent environmental contaminants.'

105R B. Clark, Marine Pollution, hal. 82.

106 G Batiey, "Heavy Metals and Organometals,” Marine Environment Report for
Australia, (SOMER Pollution Report) (Published by Great Barrier Reef Marine Park Authority for
the Department of Environment, Sports, and Territory, Commonwealth of Australia,1995): 63.

107R R. Churchill dan A.V. Lowe, The Law of the Sea, Third Ed., hal. 331.

108 Tnstitutional Arrangements for Implementation of the Global Program of Action for
the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities, UNEP, paragraf 122,
(Environmental Policy and Law, Vol. 26 No. 1, 1996), hal. 48.
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Sedimen

Sedimen adalah bahan inorganik dan organik yang tidak
terkonsolidasi, dimana bahan-bahan tersebut tersuspensi di dalam air
permukaan untuk kemudian terbawa atau mengendap di dasar laut.'®®
Sedangkan sedimentasi adalah proses pelepasan bahan padat dari air
melalui filtrasi gravitasi atau pemisahan.'! Bentuk-bentuk dari sedimen
yang terbawa ke laut termasuk erosi dari batuan dasar, tanah, serta
tumbuhan dan binatang yang telah membusuk.!'! Pergerakan sedimen
alami sangat penting dalam proses pertumbuhan dan pemeliharaan habitat
pantai, termasuk di dalamnya adalah rawa, laguna, muara, bantalan
rumput laut, terumbu karang, hutan mangrove, dan gundukan pasir
penghambat.!'? Menurut data yang diambil oleh GEMS/Water, rata-rata
muatan sedimen yang dibuang ke laut jumlahnya bervariasi dalam kisaran
15 - 30 milyar ton per tahun.'!?

Proses sedimentasi tidak boleh berlebihan atau justru kurang sama
sekali. Salah satu efek dari proses sedimentasi yang berlebihan adalah
berkurangnya jumlah cahaya matahari yang masuk ke laut, dimana hal ini
akan mempengaruhi produksi alga laut dan tumbuhan laut, meningkatkan
temperatur air dan menekan tingkat pertumbuhan vegetasi alami.''* Di
sisi lain, proses sedimentasi yang kurang dapat menyebabkan kehancuran
ekosistem karena sedimen itu sendiri mengandung bermacam-macam

mineral, nutrisi, dan bahan organik.!!>

10937 King, the Environment Dictionary, (John Waley and Sons, Inc., 1995), hal. 605.
10 Tbid.
I'UNEP and Gems Water Programme, Water Quality for Ecosystem and Human Health

Organization (Ontario Canada, 2006).

2006).

112 UNEP/GPA, The State of Marine Environment: Trends and Processes (The Hague,

113 http.//www.gemswater.org/atlas-gwg/solids-e.html, diunduh 19 April 2012.
4 UNEP and Gems Water Programme, Ibid.

115 Tbid.
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f. Limbah Radioaktif

Lautan itu sendiri memiliki kandungan radioaktif dalam jumlah
besar yang didominasi oleh keberadaan potasium-40, namun juga
mengandung sisa produk uranium dan thorium, serta menerima
kandungan tritium terus menerus melalui aktivitas sinar kosmik.!'® Akan
tetapi, jumlah radioaktif yang berlebihan dan tidak sesuai dengan keadaan
sehari-hari akibat campur tangan manusia, tentunya akan menimbulkan
kerusakan. Limbah radioaktif dapat digolongkan menjadi dua kelompok,
yaitu limbah yang berasal dari daur ulang bahan bakar nuklir dan limbah
radioaktif yang ditimbulkan dalam kegiatan produksi radioisotop untuk
pemakaian di bidang industri, kedokteran, pertanian, dan lainnya.!!”
Jumlah radioaktif yang dihasilkan dari kelompok kedua relatif lebih kecil
jika dibandingkan dengan yang dibangkitkan oleh reaktor daya nuklir dari
kelompok pertama.

Tidak banyak diketahui tentang efek jangka panjang dari radiasi
terhadap organisme laut, namun efek radiasi dipercaya menyebabkan
kenaikan kematian telur ikan, penurunan presentase pemijahan'!®, dan
kenaikan malformasi telur ikan.''”” Bahaya paling besar adalah
kemungkinan perubahan genetika yang disebabkan dampak kronik dari
radiasi yang dapat mengubah karakteristik suatu populasi atau bahkan

berpotensi memusnahkan sebuah populasi.!?

Bahan-bahan dan zat-zat yang terkandung di dalam land-based sources
menimbulkan bahaya yang luar biasa kepada lingkungan laut. Ada bahan-bahan

dan zat-zat yang dapat membahayakan lingkungan laut dalam jumlah banyak,

116 R B. Clark, Marine Pollution, hal. 130.
17 Mukhtasor, Pencemaran Pesisir Laut, hal. 110.

118 “Proses pengawinan induk jantan dan betina sampai melahirkan larva,” http:/
www.fishbase.org/Glossary/Glossary.php?q=spawning&language=english&sc=is, diunduh 19
April 2012.

119 Mukhtasor, Pencemaran Pesisir Laut, hal. 112.

120R B. Clark, Marine Pollution, hal. 140-141.
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namun ada pula yang dapat membahayakan dalam jumlah sedikit saja. Zat-zat
seperti nutrients dan sedimen merupakan zat yang terkandung di dalam laut,
namun dengan adanya campur tangan manusia, perubahan jumlah yang sedikit
saja dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Oleh karena itu, adanya suatu
sistem pengendalian yang komprehensif dan dapat memilah-milah bahan-bahan
dan zat-zat apa yang paling menimbulkan kerusakan sebaiknya dibuat untuk

menekan jumlah pencemaran laut yang bersumber dari land-based sources.

2.2.  Sumber Hukum Lingkungan Internasional Terkait Land-Based
Sources Pollution

Pencemaran laut merupakan bagian dari perlindungan terhadap
lingkungan laut, dimana perlindungan tersebut tidak hanya mengenai tindakan-
tindakan pencegahan saja, namun juga tindakan konservasi sumber daya alam
dan pengelolaannya.!?!  Akan tetapi, perkembangan hukum lingkungan
internasional menyangkut pencemaran laut lebih menekankan kepada tindakan
pencegahan saja, walaupun hal ini tidak berarti dua tindakan lainnya tidak
dilupakan.

Sumber hukum lingkungan internasional, tentunya tidak jauh berbeda
dengan sumber hukum internasional itu sendiri mengingat hukum lingkungan
internasional merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum internasional.
Hukum internasional secara tradisional dinyatakan sebagai “batang tubuh
peraturan yang mengikat secara hukum pada negara-negara dalam hubungan
mereka satu sama lain”.!?2  Peraturan-peraturan tersebut adalah hal yang
mendukung otoritas mereka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat 1 Statuta
Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang terdiri dari empat

sumber, yaitu perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum

121 Gregorios J. Timagenis, International Control of Marine Pollution, Vol. 1, (New
York: Oceana Publications, 1980), hal. 32.

122 Oppenheim, Oppenheim s International Law, Vol 1, 9 ed., (R. Jennings and A. Watts,
1992): 4.
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umum, dan sumber subsider yang terdiri dari keputusan pengadilan dan tulisan-
tulisan para ahli hukum dan kelompok ahli hukum.

Dalam hukum internasional, dikenal sumber hukum formil dan sumber
hukum materiil seperti sumber-sumber hukum pada umumnya. Sumber hukum
formil dalam hukum internasional adalah perjanjian internasional dan kebiasaan
internasional. Perjanjian internasional mencerminkan suatu sifat kontraktual
antara negara atau antara negara dengan organisasi internasional yang
menciptakan hak dan kewajiban secara hukum di antara para pihak yang
mengadakan persetujuan mengenai masalah-masalah yang dimaksudkan dalam
perjanjian tersebut.'??> Apabila dibedakan melalui jumlah penandatangannya,
perjanjian internasional dibedakan menjadi perjanjian multilateral dan bilateral.

Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang para pihaknya lebih dari
dua, dimana ruang lingkup perjanjian ini dapat berupa perjanjian regional
maupun internasional atau bersifat fungsional yang bukan digolongkan dalam
kategori wilayah geografis.!”* Perjanjian multilateral ini kemudian dibedakan
menjadi dua kelompok, yaitu “law making treaty” dan “treaty contract”. “Law
making treaty” atau “international legislation™ adalah perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum, sedangkan
“treaty contract” adalah perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan
hukum internasional yang berlaku bagi dua negara atau lebih yang membuatnya,
dimana ketentuan hukum internasionalnya tidak berlaku umum.!?” Berkaitan
dengan “law making treaty”, istilah konvensi digunakan untuk instrumen
multilateral yang resmi dan layak yang disahkan oleh badan-badan lembaga

internasional.!?® Selain istilah konvensi, istilah protokol juga digunakan dalam

123 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta: Tatanusa, 2008),
hal. 17.

1241bid., hal. 15.

125 Sugeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 1998), hal. 12.

126 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, hal. 21.
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pengertian suatu instrumen tunggal yang memberikan amandemen atau
pelengkap terhadap persetujuan internasional sebelumnya, misalnya konvensi.!?’
Berbeda dengan perjanjian multilateral, perjanjian bilateral adalah
perjanjian antara dua pihak atau negara, biasanya dibuat dengan tujuan
meningkatkan atau mengatur kepentingan atau masalah-masalah yang menjadi
kepentingan tertentu bagi kedua belah pihak itu sendiri.'*® Perjanjian bilateral
dapat memperoleh kekuatan sebagai hukum yang umum apabila terdapat
beberapa perjanjian bilateral dengan sifat yang sama.'”” Misalnya karena tiap
negara di dunia paling tidak mempunyai beberapa perjanjian yang dibuat dengan
negara lain, contohnya menyangkut ekstradisi penjahat, perjanjian bilateral yang
terpisah ini akan menyatu dan mempunyai kekuatan berasama dalam hukum
internasional secara umum.!3°
Sumber hukum materiil bagi hukum internasional adalah prinsip-prinsip
umum hukum internasional yang menentukan isi ketentuan hukum internasional
yang berlaku. Contohnya setiap pelanggaran perjanjian menimbulkan kewajiban
memberikan ganti rugi; korban perang harus diperlakukan secara manusiawi;
negara-negara harus mengambil segala tindakan untuk melindungi lingkungan
laut dari pencemaran.'3! Di antara prinsip-prinsip itu, ada yang disebut sebagai
“ius cogens”, yaitu prinsip-prinsip yang keberlakukannya memaksa. Contohnya
selain pacta sunt servanda adalah prinsip good faith. Majelis hakim Mahkamah
Internasional pada kasus Nuclear Test menyatakan good faith sebagai:
One of the basic principles governing the creation and performance of legal
obligations, whatever their source, is the principle of good faith. Trust and
confidence are inherent in international co-operation, in particular in an age
when this co-operation in many fields is becoming increasingly essential. Just
as the very rule of pacta sunt servanda in the law of treaties is based on good

faith, so also is the binding character of an international obligation assumed
by unilateral declaration. Thus interested states may take cognisance of

1271bid., hal. 23.
128Tbid., hal. 13.
1291bid., hal. 14.

130 R. Deming, “Man and the World” International Law at Work (New York, 1974):
31-32.

131 Sugeng Istanto, Hukum Internasional, hal. 13.
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unilateral declarations and place confidence in them, and are entitled to
require that the obligation thus created be respected.

Dari pernyataannya tersebut, sebuah deklarasi unilateral suatu negara
dapat dijadikan sebagai kewajiban yang mengikat berdasarkan prinsip good faith
atau itikad baik.

Sumber hukum lainnya yang disebutkan di dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta
Mahkamah Internasional adalah sumber hukum subsider, yaitu keputusan
Mahkamah Internasional atau lembaga peradilan terkait dan pendapat para ahli
hukum, dimana sumber hukum ini digunakan oleh Majelis hakim dalam
memutuskan aspek substantif, dimana dalam hal ini terkait dengan perlindungan
lingkungan internasional. Beberapa contoh dari penggunaan sumber-sumber
hukum subsider tersebut, yaitu kasus Nuclear Test yang dapat diatasi sebelum
dilakukan uji kelayakan; pertimbangan konservasi sumber daya perikanan dalam
kasus Iceland Fisheries; prinsip-prinsip panduan yang berlaku umum dalam
kasus Corfu Channel dan North Sea Continental Shelf, perlindungan lingkungan
di masa perang dan konflik bersenjata dalam pendapat yang dikemukakan pada
perihal the legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons; dan norma-norma
hukum umum lingkungan internasional dan prinsip-prinsip yang mengatur
hukum sungai yang digunakan bersama-sama dalam kasus Gabcikovo-
Nagymaros.'3?

Pendapat para ahli hukum yang biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan
tidak terlalu memainkan peranan penting dalam perkembangan hukum
lingkungan internasional, walaupun begitu, resolusi yang dikeluarkan oleh
sekelompok ahli hukum yang tergabung dalam International Law Association
dan the Institut de Droit International telah memberikan kontribusi penting dalam
kewajiban perjanjian, terutama dalam bidang perairan dan pencemaran udara.'33

Sumber-sumber hukum yang dituliskan di dalam Statuta Mahkamah

Internasional termasuk ke dalam kategori ‘hard law’ dan terdapat sumber hukum

1321bid., hal. 153.
1331bid., hal. 153-154.
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di luar ‘hard law’ tersebut yang dikategorikan sebagai ‘soft law’.'3* “Soft law’
dapat diartikan sebagai komitmen yang tidak mengikat para pihak, dimana
komitmen tersebut lahir dalam bentuk deklarasi, resolusi atau beberapa program
aksi.!» Keberadaan ‘soft law’ sangat signifikan dalam perkembangan hukum
lingkungan internasional karena disebabkan oleh banyaknya isu-isu hukum
lingkungan internasional yang sampai saat ini terus berkembang yang
dipengaruhi oleh ekonomi dan pertumbuhan masyarakat.!'3¢

Hukum lingkungan internasional yang terus berkembang membuat
timbulnya ketidakpastian akan adanya resiko yang timbul dari sebuah tindakan
yang akan dilakukan. Hal inilah yang ingin dihindari oleh negara-negara dengan
membuah ‘soft law’."37 Resiko dan ketidakpastian harus dibedakan, dimana
ketika resiko menjadi perhatian utama, para pihak belum mengetahui hasil dari
perjanjian yang dibuatnya, namun sudah mengetahui kemungkinan yang
dihasilkan dari distribusi probabilitas, sehingga para pihak dalam perjanjiannya
mengoptimalkan pembagian resiko.!3® Akan tetapi, apabila kemungkinan-
kemungkinan yang dapat terjadi pada dasarnya tidak pasti, dimana hasil dari
distribusi probabilitas tidak diketahui sama sekali, sebuah perjanjian yang
terperinci tidak begitu memungkinkan dilakukan.!'3°

‘Soft law’ seringkali dikatakan sebagai instrumen yang kurang efektif
karena tidak mengikat, namun sifatnya yang tidak mengikat tersebut yang
membuatnya lebih mudah dalam menangani permasalahan-permasalahan baru

yang muncul di dalam ruang lingkup lingkungan.

134 CM. Chinkin, “The Challenge of Soft Law: Development and Change in
International Law” International and Comparative Law Quaterly, Vol. 38 (1998): 850.

135 Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, Guide to International Environmental Law, hal.
26.

136 Patricia Birnie dan Alan Boyle, International Law and the Environment, Second ed.,
hal .25.

137 Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal, “Hard and Soft Law in International
Governance” International Organization 54 (The 10 Foundation and the Massachusetts Institute
of Technology, Summer 2000): 442.

138 Ibid.
139Tbid.
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2.3.  Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Terkait Land-
Based Sources Pollution

Prinsip-prinsip hukum internasional digunakan oleh Majelis Hakim dalam
menangani kasus-kasus internasional ketika ketiadaan hukum kebiasaan
internasional dan perjanjian yang dapat menangani kasus tersebut.'4* Hal yang
sama juga dapat diaplikasikan terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan
internasional. Berbeda dengan peraturan, prinsip mewujudkan standar hukum
yang lebih umum dari komitmen dan tidak menunjuk pada suatu tindakan
tertentu. 14!

Salah satu bentuk dari prinsip-prinsip hukum internasional yang
diterapkan ke dalam sebuah deklarasi adalah Rio Declaration on Environmental
and Development (Deklarasi Rio) yang diadopsi pada tahun 1992 di dalam UN
Conference on Environment and Development. Deklarasi Rio merupakan
pernyataan hak-hak umum dan kewajiban negara-negara yang paling didukung
secara universal mengenai lingkungan. 42

Dalam kaitannya terhadap penanganan pencemaran laut yang diakibatkan
oleh land-based sources, prinsip-prinsip hukum internasional seperti
pembangunan berkelanjutan, precautionary approach, due diligence, dan harm
foreseeability memegang peranan penting dalam pembentukan pengaturan-

pengaturan terkait land-based sources.

2.3.1. Prinsip Sustainable Development
Salah satu penyebab tidak dapat digunakannya lagi ekosistem laut secara
terus menerus adalah pencemaran laut.'* Prinsip sustainable development

kemudian digunakan dalam mempertahankan lingkungan laut yang bersih, dan

140 Rebecca M. Wallace, International Law, Second Ed., (London: Sweet & Maxwell,
1992), hal. 24.

141 Bodansky D., “The United Nations Framework Convention on Climate Change: A
Commentary” /8 Yale Journal of International Law 451 (1993): 501.

142 Patricia Birnie dan Alan Boyle, International Law and the Environment, Second
ed. hal. 82.

143 Mario Soares, The Report of the Independent World Commission on the Oceans. The
Ocean Our Future, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hal. 113.
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pantas dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sumber dayanya.!#* Oleh karena
itu, penggunaan laut dengan pendekatan sustainable development akan menekan
tingkat pencemaran laut yang ada.

Sustainable development pertama kali diutarakan pada tahun 1987 dalam
Brundtland Report yang didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan
untuk memenuhi generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan pada masa tersebut. Terdapat dua konsep
yang dapat diambil dari prinsip ini, yaitu:!43

1. Konsep kebutuhan yang lebih ditujukan kepada kaum miskin dunia,
dimana kebutuhan mereka harus lebih diutamakan; dan

2. Adanya gagasan pembatasan terhadap pemenuhan kebutuhan di masa
sekarang untuk generasi mendatang melalui keberadaan teknologi dan
organisasi sosial.

Selain dua konsep tersebut, penerapan prinsip sustainable development ke
dalam perjanjian-perjanjian internasional mengandung empat elemen penting
yang seringkali digunakan dan saling memenuhi, yaitu:!4

1. Perlunya menjaga sumber daya alam untuk kebutuhan generasi
mendatang (prinsip intergenerational equity);

2. Bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam melalui cara-cara
yang berkelanjutan, bijaksana, masuk akal, atau sesuai (prinsip
penggunaan berkelanjutan);

3. Penggunaan sumber daya alam secara merata menunjukan bahwa
penggunaan yang dilakukan oleh satu negara harus memperhatikan
kebutuhan dari negara-negara lain (prinsip penggunaan merata);

4. Perlunya kepastian bahwa pertimbangan-pertimbangan yang
memperhatikan lingkungan terintegrasi dengan rencana-rencana ekonomi

dan pembangunan lainnya sehingga rencana-rencana tersebut mengambil

144 David M. Dzizornu, “Four Principles in Marine Environmental Protection: A
Comparative Analysis,” Ocean Development and International Law, Vol. 29 (1998): 97.

145 Report of the World Commission on Environment and Development (the Brundtland
Report), Our Common Future (1987), hal. 43.

146 Philipe Sands, Principles of International Environmental Law, Second Ed., hal. 253.
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pertimbangan-pertimbangan lingkungan dalam aplikasinya (prinsip

integrasi).

Prinsip sustainable development dapat disimpulkan sebagai prinsip umum
yang menjadi dasar dari prinsip-prinsip lainnya, dimana pengintegrasian antara
kebutuhan ekonomi dan lingkungan untuk kemanfaatan bersama merupakan
tujuan dari perlindungan lingkungan. Penerapan prinsip ini tidak berbeda dalam
hal perlindungan lingkungan laut, terutama penanggulangan pencemaran laut dari
land-based sources. Seperti yang sudah dijelaskan dalam ‘“aktivitas-aktivitas
penyebab land-based sources”, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di daratnya
pada umumnya memiliki kepentingan ekonomi yang sangat tinggi sechingga
seringkali tidak memperhatikan keselamatan lingkungan dalam perjalanannya.
Aktivitas industri menjadi yang paling berbahaya, dimana kelalaian atau
kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pelaku aktivitas industri dapat
melepaskan bahan-bahan beracun yang termasuk ke dalam persistent organic
pollutants ke lingkungan laut dan menyebabkan pencemaran. Oleh karena itu,
penerapan prinsip sustainable development ke dalam penanggulangan

pencemaran laut dari land-based sources sangat relevan untuk dilakukan.

2.3.2. Prinsip Foreseeability of Harm'*’

Dari prinsip-prinsip sebelumnya, dapat dikatakan bahwa sebuah negara
tidak diperbolehkan menyebabkan atau mengizinkan adanya tindakan
pencemaran yang serius atau signifikan yang dapat mempengaruhi wilayah
negara lain atau hanya sebatas wilayah laut saja. Prinsip foreseeability of harm
memberikan jawaban mengenai sejauh mana kewajiban negara-negara untuk
melakukan pembatasan peraturan atas resiko yang akan timbul. Resiko-resiko
yang mungkin dihadapi oleh negara ketika sebuah tindakan atau aktivitas
dilakukan pada satu wilayah merupakan hal yang menjadi perhatian utama dalam
penerapan prinsip foreseeability of harm. Setelah diketahui resiko-resiko tersebut,

maka negara harus mengambil tindakan-tindakan pencegahan sesuai dengan

147 Patricia Birnie dan Alan Boyle, International Law and the Environment, Second ed.,
hal. 115.
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situasi tersebut. Resiko-resiko tersebut dibedakan pengertiannya pada tiap-tiap
konvensi, dimana ada yang menyatakan bahwa resiko yang dimaksud adalah
resiko yang kecil kemungkinannya untuk menimbulkan pencemaran dan resiko
yang besar kemungkinannya untuk menimbulkan pencemaran. Hal tersebut
diungkapkan di dalam Draft Convention on Prevention of Transboundary Harm.

Dalam kaitannya dengan land-based sources, bahaya yang dapat
ditimbulkan oleh beberapa bentuk pencemaran land-based sources secara kasat
mata dapat dilihat, namun untuk pencemaran l/and-based sources sebenarnya
telah ada sebelumnya, seperti nutrients'¥® dan sedimen'’, bahaya yang
ditimbulkannya tidak terlalu signifikan pada jangka waktu yang pendek sehingga
tindakan penanggulangannya tidak dapat dilakukan. Di sisi lain, hambatan yang
dialami oleh sebuah negara untuk tidak membuat suatu pengaturan mengenai
pencemaran dapat menyebabkan tingkat pencemaran yang terus meluas,
walaupun dapat dimengerti pula bahwa negara-negara tersebut tidak mau untuk
mengeluarkan biaya yang besar untuk suatu hal yang belum pasti.

Prinsip ini tidak hanya dekat dengan prinsip precautionary approach yang
kemudian akan menunjukan mengenai standarisasi dan beban pembuktian yang
harus ditanggung oleh salah satu pihak, namun juga berdekatan dengan
environmental impact assesment yang menganalisa permasalahan yang mungkin

timbul tersebut.

2.3.3. Prinsip Precautionary Approach
Prinsip precautionary approach mulai dikenal oleh masyarakat
internasional pada pertengahan tahun 1980-an, walaupun sebelum tahun tersebut

telah dikenal ketentuan-ketentuan yang mengatur secara nasional, terutama di

148 11 Daoji dan Dag Daler, “Ocean Pollution from Land-Based Sources: East China Sea,
China,” Ibid.

1499 Mukhtasor, Pencemaran Pesisir Laut, hal. 89.
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Jerman Barat.!>° Prinsip precautionary approach diatur di dalam Prinsip 15 pada

Deklarasi Rio yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam hal melindungi keselamatan lingkungan, the precautionary approach
harus diaplikasikan secara luas oleh negara-negara sesuai dengan
kemampuannya masing-masing. Ketika timbul ancaman-ancaman
pencemaran yang dapat berdampak luas, alasan kurangnya penelitian
mengenai hal tersebut tidak boleh mencegah negara-negara untuk melakukan
tindakan yang diperlukan.

Penggunaan istilah approach dilakukan oleh Amerika Serikat dan di
dalam negosiasi Convention on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks
tahun 1995, dimana hal ini dilakukan karena penggunaan istilah approach
dianggap lebih fleksibel dan tidak terlalu bersifat membatasi. Adanya perbedaan
prinsip ini dianggap signifikan oleh beberapa pihak, dimana istilah prinsip
digunakan manakala tingkat ketidakpastian dan resiko kerusakan dengan
kerugian yang tinggi, sedangkan istilah approach digunakan manakala tingkat
ketidakpastian dan resiko kerusakan, serta kerugian tidak terlalu signifikan. Pada
prakteknya, penggunaan istilah precautionary approach lebih sering digunakan
pada perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam penjelasannya, Freestone menjelaskan prinsip precautionary

approach sebagai:

“Tindakan yang inovatif yang mengubah pengaturan megenai data ilmiah.

Penerapannya dibutuhkan ketika timbul bahaya bagi lingkungan, walaupun
masih ada ketidakpastian atas efek yang ditimbulkan atas pencemaran
tersebut.” 131

Harus diperhatikan secara seksama mengenai penggunaan data ilmiah dalam
menentukan pengaplikasian prinsip precautionary approach. Pada dasarnya,

tujuan yang ingin dicapai dari diterapkannya prinsip precautionary approach

adalah peningkatan penelitian data ilmiah yang lebih komprehensif, sehingga

10 K. Von Moltke, “‘The Vorsorgeprinzip n West German Environmental
Policy’,inTwelfth Report (Royal Commission on Environmental Pollution, UK, HMSO, CM 310,
1988), 57.

151 Freestone, “Precautionary Principle and International Law,” Journal of Environmental
Law, Vol. 6 (1994): 211.
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memberikan kepastian dan ketenangan bagi negara-negara untuk melaksanakan
prinsip ini dalam mencegah pencemaran.!>?

Sejak pertengahan tahun 1980-an, prinsip ini kemudian digunakan dalam
konvensi-konvensi mengenai perlindungan lingkungan laut, seperti Convention
for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic. Dalam
hal penanganan land-based sources, prinsip-prinsip precautionary approach telah
mengambil peran yang signifkan. Dalam Chapter 17B Agenda 21 yang berjudul
perlindungan lingkungan laut membahas langsung mengenai pencemaran laut
dari land-based sources dan menekankan pada prinsip precautionary approach
dan anticipatory degradasi lingkungan laut.'>3 Cara ini telah menjadi ideologi inti
dalam pembangunan berkelanjutan perlindungan lingkungan laut dari /and-based
sources.

Pada tahun 2001, pada kasus MOX, Irlandia mengajukan tuntutan yang
menyatakan bahwa Inggris gagal mengaplikasikan prinsip precautionary
approach untuk melindungi Laut Irlandia dalam menjalankan otoritas
pengambilan keputusannya dalam kaitannya dengan konsekuensi langsung dan
tidak langsung dari operasi Pabrik MOX dan pergerakan internasional dari bahan
radioaktif terkait dengan pengoperasian MOX Plant.’’*

Status hukum dari prinsip precautionary approach akan terus
berkembang. Adanya bukti yang cukup dari praktek negara untuk mendukung
bahwa prinsip precautionary approach, seperti yang dituliskan di dalam Prinsip

15 Deklarasi Rio dan berbagai pengaturan lainnya di tingkat internasional.'>

152 Gray and Brewers, Protecting Public Health and the Environment: Implementing the
Precautionary Principle, (Washington DC: Island Press, 1999), hal. 768-771.

153 Agenda 21, Paragraf 17, 21.

154 Kasus MOX Plant (Irlandia v Inggris), Ireland’s Statement of Claim 25 Oktober 2001,
paragraf 34 (“the precautionary principle is a rule of customary international law which is
binding upon the United Kingdom and relevant to the assessment of the United Kingdom's action
by reference to UNCLOS).

155 Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment Against Pollution
from Land-Based Sources 1985; Washington Declaration on Protection of the Marine
Environment from Land-Based Activities 1995; Convention for the Protection of the Marine
Environment of the North-East Atlantic
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2.3.4. Prinsip Due-Diligence

Keberadaan dari prinsip due-diligence memiliki kaitan yang sangat kuat
dengan prinsip sic utere tuo ut alienum non laedas (gunakanlah properti sendiri
agar tidak merusak properti pihak lain). Prinsip tersebut dituliskan di dalam
Deklarasi Rio pada Prinsip 2 yang menyatakan bahwa: !

Negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka
sendiri sesuai dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan
lingkungannya sesuai dengan piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum
internasional, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas-
aktivitas di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak menyebabkan
kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas
yurisdiksi nasional.

Prinsip inilah yang kemudian menciptakan kewajiban-kewajiban di dalam
mengaplikasikan due-diligence dalam menganalisa pencemaran. !>’

Di dalam Black’s Law Dictionary, pengertian dari due-diligence
dinyatakan sebagai sebuah tindakan kehati-hatian yang dilakukan oleh seseorang
yang wajar dan bijaksana dalam situasi tertentu yang tidak diukur berdasarkan
standar mutlak, namun tergantung kepada fakta-fakta relatif dan keadaan di
dalam kasus tertentu.!>® Dalam hukum lingkungan internasional, pengertian ini
kemudian diterapkan oleh negara-negara dalam menilai sifat kegiatan tertentu,
kemampuan teknis dan ekonomi, serta ekfektivitas kontrol pada wilayah tertentu
untuk mencegah terjadinya pencemaran.!>’ Salah satu keuntungan diterapkannya
prinsip ini adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi dan tidak memposisikan
negara sebagai satu-satunya pihak yang menanggung pencegahan bahaya.'®® Di
sisi lain, kekurangan dari prinsip ini adalah ketidakmampuannya dalam

memberikan petunjuk terhadap hal-hal yang harus diatur atau dikontrol di dalam

156 PBB (II1), Rio Declaration on Environmental and Development 1992 (Deklarasi Rio),
Prinsip 2.

157 Yoshifumi Tanaka, “Regulation of Land-Based Marine Pollution in International Law:
a Comparative Analysis between Global and Regional Frameworks,” ZaoRV, Vol. 66 (2006)hal.
538.

158 Henry Campbell Black, Black’s law dictionary, Sixth Ed., (Minnesota: West
Publishing Co., 1990), hal. 457.

159 Tbid.

160 Patricia Birnie dan Alan Boyle, International Law and the Environment, Second ed.,
hal. 112.
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legislasi negara dalam menangani setiap kasus.'®! Oleh karena itu, standarisasi
secara internasional dibutuhkan dalam menghadirkan isi yang konkret dan dapat
ditelaah terlebih dahulu.

Standar penilaian tersebut berbeda-beda, misalnya pada ILC
Commentaries on Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from
Hazardous Activities menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi penilaian tersebut, seperti besar dari aktivitas yang akan
dilakukan, letak dari aktivitas tersebut, keadaan iklim tertentu, bahan yang
digunakan dalam menjalankan aktivitas tersebut, dan apakah kesimpulan yang
ditarik dari pengaplikasian faktor-faktor tersebut dalam aktivitas tersebut masuk
akal.'®? Secara umum, faktor-faktor objektif yang dapat diterapkan oleh negara-
negara dalam menjalankan prinsip due-diligence adalah tingkat efektivitas
pengendalian negara di daerah tertentu di wilayahnya, pentingnya kepentingan
yang akan dilindungi dan tingkat prediktabilitas bahaya.!%’ Faktor-faktor tersebut
haruslah diterapkan sebelum sebuah pencemaran terjadi sehingga penerapannya
pada pencemaran laut sangatlah penting karena seringkali efek dari pencemaran
laut tidak dapat dikembalikan seperti semula./6#

Dalam pengendalian land-based sources, prinsip due-diligence sangatlah
penting karena melibatkan berbagai macam bentuk pencemaran, sumber dan
pihak yang bertanggung atas terjadinya pencemaran tersebut.!®> Contohnya
terkait limbah-limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian dan industri.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kedua aktivitas tersebut
menyumbangkan limbah anorganik yang tidak mudah terurai secara alami, selain
itu aktivitas industri merupakan aktivitas yang menyumbang limbah berjenis

logam berat yang merupakan persistent environmental contaminants.

161Tbid., hal. 113.

162 TLC, Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities
with Commentaries, http:// untreaty.un.org/ilc/texts/9_7.htm, diunduh pada 20 April 2012.

163 Pisillo-Mazzeschi, “The Due Diligence Rule and the Nature of the International
Responsibility of States,” German Year Book of International Law (1992): 35.

164 Yoshifumi Tanaka, “Regulation of Land-Based Marine Pollution in International Law:
a Comparative Analysis between Global and Regional Frameworks,” hal. 539.

165 Tbid.
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Prakteknya pada negara-negara penting untuk dilakukan, misalnya di
Indonesia itu sendiri dikenal Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
sebagai satu syarat untuk menjalankan suatu aktivitas industri yang berkaitan
dengan pembangunan atau aktivitas yang memiliki dampak penting terhadap
lingkungan hidup.!%® Kriteria-kriteria yang dijadikan dasar untuk menentukan
apakah dampak yang dihasilkan dari suatu aktivitas itu penting atau tidak juga
diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang sama, yaitu UU No. 32
Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penilaian
terhadap AMDAL tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL yang
memiliki lisensi dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya, dimana Komisi ini berisikan pihak-pihak!¢” dari berbagai bidang
sehingga dapat meningkatkan mutu dari AMDAL itu sendiri.

Oleh karena itu, prinsip due-diligence memiliki keterkaitan yang erat
dalam mencegah permasalahan pencemaran laut yang berasal dari land-based
sources karena aspek penilaian yang didasari oleh faktor-faktor yang fleksibel
dengan standarisasi yang berbeda-beda sangat sesuai dengan variasi bentuk

pencemaran land-based sources yang juga berbeda-beda.

2.4. Beberapa Perjanjian Internasional dan Sumber Hukum Lainnya
Terkait Land-Based Sources Pollution

Masyarakat internasional semakin menyadari bahwa lautan memiliki sifat
saling ketergantungan dan sebagai akibatnya, dampak pencemaran laut dari land-
based sources yang datang dari satu negara dapat mempengaruhi negara lain

melalui gerakan arus laut. Oleh karena itu, kerjasama internasional untuk

166 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, UU No. 32/2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Pasal 22 (1).

167 “K eanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri
atas wakil dari unsur (a) instansi lingkungan hidup; (b) instansi teknis terkait; (c) pakar di bidang
pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; (d) pakar di
bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan
yang sedang dikaji; (e) wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan (f) organisasi
lingkungan hidup.” Ibid., Pasal 30 (1).
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menangani hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat sifat dari land-based
sources yang dengan mudah dapat berpindah tempat.

Secara internasional, ketentuan mengenai pencemaran laut yang berasal
dari land-based sources diatur di dalam hukum kebiasaan internasional yang
mana sangat umum dan tidak terlalu spesifik dalam menunjukan pada suatu hal
tertentu. Negara-negara pun kemudian mengkristalisasikan hukum kebiasaan
internasional ke dalam perjanjian sehingga menghasilkan kerangka hukum yang
lebih spesifik untuk menanggulangi permasalahan land-based sources.'®®

Perjanjian multilateral yang telah diterima oleh masyarakat global adalah
UNCLOS, sedangkan perjanjian-perjanjian lainnya mengarah kepada perjanjian
multilateral dalam ruang lingkup regional saja. Beberapa perjanjian bilateral juga
mengatur mengenai /land-based sources, namun ketentuan-ketentuan yang
diaturnya lebih bersifat umum. Selain itu, kental pula ketentuan-ketentuan
hukum lainnya yang dikenal dengan istilah ‘soff law’ yang apabila memiliki
kekuatan mengikat terhadap negara-negara yang menandatanganinya akan
menjadi sebuah instrumen hukum yang kuat. Dalam sub-bab ini, peneliti akan
menjelaskan mengenai perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan
land-based sources dan menunjukan bahwa pengaturannya secara global belum

cukup untuk menanggulangi permasalahan land-based sources.

2.4.1. Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral diterima secara global dan mengatur mengenai
pencemaran laut antara lain Convention on the Prevention of Marine Pollution by
Dumping and Other Matters 1972 (Konvensi London Dumping) yang mengatur
mengenai kegiatan dumping dan International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships 1973 dengan Protokolnya pada tahun 1978 (MARPOL
73/78) yang mengatur hal yang lebih umum, yaitu semua kegiatan yang dapat

mencemari laut yang bersumber dari kapal. Akan tetapi, dalam hal perjanjian

18 R B. Clark, Marine Pollution, hal.
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multilateral yang bersifat global mengenai pencemaran laut yang disebabkan

land-based sources, UNCLOS menjadi satu-satunya perjanjian tersebut.

2.4.1.1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)

UNCLOS merupakan kerangka komprehensif pertama untuk melindungi
dan mereservasi lingkungan laut.'®® Ketentuan mengenai perlidungan dan
preservasi lingkungan laut diatur pada Bagian 12 UNCLOS.!7 Pasal 192-206
UNCLOS mengatur pencemaran laut secara umum dan ketentuan-ketentuan
khusus untuk sumber-sumber pencemaran laut tertentu diatur pada Pasal 207-222.
Pasal-pasal tersebut menetapkan ketentuan umum, dasar pembentukan peraturan
regional dan global yang lebih spesifik, serta standar dan praktek untuk
mengontrol pencemaran laut dari land-based sources.

Pasal 194 (1) mewajibkan negara-negara untuk mengambil semua
tindakan yang diperlukan yang sesuai dengan Konvensi ini untuk mencegah,
mengurangi dan mengontrol pencemaran laut dari sumber apapun, dimana
ketentuan ini dikaitkan dengan praktek best practicable means sesuai dengan
kemampuan mereka.!”! Istilah “sumber apapun” pada pasal tersebut menunjukan
land-based sources dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber dalam Pasal
tersebut. Pasal 194 (2) kemudian mengatur mengenai kewajiban negara-negara
untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa
kegiatan yang dilakukan dalam kewenangan atau kontrolnya agar tidak
menimbulkan pencemaran yang dapat menyebabkan kerusakan (duty not to
transfer) pada wilayahnya sendiri atau wilayah negara lain, serta pencemaran
yang timbul dari peristiwa tersebut tidak menyebar ke luar wilayah, dimana
mereka menjalankan hak berdaulatnya sesuai dengan ketentuan di dalam
UNCLOS. Selanjutnya, Pasal 194 (3) memberikan penjelasan mengenai ruang

lingkup dari kebijakan yang diambil oleh negara untuk memenuhi ketentuan pada

169 J.L. Charney, “The Marine Environment and 1982 United Nations Convention on the
Law of the Sea,” International Lawyer, Vol. 28, No. 4 (1994): 884.

170PBB (II), Pasal 192-237.

171 J.L. Charney, “The Marine Environment and 1982 United Nations Convention on the
Law of the Sea,” hal. 886-887.
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Pasal 194 (2), antara lain sumber menyangkut pelepasan zat beracun dan
berbahaya, terutama zat-zat pencemaran yang bersifat persistent yang datang dari
land-based sources; zat berbahaya yang bersumber dari atmosfer atau dumping.

Pasal 207 (1) kemudian sebagai ketentuan preskriptif yang mengatur
mengenai pencemaran laut yang bersumber dari land-based sources memberikan
definisi dan ruang lingkup dari land-based sources, yaitu sungai, muara, jalur
pipa dan struktur pembuangan. Pasal tersebut sayangnya tidak memberikan suatu
pengaturan khusus mengenai standarisasi minimum internasional yang harus
dikeluarkan oleh organisasi internasional, namun kewajiban tersebut diberikan
kepada negara-negara untuk mengadopsi aturan dan standar yang disepakati
secara internasional, serta prosedur dan praktek yang dianjurkan.!7?

Ketentuan ini mengingatkan akan prinsip due-diligence dan kewajiban-
kewajibannya, namun prinsip due-diligence itu sendiri memberikan fleksibilitas
yang tinggi dalam penerapannya dan ketentuan pada Pasal 207 tidak memberikan
standarisasi khusus yang mengatur land-based sources. Tidak dibentuknya
ketentuan yang lebih spesifik mengenai /and-based sources dimaksudkan oleh
negara-negara agar kebebasan yang mereka miliki untuk menangani
permasalahan tersebut tetap terjaga karena pada dasarnya pencemaran laut yang
disebabkan oleh land-based sources lebih mempengaruhi wilayah lokal saja.

Oleh karena itu, UNCLOS tidaklah cukup sebagai perjanjian multilateral
yang bersifat global untuk menangani permasalahan pencemaran laut akibat /and-
based sources. UNCLOS itu sendiri secara nyata mendorong negara-negara untuk
mengaturnya secara spesifik dalam perjanjian baru yang bersifat global, regional,

dan bilateral.

2.4.2. Perjanjian Regional
Perjanjian regional yang banyak dibuat menunjukan bahwa pencemaran

yang bersumber dari /and-based sources berhasil menimbulkan gangguan dalam

172 Patricia Birnie dan Alan Boyle, International Law and the Environment, Second
ed. hal. 408-409.
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ruang lingkup di luar nasional, namun belum secara global.'”? Perjanjian-
perjanjian semacam ini, ruang lingkupnya khusus menangani situasi tertentu pada
satu wilayah, sehingga tidak cocok apabila diaplikasikan secara global.
Ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian regional mengenai /and-based sources
mengatur manajemen permasalahan di laut tertutup atau semi tertutup,
manajemen perikanan regional, dan beberapa ketentuan regional untuk
mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian akan perikanan.!” Dalam
kaitannya dengan pencemaran laut dari /and-based sources, istilah regional yang
dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh tiga atau lebih negara dalam
menangani laut dan sumber dayanya, dimana yang membedakannya dengan

perjanjian multilateral adalah ruang lingkupnya yang lebih sempit.'”3

2.4.2.1. Convention for the Protection of the Marine Environment of the
Northeast Atlantic 1992 (OSPAR)

Perjanjian regional pertama yang mengatur mengenai land-based sources
adalah Paris Convention for the Prevention of the Marine Environment from
Land-Based Sources (Konvensi Paris) yang dibuat pada tahun 1974 dan
diratifikasi atau diterima oleh 14 negara Eropa. Negara-negara yang menjadi
anggota adalah Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Islandia, Belanda,
Norwegia, Portugal, Spanyol, Sweden, dan Britania Raya (Inggris) dengan
Finlandia dan Italia sebagai negara observer dengan ruang lingkup dari konvensi
tersebut adalah Laut Utara dan sebagian Laut Atlantik Timur Laut, serta Laut

Antartika.l76

I3 R.E. Stein, “The Promotion of Regional Organizations in Managing Man’s
Environment,” Law, Institutions and the Global Environment, (New York: Oceania Publication,
Inc., 1972), hal. 255.

174 R.B. Bilder, “The Consequences of Regionalization un the Treaty and Customary
Law of the Sea,” Regionalization of the Law of the Sea, (1978): 32.

175 L.M. Alexander, “Regionalism at Sea: Concept and Reality,” Regionalism of the Law
of the Sea, (Cambridge: Balinger Pubhshing Co, 1978), hal. 3.

176 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic
1992, OSPAR, Pasal 31.

Universitas Indonesia
Land-based..., Tantia Rahmadhina, FH Ul, 2012



47

Keberadaan konvensi ini dahulu diawali dengan terjadinya kasus Torrey
Canyon pada tahun 1967 yang menumpahkan 117000 ton minyak ke laut
sehingga memaksa negara-negara di Eropa untuk membuat Agreement for
Cooperation in Dealing with Pollution of the North Sea by Oil 1969 (Perjanjian
Bonn), yang kemudian diikuti dengan Convention for the Prevention of Marine
Pollution by Dumping from Ships and Aircraft 1974 (Konvensi Oslo).!”’7 Setelah
itu, negara-negara Eropa yang telah menandatangani dua perjanjian internasional
tersebut baru menyadari perlunya dibuat perjanjian multilateral yang mengatur
mengenai pencemaran laut yang disebabkan oleh land-based sources.

Pasal 1 (2) Konvensi Paris mendorong negara-negara anggotanya untuk
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan secara individual atau bersama-
sama dalam menangani pencemaran laut dari /and-based sources, serta
mengharmonisasikannya dengan peraturan perundang-undangan nasional. Selain
itu, Pasal 3(c) memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan
pencemaran laut dari /and-based sources, yaitu pencemaran yang terjadi di
wilayah laut melalui jalur air, daerah pesisir, baik melalui bawah laut atau pipa,
dan struktur buatan manusia yang berada di bawah jurisdiksi negara anggota atau
dalam ruang lingkup konvensi.

Konvensi ini memperkenalkan dengan apa yang disebut dengan “Black
List” dan “Grey List”, dimana “Black List” merupakan daftar zat-zat yang sangat
berbahaya dan diwajibkan bagi negara-negara anggota untuk menghilangkan zat-
zat tersebut sama sekali. Sedangkan untuk “Grey List”, zat-zat yang termasuk ke
dalam daftar tersebut tidak diwajibkan bagi negara-negara untuk dihilangkan,
namun lebih kepada pengontrolan selama menimbulkan pencemaran.'”®

Pada tahun 1992, pada pertemuan yang dilakukan di Paris pada acara
Oslo and Paris Commissions at Ministerial level (MMC 1992) dibuatlah

Convention for the Protection of the Marine Environment of the Northeast

177 http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00350108080000_000000_000000,
diunduh 20 April 2012.

178 Yoshifumi Tanaka, “Regulation of Land-Based Marine Pollution in International Law:
A Comparative Analysis Between Global and Regional Legal Frameworks,” hal. 553-554.
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Atlantic 1992 (OSPAR). Konvensi ini merefleksikan rekomendasi dari Stockholm
Conference 1972, Agenda 21 yang dibuat oleh United Nations Conference on
Environment and Development 1992 (UNCHED) dan ketentuan-ketentuan dari
hukum kebiasaan internasional seperti yang dituliskan di dalam UNCLOS. Latar
belakang dibuatnya konvensi OSPAR untuk menggantikan konvensi Paris dan
Oslo adalah konvensi-konvensi tersebut dianggap tidak memiliki pengaturan
yang cukup dalam menangani sumber-sumber lain pencemaran laut, sehingga
dibuatlah konvensi yang baru dengan ruang lingkup sumber pencemaran laut
yang lebih luas dan dampak dari aktivitas manusia di atasnya, memperhitungkan
prinsip precautionary dan memperkuat kerjsama regional.!” Konvensi ini mulai
berlaku setelah ditandatangani oleh semua anggota (entry into force) pada tanggal
25 Maret 1998, dimana pada saat itulah Konvensi Paris dan Oslo sudah tidak lagi
berlaku, kecuali keputusan, rekomendasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang
diadopsi di bawah Konvensi Oslo dan Paris selama tidak diubah atau dibatalkan
oleh Konvensi OSPAR.!30

OSPAR kemudian diratifikasi oleh semua negara anggota yang telah
meratifikasi Konvensi Paris dan Oslo, ditambah dua negara, yaitu Swiss dan
Luxembourg.'8! Konvensi ini menandai peningkatan yang signifikan dalam
upaya peningkatan kontrol terhadap land-based sources dengan memasukan
konsep-konsep yang lebih baru, seperti prinsip precautionary dan prinsip
polluter’s pay.'3? Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Konvensi menekankan
penerapan program dan langkah-langkah memanfaatkan perkembangan teknologi
dari praktek terbaru,'®  termasuk Best Available Technology (BAT), Best
Environmental Practices (BEP), dan Teknologi Bersih dengan pembentukan

program komplementer atau bersama ilmiah.

179 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic
1992, OSPAR, Preamble.

diunduh 15 Juni 2012.
181 Tbid., diunduh 20 April 2012.

182 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic
1992, OSPAR, Pasal 2.

183 Ibid., Pasal 2, Pasal 3 (a).
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Konvensi OSPAR menetapkan beberapa pendekatan baru lainnya untuk
mengontrol pencemaran laut dari land-based sources dengan tidak memberikan
kewajiban khusus sehubungan dengan kategori tertentu dari zat berbahaya,
melainkan melalui kewajiban-kewajiban di bawah kewajiban umum dari negara
anggota untuk mencegah dan menghilangkan pencemaran laut dari land-based

sources,'3 sampai memerlukan penggunaan BAT dan BEP. !5

2.4.2.2. Convention for the Protection of the Marine Environment and the
Coastal Region of the Mediterranean 1995 (Konvensi Barcelona) dan Protocol
for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-
Based Sources and Activities 1996 (Protokol Syracuse)

Sejak tahun 1970-an, Laut Mediterania memiliki reputasi yang buruk
sebagai salah satu Laut dengan tingkat pencemaran yang tinggi. Walaupun telah
dilakukan tindakan-tindakan penanggulangan selama dua puluh tahun, Laut
Mediterania tetap saja dicemari dengan juatan ton limbah industri, bersamaan
dengan =zat-zat kimia dan padat sisa aktivitas pertanian, dimana semua
pencemaran tersebut datang dari tujuh sungai dari wilayah sekitar Laut
Mediterania. '8¢

Pada tahun 1983, seorang peneliti laut di Teluk Trieste (Utara Adriatik)
menyaksikan hampir 90% ikan, kerang, dan mahluk invertebrata mati dalam
waktu 1 minggu karena kekurangan oksigen.!®” Pencemaran ini tidak
menunjukan adanya penurunan sejak tahun 1970-an, dimana pada tahun 1990,
selain limbah domestik dan industri, hampir 130000 metrik ton logam berat
mencemari Laut Mediterania, termasuk di dalamnya adalah merkuri, timah,

kromium, seng, tembaga, nikel, dan kadmium, menemukan jalannya ke laut

184 Tbid., Pasal 3.
185Tbid., Annex 1 Pasal 1 (1).

186 Don Hinrichsen, Coastal Water of the world: trends, threats, and strategies,
(Washington DC: Island Press, 1998), hal. 78.

187 Tbid., hal. 79.

Universitas Indonesia
Land-based..., Tantia Rahmadhina, FH Ul, 2012



50

melalui sungai dan aliran air, walaupun sepertiganya datang dari endapan
atmosfer.'#

Logam berat seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya merupakan
persistent environmental contaminants yang terus naik ke atas rantai makanan
dan terus bertambah di dalam endapan sedimen. Keberadaan logam berat tersebut
dapat menimbulkan bahaya untuk jangka panjang terhadap kehidupan laut dan
juga kesehatan manusia yang sering memakan makanan laut bersamaan dengan
itu, dimana hal ini diperburuk dengan yang Laut Mediterania termasuk sebagai
‘enclosed or semi-enclosed sea’ (tertutup atau semi-tertutup)'®® dengan luas
3.000.000 km? yang membuat negara-negara yang mengelilingi laut tersebut
memiliki resiko tinggi untuk tercemar.!*?

Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution
1976 kemudian dibuat sebagai salah satu program mengenai land-based sources
yang dibuat oleh UNEP."! Pengamandemenan kemudian dilakukan pada tahun
1995 dan mengubahnya menjadi Convention for the Protection of the Marine
Environment and the Coastal Region of the Mediterranean 1995 (Konvensi
Barcelona).'””> Amendemen tersebut mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2004.1%3
Konvensi Barcelona membahas berbagai sumber pencemaran laut termasuk /and-

based sources. Secara umum Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota

188 Tbid.

189 “FEnclosed or semi-enclosed sea means a gulf or basin or sea surrounded by two or
more States and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely
or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal States,”
PBB (II), Pasal 122.

190 Major Issue in the Management of Enclosed or Semi-Enclosed Seas, With Particular
Reference to the Caribbean Sea, http://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&g=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CGMQFjAE&url=http%3A%2F
% 2Fwww.eclac.org%2Fpublicaciones%?2Fxml]l
%2F1%2F20811%2F1.0024.pdf&ei=6fHaT_feH8bwrQe7tJiTCQ&usg=AFQjCNEgOphzC-

YeKxhlrobCyhlk4XzV3A&sig2=62XeyuoVzpnCNYKRWNfgzg, diunduh 15 Juni 2012.

191 http://www.unepmap.org/index.php?module=content2 &catid=001001001, diunduh 21
April 2012.

192 http://www.unep.org/regionalseas/programmes/unpro/mediterranean/default.asp,
diunduh 12 April 2012.

193 http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/

RecordDetails;DIDPFDSIjsessionid=D221C0AOBOESC25D6E87D5B05846537E?
1d=TRE-001284&index=treaties, diunduh 15 Juni 2012.
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http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CGMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.eclac.org%2Fpublicaciones%2Fxml%2F1%2F20811%2FL0024.pdf&ei=6fHaT_feH8bwrQe7tJiTCQ&usg=AFQjCNEgOphzC-YeKxhlrobCyhlk4XzV3A&sig2=62XeyuoVzpnCNYKRWNfgzg
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001001001
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001001001
http://www.unep.org/regionalseas/programmes/unpro/mediterranean/default.asp
http://www.unep.org/regionalseas/programmes/unpro/mediterranean/default.asp
http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/RecordDetails;DIDPFDSIjsessionid=D221C0A0B0E8C25D6E87D5B05846537E?id=TRE-001284&index=treaties
http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/RecordDetails;DIDPFDSIjsessionid=D221C0A0B0E8C25D6E87D5B05846537E?id=TRE-001284&index=treaties
http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/RecordDetails;DIDPFDSIjsessionid=D221C0A0B0E8C25D6E87D5B05846537E?id=TRE-001284&index=treaties
http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/RecordDetails;DIDPFDSIjsessionid=D221C0A0B0E8C25D6E87D5B05846537E?id=TRE-001284&index=treaties
http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/RecordDetails;DIDPFDSIjsessionid=D221C0A0B0E8C25D6E87D5B05846537E?id=TRE-001284&index=treaties
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yang tinggal di sekitar Laut Mediterania'® untuk mengambil tindakan kontrol
yang tepat, bersama-sama atau secara individu, untuk semua jenis dan sumber
polusi.!® Para Pihak yang ditunjuk UNEP bertanggung jawab atas implementasi
tersebut, termasuk di dalamnya penerapan prinsip polluters-pay, precautionary,
environmental impact assessment, best available techniques, dan best
environmental practice untuk mengendalikan sumber-sumber pencemaran laut.!%¢

Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Barcelona yang telah
diamandemen pada tahun 1995 adalah Albania, Algeria, Kroasia, Siprus,
European Union, Mesir, Perancis, Yunani, Israel, Italia, Libia, Malta, Monako,
Montenegro, Moroko, Slovenia, Spanyol, Siria, Tunisia, dan Turki.!®’

Konvensi Barcelona kemudian mendefinisikan /land-based sources
sumber pencemaran laut dari pembuangan yang langsung ke laut atau melalui
sungai, kanal, saluran air, air bawah tanah, dan aliran tanah lainnya, serta yang
diangkut melalui atmosfer, dimana sifat dari zat-zat yang dibuangnya beracun,
sulit untuk terurai di dalam air, dan menimbulkan bioaccumulation'*8.1%°

Pengaturan yang lebih terperinci mengenai bahan-bahan apa saja yang
termasuk ke dalam kategori land-based sources berikut dengan standarisasi
sistem penopangnya kemudian diatur di dalam protokolnya. Protokol ini
kemudian dikenal dengan sebutan the Protocol for the Protection of the

Mediterranean Sea Against Pollution from Land-Based Sources 1980 (Protokol

194 "Wilayah Laut Mediterania berarti perairan laut dari Laut Mediterania yang termasuk
teluk dan Laut, berbatasan di barat dengan melewati meridian melalui Mercusuar Cape Spartel,
pada mulut dari selat dari Gibraltar, dan untuk ke timur oleh batas-batas selatan Selat Dradanelles
di antara Mehmetcik dan mercusuar Kumkale,” Convention for the Protection of the Marine
Environment and the Coastal Region of the Mediterranean 1995, (Konvensi Barcelona), Pasal 1

(1.
195K onvensi Barcelona, Pasal 4.
196 Tbid.

197 Signatures and Ratifications of the Barcelona Convention for the Protection of the
Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean and its Protocols as at 31
December 2011, http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/
StatusOfSignaturesAndRatifications.doc, diunduh 21 April 2012.

198 “peningkatan progresif jumlah zat dalam organisme atau bagian dari organisme yang
terjadi karena tingkat konsumsi melebihi kemampuan organisme untuk menghapus substansi dari

tubuh,” http://sis.nlm.nih.gov/enviro/iupacglossary/glossaryb.html, diunduh 21 April 2012.
1991bid., Pasal 8.
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Athena) yang merupakan protokol pertama sebagai bagian dari UNEP Regional
Seas Protocol yang dibuat pada tanggal 17 Mei 1980 dengan tujuan
mengimplementasikan Pasal 8 Konvensi Barcelona 19782 Dengan
diperbaharuinya Konvensi Barcelona pada tahun 1995, Protokol Athena pun juga
ikut diperbaharui dan menjadi Protocol for the Protection of the Mediterranean
Sea against Pollution from Land-Based Sources and Activities 1996 yang
dilakukan di Syracuse (Protokol Syracuse). Protokol Syracuse yang telah
diamandemen pada tahun 1996 kemudian diratifikasi oleh Albania, Kroasia,
Siprus, European Union, Perancis, Yunani, Israel, Italia, Malta, Monako,
Montenegro, Moroko, Slovenia, Spanyol, Siria, Tunisia, dan Turki yang mulai
berlaku pada tanggal 11 Mei 2008.20!

Ruang lingkup dari Konvensi Barcelona hanya terbatas pada wilayah laut
saja, namun ketentuan pada Pasal 1 (2) memberikan kewenangan kepada
protokol-protokol yang mengacu kepada Konvensi tersebut untuk memperluas
ruang lingkup pengimplementasiannya. Dalam protokol ini dinyatakan bahwa
selain wilayah laut yang disebutkan di dalam Pasal 1 (1), Protokol Syracuse juga
mencakup teluk hidrologi Laut Mediterania; perairan pada sisi darat dari garis
pangkal, dimana lebar laut teritorial diukur luasnya (dalam hal aliran air, sampai
dengan batas air tawar); air payau, air asin pesisir termasuk rawa-rawa dan laguna
pantai, serta air tanah yang tersambung dengan Laut Mediterania.?

Kewajiban-kewajiban dalam Protokol Syracuse mengharuskan negara
anggotanya untuk melakukan eliminasi aktivitas-aktivitas pencemaran yang
bersumber dari land-based sources, dimana aktivitas-aktivitas yang dimaksud
diatur di dalam ANNEX 1.203 Selain ANNEX 1 yang berisikan elemen-elemen

yang dikategorikan membahayakan lingkungan laut dari /and-based sources,

200 http://www.unep.ch/regionalseas/legal/conlist.htm, diunduh pada 21 April 2012.

201 Signatures and Ratifications of the Barcelona Convention for the Protection of the
Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean and its Protocols as at 31
December 2011, Tbid.

202 Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-
Based Sources and Activities 1996 (Protokol Syracuse), Pasal 3.

203Tbid., Pasal 5 (1).
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Protokol Syracuse juga berisikan ANNEX 2 mengenai elemen-elemen yang harus
diperhatikan berkaitan dengan pembuangan limbah dan ANNEX 3 yang berkaitan
dengan pengaplikasian ketentuan mengenai pencemaran melalui atmosfer
berdasarkan Protokol ini.?%*

Ruang lingkup dari pengaplikasian Protokol ini dapat diperluas di luar
para anggota secara terbatas, namun Protokol ini tidak memberikan sanksi, lebih
kepada himbauan, apabila negara di luar anggota tersebut tidak melakukan
kerjasama dalam menanggulangi pencemaran yang berasal dari land-based
sources.’> Berkaitan dengan sanksi dan penyelesaian sengketa yang timbul dari
pencemaran laut, Protokol ini lebih menekankan kepada negosiasi dan
pembicaraan diplomatik.2% Bahkan ketika jalan-jalan tersebut tidak disetujui,
penyelesaiannya adalah dengan membahas permasalah pencemaran tersebut
melalui pertemuan-pertemuan negara-negara anggota yang dilakukan secara
rutin.?%7 Ketentuan ini berbeda apabila dibandingkan dengan ketentuan di dalam
Konvensi Barcelona yang memberikan pilihan bagi negara-negara anggotanya
untuk mengajukan sengketanya ke lembaga arbitrase, walaupun pengajuan ke
lembaga arbitrase tidaklah diwajibkan.?’8

Konvensi Barcelona dan Protokol Syracuse telah berhasil menghasilkan
suatu perjanjian regional yang komprehensif dengan memberikan penjelasan
yang terperinci mengenai ruang lingkup dan elemen-elemen yang harus
diperhatikan oleh negara-negara anggota untuk dijadikan acuan. Di sisi lain,
penerapan dari Konvensi Barcelona dan Protokol Syracuse tidak dapat dilakukan
secara penuh karena tidak adanya sanksi yang kongkrit yang dituliskan di dalam
kedua perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perubahan dan pengembangan

Konvensi Barcelona beserta Protokol Syracuse masih perlu untuk dilakukan.

204Tbid., Annex 1, Annex 2, Annex 3.
205Tbid., Pasal 11.

206 Tbid., Pasal 12 (1).

2071bid., Pasal 12 (2) dan Pasal 14 (2).

208 Konvensi Barcelona, Pasal 18 dan Pasal 1, Annex A.
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2.4.2.3. Convention for the Protection and Development of the Marine
Environment of the Wider Caribbean Region 1983 (Konvensi Cartagena) dan
Protocol Concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities to the
Convention for the Protection and Development of the Wider Caribbean
Region 1999

Laut Karibia berisikan dua puluh empat pulau dan wilayah, serta 12
wilayah negara yang menjorok kesana. Negara-negara yang berada pada wilayah
tersebut bervariasi, namun didominasi oleh negara-negara berkembang bekas
jajahan zaman kolonial dahulu?? Negara-negara berkembang di Laut Karibia
didominasi oleh negara-negara eksotis yang menarik wisatawan dari
mancanegara untuk datang kesana, seperti Puerto Rico, Barbados, Bahama,
Jamaica, Grenada, dan beberapa negara lainnya. Negara-negara tersebut menaruh
tumpuan hidup negaranya pada pariwisata. Laut Karibia termasuk ke dalam
kategori ‘semi-enclosed sea’ 19

Peningkatan pariwisata dapat meningkatkan ekonomi suatu negara,
namun di sisi lain, pariwisata yang tidak teroganisir dengan baik dapat
menciptakan pencemaran laut, sehingga membahayakan organisme-organisme
laut yang tinggal di Laut Karibia. Menurut Alfred Taylor, seorang warga
Barbados yang juga merupakan Presiden Asosiasi Hotel Karibia menunjukan hal

tersebut dengan mengatakan:?!!

Pariwisata merupakan masa depan wilayah Karibia. Namun di saat yang
sama, kita harus lebih berhati-hati akan keselamatan lingkungan Kkita.
Pembuangan sampah padat kini menjadi sebuah permasalahan serius.
Perairan yang kita miliki menjadi tercemar. Terumbu karang yang ada mulai
mati secara perlahan. Di banyak pulau di Laut Karibia, letak dari hotel-hotel
yang dibangun terlalu dekat dengan laut. Pencemaran yang ditimbulkan dari
saluran pembuangan membunuh terumbu karang yang dapat menyebabkan
erosi pantai. Apabila kita tidak berhati-hati dalam bertindak, kita akan
membangun begitu banyak hotel tanpa ada pantai dan wisatawan.

209 Marine litter in the Wider Caribbean Regional overview and proposed Action Plan,
Introduction, http://www.cep.unep.org/about-cep/amep/marine-litter-in-the-wider-caribbean-a-
regional-overview-proposed-action-plan, diunduh 22 April 2012.

210 Major Issue in the Management of Enclosed or Semi-Enclosed Seas, With Particular
Reference to the Caribbean Sea, 1bid.

211 Don Hinrichsen, Coastal Water of the world: trends, threats, and strategies, hal. 108.
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Pernyataan tersebut benar adanya, apabila tidak ada tindakan penanggulangan
pencemaran yang dilakukan oleh negara-negara yang telah mengeksploitasi
wilayah tersebut, tidak ada lagi pantai yang dapat digunakan untuk menarik
wisatawan.

Selain limbah yang datang dari kota, aktivitas industri juga
menyumbangkan limbah organik yang kemudian menimbulkan eutrofikasi
berhasil membunuh banyak organisme laut yang tinggal di Laut Karibia.?!2
Organisme laut mengalami kekurangan oksigen akibat keberadaan limbah-limbah
tersebut, sehingga kehabisan nafas dan mati. Zat-zat yang dibuang oleh aktivitas
industri seperti timah, kadmium, merkuri dan tembaga ditemukan di sedimentasi
dasar di Muara Coatzacoalcos di Teluk Meksiko.?!?

Pada tahun 1976, UNEP bekerjasama dengan Komisi Ekonomi Amerika
Latin untuk mendirikan proyek kerjasama dalam mengembangkan rencana
manajemen berkelanjutan di lingkungan Karibia. Kerjasama inilah yang
kemudian melahirkan Convention for the Protection and Development of the
Marine Environment of the Wider Caribbean Region 1983 (Konvensi
Cartagena).?!* Konvensi ini diratifikasi atau diterima oleh Antigua dan Barbuda,
Bahama, Barbados, Belize, Kolombia, Kosta Rica, Kuba, Dominika, Republik
Dominika, Perancis, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaika, Meksiko, Belanda,
Panama, Trinidad dan Tobago, Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara
kecil lainnya yang memiliki kepentingan pada wilayah tersebut.?!>

Wilayah laut yang termasuk ke dalam Kovensi Cartagena adalah
lingkungan laut dari Teluk Meksiko, Laut Karibia dan wilayah yang berdekatan

dengan Samudera Atlantik, di selatan 30° lintang utara dan dalam jarak 200 mil

212 Tbid.
213 Tbid.

214 http://www.cep.unep.org/about-cep/amep/marine-litter-in-the-wider-caribbean-a-
regional-overview-proposed-action-plan, Introduction, diunduh 22 April 2012.

215 http://www.cep.unep.org/cartagena-convention/about-the-cartagena-
convention#status, diunduh 22 April 2012.
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laut dari Pantai Atlantik Amerika.?!® Tidak seperti Konvensi Barcelona, Konvensi
ini tidak menyatakan adanya ketentuan yang memperbolehkan perluasan dari
wilayah ini pada Protokol-Protokol selanjutnya.

Protokol yang pertama kali dibuat adalah Protocol Concerning Co-
operation in Combating Oil Spills in the Wider Caribbean Region pada tahun
1986, kemudian diikuti dengan Protocol Concerning Specially Protected Areas
and Wildlife (SPAW) in the Wider Caribbean Region pada tahun 1990. Protokol
mengenai land-based sources lahir 9 tahun kemudian dan entry into force baru-
baru ini, yaitu pada tahun 2010 yang disebut dengan Protocol Concerning
Pollution from Land-Based Sources and Activities. Sayangnya, negara-negara
yang baru meratifikasi Protokol ini tidaklah banyak, yaitu Antigua dan Barbuda,
Bahama, Belize, Perancis, Guyana, Panama, Trinidad dan Tobago, dan Amerika
Serikat.?!”

Dalam Protokol mengenai land-based sources tersebut, land-based
sources didefinisikan sebagai:*!®

sumber-sumber kegiatan yang menyebabkan pencemaran area konvensi dari
pembuangan di area pesisir atau dari sungai, muara, gedung-gedung yang
didirikan di pesisir, struktur pembuangan, atau sumber lainnya dalam wilayah
salah satu pihak, termasuk pula deposisi dari atmosfer.

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam
Protokol Syracuse yang juga memasukan atmosfer sebagai salah satu perantara
yang menyebabkan pencemaran laut dari land-Dased sources.

Protokol ini juga menggunakan prinsip-prinsip yang tidak jauh berbeda
dengan Protokol Syracuse dari Konvensi Barcelona, terutama mengenai
penggunaan Best Available Technology (BAT) dan Best Environmental Practices
(BEP), hanya saja istilah yang digunakan adalah Best Currently Available

Techniques, Practices, or Methods dalam kategori Most Appropriate

216 Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the
Wider Caribbean Region 1983 (Konvensi Cartagena), Pasal 2 (1).

217 http://www.cep.unep.org/about-cep/amep/marine-litter-in-the-wider-caribbean-a-

regional-overview-proposed-action-plan, Introduction, diunduh 22 April 2012.

218 Protocol Concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities (of the Wider
Caribbean) 1999, Pasal 1 (d).
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Technology.?'® Sama dengan ketentuan di dalam Konvensi dan Protokol
sebelumnya, Protokol ini mengharuskan kerjasama oleh negara-negara anggota,
baik secara multilateral maupun bilateral untuk melakukan tindakan-tindakan
pengendalian dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran laut akibat dari
land-based sources.?*°

Mengenai ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci pada bahan-bahan,
zat-zat, ataupun aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan land-based sources,
Protokol ini menjadi yang paling komprehensif dan terperinci, apabila
dibandingkan dengan Protokol-Protokol sejenis.??! Pada ANNEX 1, ketentuannya
tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam ANNEX 1 Protokol
ANNEX 1, yaitu mengenai kategori sumber, aktivitas, dan polutan yang terkait
dengan land-based sources.?**> Selain ANNEX 1 yang mengatur secara umum,
Protokol ini juga berisikan tiga ANNEX lainnya yang mengatur secara
komprehensif mengenai baku mutu lingkungan, air pembuangan, dan limbah
pertanian.

Protokol mengenai [land-based sources pada Konvensi Cartagena
menunjukan bahwa ketentuan yang terperinci mengenai penanggulangan /and-
based sources dapat dimasukan ke dalam sebuah perjanjian multilateral yang
bersifat regional. Pada kenyataannya, Protokol ini memang membutuhkan waktu
yang lama sejak tahun 1999 sampai dengan waktu entry info force pada tahun

2010.

2.4.3. Perjanjian Bilateral
Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak.??3

Perjanjian bilateral memiliki kekuatan mengikat yang kuat karena ruang

2191bid., Pasal 1 (e)
220Tbid., Pasal 3.

221 http://www.cep.unep.org/cartagena-convention/lbs-protocol/protocol-concerning-
pollution-from-land-based-sources-and-activities, diunduh 22 April 2012.

222
ANNEX 1.

Protocol Concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities 1999,

223 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, hal. 13.
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lingkupnya hanya di antara kedua belah pihak tersebut, sehingga tidak sulit untuk
saling menjaga dan mengingatkan pengimplementasian dari perjanjian tersebut,
walaupun di sisi lain sering timbul penafsiran yang berbeda.??* Dalam bagian ini,
tidak hanya dijelaskan mengenai perjanjian bilateral pada umumnya, namun juga
ketentuan mengenai memorandum of understanding (MOU) yang sifatnya sedikit
berbeda. Pihak-pihak dalam perjanjian ini menunjukan bahwa perjanjian-
perjanjian semacam ini telah ada di beberapa bagian di belahan dunia. Selain itu,
dua dari tiga perjanjian di bawah ini mengacu kepada sebuah konferensi maupun
konvensi yang telah ditandatangani oleh para pihak dalam konferensi maupun

konvensi tersebut.

2.4.3.1. Agreement between the Government of the Russian Federation and the
Government of People's Republic of China on cooperation in the sphere of
environmental protection 1994

Perjanjian ini dibuat oleh dua negara yang terletak di utara Benua Asia,
yaitu Rusia dan Republik Rakyat Cina pada tahun 1994. Kedua negara tersebut
terkenal dengan paham sosialis yang mereka anut, sehingga bukanlah sesuatu
yang aneh untuk mereka bekerjasama. Selain itu, posisi mereka yang berdekatan
dan posisi dari Laut Cina Timur dan Laut Vostok yang saling berkesinambungan
mendukung dibuatnya perjanjian ini.??

Pada bagian pembukaan, perjanjian ini memasukan Rio de Janeiro
Conference 1992 sebagai salah satu bahan pertimbangannya,?*® sehingga bukan

sesuatu hal yang aneh untuk melihat adanya prinsip-prinsip hukum lingkungan

224 Hal ini dikemukakan oleh C.G. Fenwick dalam International Law, Fourth Edition
sebagaimana dikutip dalam Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta:
PT Tatanusa, 2008), hal. 15.

225 http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/as.htm, diunduh pada 24 April 2012.

226 Federasi Rusia dan Republik Rakyat Cina, Agreement between the Government of the
Russian Federation and the Government of People's Republic of China on cooperation in the
sphere of environmental protection 1994, Preamble, Paragraf 7.

Universitas Indonesia
Land-based..., Tantia Rahmadhina, FH Ul, 2012


http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/as.htm
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/as.htm

59

internasional di dalam perjanjian ini, dimana salah satu prinsipnya adalah prinsip
antar generasi??’ dan prinsip penggunaan teknologi bersih?28.

Perjanjian ini lebih memusatkan kepada kerjasama antara dua negara
dalam mengembangkan teknologi untuk melindungi lingkungan secara umum,
namun bentuk-bentuk kerjasama yang dinyatakan di dalam Pasal 2 lebih condong
kepada pencegahan pencemaran laut dari darat. Dalam bentuk-bentuk kerjasama
tersebut, hal-hal seperti pengelolaan dan perlindungan aliran air yang terintegrasi,
termasuk aliran air yang melewati beberapa negara, perlindungan terhadap
lingkungan kota dan daerah industri, dan perlindungan yang diberikan terhadap
lingkungan laut di zona barat laut Samudera Pasifik, sebagai bagian laut yang
terintegrasi.??® Aliran air yang terintegrasi, kota, dan daerah industri menjadi
sumber-sumber pencemaran laut dari land-based sources.

Walaupun perjanjian ini menekankan kepada kerjasama antar negara
untuk kemudian membuat semacam joint operation project melalui pertukaran
informasi dan ilmu pengetahuan mengenai hal tersebut, perjanjian antara Federasi
Rusia dengan Republik Rakyat Cina tersebut hanya berisikan hal-hal yang umum
saja untuk dapat digunakan sebagai kerangka berpikir dari perjanjian-perjanjian

setelahnya.

2.4.3.2. Memorandum of Understanding Between the United State of America
and Brazil regarding Environmental Cooperation 1990

Perjanjian kali ini dibuat ke dalam bentuk memorandum of understanding
(MOU) yang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang kekuatan mengikatnya
tidak sekuat bentuk perjanjian lainnya. Walaupun begitu, MOU tetap dianggap
penting dalam kerjasama antar negara. Dalam hal ini, para pihak di dalam MOU
ini adalah Amerika Serikat dan Brazil pada tahun 1990. Isi dari perjanjian ini
lebih menekankan kepada kerjasama antar organisasi pemerintah yang bergerak

di bidang perlindungan lingkungan, yaitu Environmental Protection Agency

2271bid., Paragraf 2.
2281bid., Pasal 2 (4).
229 Ibid., Pasal 2.
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(EPA) yang berasal dari Amerika Serikat dengan Secretariat of the Environment
of the Presidency of the Federative Republic of Brazil (SEMAM) dan Brazilian
Institute of Environment and Renewable Natural Resource (IBAMA) yang
berasal dari Brazil >3

Pada pembukaannya, perjanjian ini menekankan kepada pembagian tugas
di antara kedua organisasi pemerintah tersebut, yaitu EPA yang
bertanggungjawab terhadap pengimplementasian hukum federasi yang dibuat
untuk melindungi lingkungan di Amerika Serikat, sedangkan SEMAM
bertanggung jawab terhadap perencanaan, koordinasi, dan supervisi terhadap
kebijakan nasional yang berkaitan dengan lingkungan, serta IBAMA sebagai
lembaga federal bertanggung jawab untuk mengimplementasikan “Kebijakan
Nasional Brazil Mengenai Lingkungan” tersebut.

Perjanjian ini juga tidak memusatkan perhatiannya pada pengendalian
pencemaran laut dari land-based sources, namun hal-hal yang termasuk ke dalam
kewajiban kerjasama, seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran
laut, lingkungan perkotaan,?®' adalah hal-hal yang berkaitan dengan sumber-
sumber pencemaran dari land-based sources.

Tidak jauh berbeda dengan perjanjian yang dibuat antara Federasi Rusia
dengan Republik Rakyat Cina, perjanjian ini juga mengedepankan adanya joint
operation project. Kerjasama yang mercka lakukan termasuk pertukaran
ilmuwan, insinyur, sarjana, spesialis, dan delegasi, serta sampel, material, data
dan instrumen untuk percobaan, evaluasi, dan tujuan lainnya.**?

Hal menarik yang diatur di dalam perjanjian ini adalah mengenai hak
kekayaan intelektual berkaitan dengan pemberian kerjasama dalam bentuk ilmiah
dan teknologi.>*®* Adanya pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual

menunjukan pengambilan keuntungan dalam pengaplikasian kerjasama tersebut.

230 Amerika Serikat dan Brazil, Memorandum of Understanding Between the United
State of America and Brazil regarding Environmental Cooperation 1990, Preamble, Paragraf 1.

2311bid., Pasal 3.
2321bid., Pasal 4.
233 Ibid., Pasal 8.
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2.4.3.3. Agreement on Environmental Cooperation Between the Government
of the Republic of Turkey and the Government of Georgia 1997

Perjanjian antara Republik Turki dengan Republik Georgia ini dilakukan
dengan alasan kedua negara sama-sama berbagi Laut Hitam. Laut Hitam itu
sendiri sudah memiliki Konvensi yang mengatur mengenai pengendalian
pencemaran lingkungan pada wilayah tersebut,?* protokol mengenai land-based
pun juga telah dibuat untuk mengatur lebih terperinci.>’> Selain itu, Konvensi
Laut Hitam menginstruksikan kepada negara-negara anggotanya untuk
mengadopsi perjanjian bilateral di antara mereka dengan harapan
memaksimalkan kerjasama dalam pengendalian pencemaran lingkungan laut.?3¢
Maka dari itu, Republik Turki dan Republik Georgia membuat perjanjian ini.

Berbeda dengan dua perjanjian sebelumnya, perjanjian ini secara eksplisit
mengatur mengenai pencemaran laut dari /and-based sources.>’” Kedua belah
pihak menekankan kepada /and-based sources melalui aliran air, dimana
peningkatan mutu air tanah, pantai, dan minum, serta pengaplikasian sistem
pembuangan domestik dan industrial yang aman.?3® Walaupun begitu, perjanjian
ini tidak hanya berpusat mengenai pencemaran laut dari /and-based sources,
dimana kerjasama-kerjasama lain seperti, perlindungan terhadap biological
diversity,”?’ perlindungan satwa yang akan punah®*’ serta dumping’*’ juga

menjadi perhatian dalam perjanjian ini.

234 Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution 1992(Konvensi
Bucharest).

235 Protocol on Protection of the Black Sea Marine Environment Against Pollution from
Land-Based Source 1992.

236 K onvensi Bucharest, Pasal 3.

27 Agreement on Environmental Cooperation Between the Government of the Republic
of Turkey and the Government of Georgia 1997, Pasal 3 (2).

2381bid., Pasal 3 (3).
239 1bid., Pasal 3 (4).
2401bid., Pasal 3 (5).
241 Tbid., Pasal 3 (11).
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Bentuk kerjasama yang diinginkan di dalam perjanjian ini adalah dengan
melakukan pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan mengenai hal tersebut,
selain itu, perjanjian ini juga mendorong kedua negara untuk membuat joint
operation project, sama halnya dengan dua perjanjian sebelumnya. Sayangnya,
perjanjian ini tidak mengatur mengenai pengendalian pencemaran laut secara
terperinci, sehingga ketentuan-ketentuan semacam itu akan diatur di kemudian

hari.

2.4.4. Ketentuan Hukum Internasional Lainnya

Ketentuan hukum internasional lainnya dalam hal ini adalah apa yang
disebut dengan soff law. Instrumen ini relatif baru sehubungan dengan
pertumbuhan badan perjanjian internasional antar negara. Mereka menawarkan
strategi, memberlakukan kewajiban dengan cara yang kurang tepat dan fleksibel,
serta dibentuk oleh pedoman normatif, namun tidak dibatasi oleh peraturan yang
tepat.4> Walaupun begitu, soft law telah memainkan peran yang penting dalam

perkembangan hukum lingkungan internasional.

2.4.4.1. Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment
Against Pollution from Land Based Sources 1985 (Montreal Guidelines)
Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment
Against Pollution from Land-Based Sources 1985 (Montreal Guidelines)
merupakan inisiatif yang dibuat oleh UNEP yang diadopsi pada tahun 1985.
Tujuan dari dibuatnya Montreal Guidelines adalah untuk memberikan bantuan
bagi pemerintah dalam mengembangkan, terutama perjanjian-perjanjian bilateral,
regional, dan multilateral, peraturan perundang-undangan nasional untuk
melindungi lingkungan laut dari land-based sources. Montreal Guidelines
memberikan daftar ketentuan-ketentuan yang dapat dipilih, diadopsi dan

dikembangkan sesuai dengan keadaan yang ada oleh pemerintah, sehingga

242 Kenneth W. Abbot dan Duncan Snidal, “Hard and Soft Law in International
Governance,” International Organization, Vol. 53, No. 3 (2000): 443.
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memenuhi standarisasi di wilayah tertentu yang tercemar oleh land-based
sources.*®

Beberapa ketentuan di dalam Montreal Guidelines mengacu kepada
UNCLOS dan beberapa perjanjian lainnya,”** terutama dalam penggunaaan
definisi,>* kewajiban umum, 246 tindakan-tindakan khusus yang harus diambil,>*’
dan strategi spesifik,?*® dimana ketentuan-ketentuan tersebut memasukan elemen-
elemen dan prinsip-prinsip dari perjanjian-perjanjian sebelumnya mengenai /and-
based sources.**

Definisi dari land-based sources dielaborasikan lebih baik dibandingkan
dengan leluhurnya, yaitu UNCLOS. Pada Guideline I dinyatakan bahwa salah
satu sumber dari land-based sources adalah fasilitas lepas pantai, dimana hal ini
baru pertama kali dimasukan ke dalam ruang lingkup land-based sources,
sehingga Montreal Guidelines lebih sering dijadikan acuan dalam menanggulangi
pencemaran laut dari land-based sources ketimbang UNCLOS.

Strategi-strategi spesifik di dalam Montreal Guidelines diatur di dalam
ketiga ANNEX nya, yaitu ANNEX 1 mengatur mengenai strategi perlindungan,
pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan laut, ANNEX 2 mengatur
mengenai klasifikasi bahan-bahan yang termasuk ke dalam black list dan grey
list, dan ANNEX 3 mengatur mengenai pemantauan dan pengelolaan data.>>0

Ketentuan mengenai black list dan grey list menunjukan adanya pengulangan dari

243 UNEP, “Protection of the Marine Environment Against Pollution from Land-Based
Sources,” Environmental Policy and Law, Vol. 14 (Montreal Guidelines, 1985): 77.

244 D.E. Fisher, “Land-based Pollution of the Marine Environment,” Environmental and
Planning Law Journal, Vol. 12 (1995): 140.

245 Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment Against Pollution
from Land-Based Sources 1985 (Montreal Guidelines), Guideline 1.

246Tbid., Guideline 2.
2471bid., Guideline 4.
2481bid., Annex 1-3.

249 Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources
1974 (Konvensi Paris); Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea
1974 (Konvensi Helsinki) dan Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea Against
Pollution from Land-based Sources 1980 (Protokol Athens).

230 Montreal Guidelines, Annex 1-3.
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ketentuan yang sama mengenai pengkategorian bahan-bahan pencemaran laut
dari land-based sources yang diatur di dalam Konvensi Paris.?!

Montreal Guidelines pada dasarnya mengumpulkan dan mengulang
elemen-elemen dan prinsip-prinsip dari perjanjian-perjanjian sejenis terdahulu ke
dalam instrumen yang tidak mengikat, namun di sisi lain, Montreal Guidelines
juga berhasil membawa permasalahan ini ke tingkat global dan dikenal sebagai
instrumen global pertama yang secara eksklusif membahas mengenai /and-based
sources sehingga dapat dijadikan acuan bagi perjanjian-perjanjian

internasional.252

2.4.4.2. Washington Declaration on Protection of the Marine Environment
Jrom Land-Based Activities 1995 (Deklarasi Washington)

Washington Declaration on Protection of the Marine Environment from
Land-Based Activities 1995 (Deklarasi Washington) lahir dari Washington
Conference 1995 yang tentunya diadakan di Washington DC dari tanggal 23
Oktober sampai dengan 3 November 1995 yang dikoordinasi oleh UNEP yang
didatangi oleh 100 negara, 17 global dan regional organisasi internasional dan 27
organisasi non-pemerintah.?3® Bersama-sama dengan Deklarasi Washington,
Konferensi ini juga mengadopsi kerjasama lainnya, yaitu Global Program of
Action to Prevent, Reduce and Control Land-Based Sources Pollution (GPA)
yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.>>*

Sama halnya dengan perjanjian-perjanjian multilateral sebelumnya,
Deklarasi Washington mendorong negara-negara penandatanganannya untuk

melakukan kerjasama di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral dalam hal

251 Lihat penjelasan 2.4.2.1. Convention for the Protection of the Marine Environment of
the Northeast Atlantic 1992 (OSPAR) mengenai Konvensi Paris.

252 Patricia Birnie dan Alan Boyle, International Law and the Environment, Second ed.,
hal. 418.

253 UNEP Report, “Rio Follow up Marine Environment,” Environmental Policy and Law,
Vol. 26 (1996): 11.

254 Hal ini dikemukakan oleh Mensah dalam Note 42 sebagaimana dikutip di dalam
Yoshifumi Tanaka, “Regulation of Land-Based Marine Pollution in International Law: a
Comparative Analysis between Global and Regional Frameworks,” hal. 546.
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pendanaan untuk pembuatan program global mengenai pengendalian land-based
sources.?>

Di sisi lain, ada hal yang menarik di dalam Deklarasi Washington, yaitu
penekanannya akan bantuan kepada negara-negara berkembang dan negara-
negara kurang berkembang untuk dapat mengaplikasikan program-program
penanggulangan land-based sources yang komprehensif, sesuai dengan situasi
yang dihadapi di masing-masing wilayah.>>¢ Hal ini kemudian didukung dengan
pernyataan yang mendorong negara-negara maju untuk memperkenalkan
teknologi bersih, pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi permasalahan
land-based sources bagi negara-negara yang memerlukan.>3” Hal ini berkaitan
dengan prinsip penerapan best available techniques dan best environmental
practice yang dianut oleh perjanjian-perjanjian multilateral sebelumnya.

Deklarasi Washington mendapatkan kesuksesan dengan persetujuan yang
didapatkan dari semua negara dan organisasi yang hadir. Hal ini dianggap sebagai
sebuah kontribusi besar dalam hal pengendalian pencemaran laut dari land-based
sources dalam skala internasional, dimana Deklarasi Washington kemudian dapat
dijadikan sebagai kerangka berpikir perjanjian-perjanjian multilateral lainnya

dengan kekuatan mengikat.?%8

2.4.4.3. Global Program of Action for the Protection of the marine
Environment from Land-Based Activities (GPA)

Sebagai salah satu hasil dari Washington Conference, Global Program of
Action for the Protection of the marine Environment from Land-Based Activities
(GPA) telah banyak membantu perkembangan pengendalian pencemaran laut

yang berasal dari land-based sources melalui program-programnya. GPA

255 Washington Declaration on Protection of the Marine Environment from Land-Based
Activities 1995 (Deklarasi Washington), Paragraf 7.

256 Washington Declaration on Protection of the Marine Environment from Land-Based
Activities 1995 (Deklarasi Washington), Paragraf 4.

2571bid., Paragraf 6.

258 PBB, Fifty First session. Agenda Item 24(1), Repori of the Secretary General (A/
51/645, 1 November 1996), paragraf 200.
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dirancang untuk menjadi sumber pedoman konseptual dan praktis untuk
digunakan dalam ruang lingkup nasional atau regional untuk menetapkan dan
menerapkan tindakan berkelanjutan untuk mencegah, mengurangi, mengontrol
dan/atau menghilangkan degradasi laut dari pencemaran land-based sources.>>®

Isi dari GPA itu sendiri dibagi menjadi lima bab, dimana di dalamnya
dijelaskan mengenai tindakan yang dapat diambil pada tingkat nasional,?¢?
kerjasama regional,”®!  kerjasama internasional,”®> dan pendekatan yang
direkomendasikan terhadap kategori sumber-sumber dari land-based sources??
yang menunjukan betapa komprehensifnya program yang diusung UNEP
tersebut.

GPA menjadi salah satu program yang secara jelas menyatakan perlunya
pengaplikasian prinsip precautionary, *°*  environmental impact assessment
(EIA),*% serta begitu juga dengan BET dan BEP2° Kerjasama secara regional
juga diatur di dalam program ini, dimana GPA mengajak negara-negara untuk
aktif berpartisipasi dalam perjanjian regional dan subregional, konvensi dan
perjanjian terkait, dan untuk menegosiasikan konvensi dan program regional
baru.?6’”  Untuk mengimplementasikan program ini secara sukses, GPA
menekankan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas bangunan, transfer
teknologi, dan dukungan finansial 2%

GPA kemudian diakhiri dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur
mengenai sembilan sumber utama dari land-based sources dan memberikan

langkah-langkah untuk menghadapi pencemaran tersebut. Sumber-sumber yang

259 http://www.gpa.depiweb.org/about-the-gpa.html, diunduh pada 23 April 2012.

260 Global Program of Action for the Protection of the marine Environment from Land-
Based Activities (GPA) 1995, Paragraf 16-28.

261 Tbid., Paragraf 29-35.
2621bid., Paragraf 36-90.
263 Ibid., Paragraf 91-154.
2641bid., Paragraf 24.

265 Ibid., Paragraf 23 (d).
266 Ibid., Paragraf 26 (a) (i).
2671bid., Paragraf 31.

268 Tbid., Paragraf 45.
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dimaksud seperti saluran air, persistent organic pollutants (POPs), zat radioaktif,
logam berat, nutrients, perpindahan sedimen, sampah plastik, serta perubahan
fisik dan degradasi habitat laut.?®®

Bentuk dari GPA terstruktur dengan baik untuk mengidentifikasi
permasalahan pencemaran laut yang bersumber dari land-based sources.
Setidaknya, GPA telah memulai dan mengusulkan strategi yang
berkesinambungan dan metodologi untuk mengembangkan program aksi di
tingkat nasional, regional, dan internasional. Hal ini telah menghubungkan
program kegiatan GPA dengan kebijakan hukum, ekonomi dan teknologi terpadu.
GPA juga mempromosikan partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan laut
dalam mengontrol land-based sources karena dengan kesadaran akan lingkungan
laut yang tinggi dari masyarakat, maka tingkat pencemaran laut dari land-based

sources dapat ditekan seminimal mungkin.

2691bid., Chapter V.
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BAB3
PERBANDINGAN PRAKTEK BEBERAPA NEGARA MENGENAI
PENCEMARAN LAUT DARI LAND-BASED SOURCES

Negara-negara yang dipilih sebagai bahan perbandingan ini, masing-
masing memiliki alasan tersendiri. Peneliti memilih Amerika Serikat sebagai
salah satu negara dalam praktek perbandingan ini dikarenakan salah satu negara
bagian di Amerika Serikat, yaitu Hawaii telah menjadi korban dari kumpulan
land-based sources terbesar di dunia yang terletak di Timur Laut Samudera
Pasifik.?’* Kemudian peneliti memilih Inggris sebagai negara selanjutnya
berkaitan dengan kasus the MOX Plant Case, dimana Inggris sebagai tergugat
dalam kasus tersebut.”’! Perancis sebagai negara ketiga yang dipilih juga sebagai
tergugat dalam kasus Ftang de Berre, dimana sama halnya dengan Inggris,
pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan nasionalnya dapat
memberikan keterangan lebih jauh mengenai bagaimana suatu negara
mengendalikan pencemaran dari darat.?’? Negara terakhir yang dipilih adalah
Indonesia sebagai salah satu perwakilan negara berkembang.

Bab ini kemudian akan menunjukan apakah praktek di negara-negara
tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan internasional dan
memenuhi tujuannya dalam melindungi lingkungan laut dari /and-based sources

secara komprehensif.

3.1. Amerika Serikat
Amerika Serikat sebagai negara maju dengan akses terhadap teknologi-
teknologi terbaru seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan

pengendalian terhadap pencemaran laut. Apabila dilihat dari sisi legislasi,

270 Thomas M. Kostigen, You Are Here: Exposing the Vital Link Between What We Do
and What That Does to Our Planet, (New York: Harper Collins E-Books, 2008), hal. 145.

271 MOX Plant Case (Ireland vs United Kingdom), “Dispute Concerning the MOX Plant,
International Movements of Radioactive Materials, and the Protection of the Marine Environment
of the Irish Sea,” International Tribunal for The Law of the Sea (ITLOS), 2001.

212 Etang de Berre Case (France vs European Union), “Dispute Concerning the
Discharge of Waste to the Lake of Etang de Berre,” European Court of Justice, 2007.
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Amerika Serikat telah mengantongi beberapa peraturan perundang-undangan
nasional yang dibuat oleh lembaga perlindungan lingkungan mereka melalui
EPA (Environmental Protection Agency) yang mengatur mengenai pencemaran
laut akibat dumping, tumpahan minyak dan beberapa pengaturan lainnya yang
mengancam pencemaran laut?’”® Amerika Serikat memiliki National
Environmental Policy Act 1969 (NEPA)** yang menjadi tolak ukur peraturan
perundang-undangan nasional mengenai hukum lingkungan. Undang-undang ini
tidak dibuat oleh EPA dan menjadi cikal bakal lahirnya EPA itu sendiri. Khusus
mengenai pencemaran laut dari land-based sources, undang-undang yang
menangani permasalahan tersebut adalah Clean Water Act 1972 (CWA)?7> yang
dibuat setelah lahirnya EPA. Undang-undang yang terakhir adalah Marine Debris
Research, Prevention and Reduction Act 2006 (MDPRA) yang dibuat untuk

menanggulangi polutan-polutan yang telah sampai ke laut.

3.1.1. National Environmental Policy Act 1969 (NEPA)

NEPA merupakan undang-undang pertama di Amerika Serikat yang
mengatur mengenai perlindungan lingkungan secara luas, sehingga disebut
sebagai “Magna Carta” hukum lingkungan.?’®¢ Undang-undang ini ditujukan
kepada setiap lembaga pemerintahan di Amerika Serikat dalam melakukan
“environmental impact assessment process” (EIA) terhadap setiap proyek yang
berada di bawah kewenangan masing-masing lembaga pemerintahan tersebut.?’’
Berbeda dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lahir pada awal
tahun 1970-an, NEPA tergolong sebagai undang-undang yang pendek, sederhana,
dan komprehensif yang melahirkan kebijakan-kebijakan nasional, lembaga baru

bernama Council on Environmental Quality (CEQ), dan mewajibkan lembaga-

273 http://www.epa.gov/lawsregs/laws/, diunduh 15 Mei 2012.

274 Amerika Serikat (I), National Environmental Policy Act, 42 U.S.C. §4321 et seq.
(1969).

275 Amerika Serikat (IT), Clean Water Act, 33 U.S.C. §1251 et seq. (1972).

276 Council of Environmental Quality (Executive Office of the President), “A Citizen’s
Guide to the NEPA: Having Your Voice Heard,” (Desember 2007), hal. 7.

277 Amerika Serikat (I), Pasal 102.
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lembaga pemerintah untuk melakukan EIA terhadap proyek-proyek yang
memiliki dampak besar terhadap lingkungan.?’®

NEPA terbagi menjadi 3 bagian penting, yaitu deklarasi kebijakan
nasional lingkungan,?”® pembentukan ketentuan tindakan memaksa lembaga-
lembaga pemerintahan dalam menegakan tujuan dan kebijakan undang-
undangan,? serta pembentukan CEQ di Kantor Eksekutif Preisden.?8!

Deklarasi kebijakan nasional lingkungan yang dibawa oleh NEPA,
berbunyi sebagai berikut: 282

To declare national policy which will encourage productive and enjoyable
harmony between man and his environment; to promote efforts which will
prevent or eliminate damage to the environment and biosphere and stimulate
the health and welfare of man, to enrich the understanding of the ecological
systems and natural resources important to the Nation....

Dari deklarasi tersebut, NEPA bertujuan untuk menjembatani kepentingan
manusia dan lingkungan sehingga keduanya dapat berjalan bersamaan tanpa
harus merugikan salah satunya. Selain itu, NEPA juga menginginkan masyarakat
Amerika Serikat untuk lebih menyadari pentingnya perlindungan lingkungan
melalui informasi-informasi dan pengetahuan mengenai lingkungan.

Bagian kedua dari NEPA dapat dipenuhi melalui apa yang disebut dengan
NEPA Process, dimana di dalam proses tersebut terdapat beberapa tingkatan yang
harus dilalui oleh lembaga-lembaga pemerintahan terkait dalam pemberian izin
proyek yang dapat menimbulkan efek signifikan terhadap lingkungan yang
disebut dengan Environmental Impact Statement (EIS). Tingkatan-tingkatan yang
harus dilakukan adalah Categorical Exclusion (CE), Environmental Impact
Assessment (EIA) dan Finding of No Significant Impact (FONSI).

CE merupakan kategori tindakan yang secara individu atau kumulatif

tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan hal ini didasari

218 Alvin L. Alm, “NEPA: Past, Present, and Future,” EPA Journal (Januari-Februari
1988), dapat diunduh pada http://www.epa.gov/aboutepa/history/topics/nepa/01.html.

279 Amerika Serikat (I), Pembukaan dan Pasal 101.
280Tbid., Pasal 102-Pasal 104.
2811bid., Pasal 201-Pasal 209.

282 Ibid., Pembukaan.
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pada penemuan sebelumnya yang ditemukan oleh lembaga pemerintahan
menyatakan bahwa tindakan tersebut memiliki efek terhadap lingkungan,
sehingga tidak diperlukan adanya penilaian dan pernyataan dampak
lingkungan.?®3 Akan tetapi, CE yang dimiliki oleh satu lembaga pemerintahan
tidak dapat digunakan oleh lembaga pemerintahan yang berbeda. Apabila suatu
proyek tidak termasuk ke dalam CE, tingkatan selanjutnya yang harus dilewati
adalah EIA, dimana EIA dimaksudkan untuk menentukan adanya efek
lingkungan yang signifikan dari sebuah proyek dan mencari cara lain agar dapat
memenuhi tujuan dari undang-undang.?®* Isi dari EIA ada tiga, yaitu bukti dan
analisis secara umum yang menentukan harus atau tidaknya sebuah proyek
diberikan EIS, bantuan pemenuhan kriteria NEPA apabila tidak diperlukan EIS,
serta memfasilitasi persiapan EIS apabila diperlukan.?® EIA kemudian
disimpulkan dan menjadi bagian dari FONSI, apabila tidak ditemukan adanya
alasan yang dapat menimbulkan efek yang signifikan dari dilakukannya proyek
tersebut, atau EIA menjadi bagian dari EIS yang menunjukan adanya efek yang
signifikan terhadap lingkungan.?8¢

Lembaga yang mengawasi jalannya tingkatan-tingkatan tersebut adalah
CEQ yang berada di bawah kewenangan presiden. CEQ sebenarnya lahir dari
Employment Act 1946, namun kewenangannya ditambah untuk mengawasi
jalannya pemberian EIS dan posisinya yang berada langsung di bawah presiden
diberikan melalui NEPA. Walaupun CEQ tidak memiliki kewenangan untuk
memaksakan ketentuan undang-undangnya, CEQ diharuskan menjadi salah satu
lembaga yang diikutsertakan dalam pemberian EIS.

Secara umum, NEPA telah memberikan awal yang cukup baik bagi

perkembangan hukum lingkungan di Amerika Serikat dan menjadi cikal bakal

283 Amerika Serikat (III), CEQ NEPA Regulations, 40 C.F.R. § 1508.4.

284 Council of Environmental Quality (Executive Office of the President), “A Citizen’s
Guide to the NEPA: Having Your Voice Heard,” hal. 11.

285 Amerika Serikat (IIT), 40 C.F.R. § 1508.9.

28 Amerika Serikat (IV), Government Printing Office Electronic Information
Enhancement Act of 1993, 44 U.S.C. §§ 4101-4104.

287 Amerika Serikat (V), Employment Act 1946.
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lahirnya banyak peraturan perundang-undangan terkait lingkungan yang lebih
spesifik, seperti misalnya CWA pada tahun 1972. Laporan tahunan yang dibuat
oleh CEQ tetap menjadi laporan tahunan yang terbaik dalam menanggapi isu-isu
lingkungan terkini dan berhasil mengubah cara berpikir pemerintahan negara-

negara bagian di Amerika Serikat.

3.1.2. Clean Water Act 1972 (CWA)

Undang-undang ini sebelumnya bernama Federal Water Pollution Control
Act pada tahun 1948 yang kemudian diperbaharui dengan menambah ruang
lingkupnya pada tahun 1972 dan berganti nama menjadi Clean Water Act yang
kita ketahui sekarang.?®® Pembaharuan yang dilakukan oleh Pemerintah
dikarenakan meningkatnya perhatian publik Amerika Serikat akan permasalahan
lingkungan. Pada tahun 1972, CWA dibuat dengan tujuan merestorasi dan
mengelola limbah kimia, limbah padat, dan biological integrity dari air nasional,
dimana tujuan ini kemudian ditambahkan pada pertengahan tahun 1983 (perairan
yang dapat digunakan untuk berenang dan pemancingan) dan pada tahun 1985
(penekanan tingkat pembuangan polutan hingga nol persen).?®

CWA terbagi menjadi 6 bagian, yaitu program dan penelitian terkait
CWA, persyaratan pembangunan alat pengelolaan air, ketentuan baku dan
pelaksanaannya, pemberian surat izin, ketentuan umum, dan pemberian bantuan
dana dari pemerintah negara bagian untuk pembangunan dan pengelolaan saluran
pembuangan limbah. Pada awalnya, undang-undang ini mengharuskan
pemerintahan di semua negara bagian untuk menggunakan pendekatan dengan
prinsip “best practicable control technology” (BPT) untuk membersihkan limbah
buangan yang mana diberikan tenggat waktu sampai dengan tahun 1988.2%
Dengan terpenuhinya tenggat waktu tersebut, pemerintah pusat pun kemudian

menaikan ketentuan baku mereka mengenai prinsip yang digunakan dalam

288 hittp://www.epa.gov/lawsregs/laws/cwa.html, diunduh 15 Mei 2012.

289 Claudia Copeland, “Clean Water Act: A Summary of the Law,” Congresional
Research Service (23 April 2010): 2.

2901bid, hal. 2-3.
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pendekatan menjadi “best available technology” (BAT) yang sesuai dengan
tingkat ekonomi masing-masing negara bagian untuk tidak hanya pembersihan
limbah buangan, namun juga pengendalian zat-zat beracun dan berbahaya.?’!
Keputusan ini dilakukan pada tahun 1989, satu tahun setelah terpenuhinya prinsip
BPT di hampir 80% dari semua negara bagian pada saat itu.>*?

CWA kemudian mewadahi beberapa program untuk mendukung tujuan
dari CWA itu sendiri, seperti:

a) National Water Quality Assessment (NAWQA) yang memberikan
informasi-informasi terbaru mengenai kualitas air di Amerika Serikat
melalui penelitian jangka panjang dan jangka pendek;>%3

b) National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) yang
menangani permasalahan pemberian izin terhadap industri-industri yang
sistem pembuangannya ditujukan langsung ke air tanah,?*

c) Water Quality Criteria yang memberikan informasi mengenai kriteria
untuk kualitas air secara akurat berdasarkan penilaian ilmiah terhadap
konsentrasi polutan dan efeknya terhadap kesehatan lingkungan dan
manusia.’>  Kriterianya dibagi menjadi dua, yaitu kriteria yang
menunjukan efeknya terhadap kehidupan laut dan terhadap kehidupan
manusia.’’® Bedanya dengan NAWQA terletak kepada lembaga yang
menaunginya, dimana NAWQA berada di bawah United States
Geological Survey,”®’ sedangkan program ini berada di bawah naungan

lembaga Environmental Protection Agency.

291 Amerika Serikat (IT), Pasal 301 (2) (A).
292 Claudia Copeland, “Clean Water Act: A Summary of the Law,” hal. 3.

293 Gary L. Rowe, et. al., “Design of Cycle 3 of the National Water-Quality Assessment
Program, 2013-2023: (Part 1: Framework of Water-Quality Issues and Potential Approaches),”
United States Geological Survey (2010): 1.

294 http://cfpub.epa.gov/npdes/, diunduh 15 Mei 2012.

295 http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/current/2004-table-fs.cfim, diunduh
15 Mei 2012.

29 http.//water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/criteria/index.cfim, diunduh 15 Mei
2012.

297 http://water.usgs.gov/nawqa/, diunduh 15 Mei 2012.
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d) Pretreatment of Wastewater (Khusus untuk aktivitas industrial)
menggunakan Compliance Monitoring yang diterapkan dengan
mendirikan infrastruktur seperti Publicly Owned Treatment Works
(POWTs) yang mengumpulkan limbah dari aktivitas rumah tangga dan
industrial ke dalam rangkaian pipa yang kemudian dibersihkan dari
kontaminasi zat-zat berbahaya oleh POWTs sebelum dibuang ke laut.2%%

e) Municipal Storm Water yang mengkombinasikan tiga hal, yaitu
penggunaan sistem pembuangan air luapan hujan yang membawa limbah
rumah tangga dan limbah industrial yang terintegrasi, rangkaian pipa yang
mengalirkan air-air luapan akibat badai, kerusakan sistem, dan
pengrusakan secara disengaja ke dalam saluran-saluran pipa menuju
POWTs, serta program yang mengawasi pemenuhan dua hal tersebut
terhadap pemerintah negara bagian.

Selain program-program di atas, terdapat pula program-program lainnya
yang menjadi bagian dari CWA, namun tidak terkait dengan land-based sources.

Undang-undang ini memiliki konsep yang keras, dimana semua
pembuangan yang langsung ditujukan ke perairan nasional merupakan tindakan
yang melanggar hukum, sehingga lebih dari 65000 pembuangan industrial dan
lainnya harus mendapatkan izin dari EPA melalui Program NPDES.?? Tindakan
ekstrim yang diambil oleh pemerintah ini dilakukan untuk memenuhi tujuan dari
dibuatnya CWA itu sendiri, dimana salah satunya adalah penekanan jumlah
pembuangan limbah berbahaya ke perairan nasional hingga nol persen.3%
Pemberian izin ini merupakan pengerucutan dari ketentuan-ketentuan
sebelumnya, sehingga adanya ruang untuk melakukan penyimpangan menjadi
lebih sempit. Peran dari penggunaan BPT adalah untuk mengeliminasi unsur-

unsur land-based sources yang masih konvensional, seperti bakteria dan

298 http://www.epa.gov/compliance/monitoring/programs/cwa/wastewater.html, diunduh
15 Mei 2012.

299 Amerika Serikat (II), Pasal 402 (a) (1).
300Tbid., Pasal 101 (a).
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organisme-organisme yang mengkonsumsi oksigen.’"! Kemudian BAT diterapkan
untuk mengeliminasi unsur-unsur land-based sources yang berbahaya dan
memiliki potensi pencemaran yang tinggi, seperti logam berat, pestisida, dan zat
kimia organik lainnya.3?2 Untuk menambahkan ketentuan yang sepertinya sudah
mencakup seluruh unsur-unsur pencemaran yang dapat mencemari perairan
nasional, undang-undang melalui EPA mengeluarkan daftar 65 kelas dan kategori
bahan kimia beracun atau yang disebut dengan “priority list”.3%

CWA selain itu juga memberikan kerangka kerja tata cara penggunaan
dan pembuangan limbah cair, serta kerangka kerja pengendalian pembuangan
limbah3%* dari land-based sources ke laut,>®> dimana terdapat undang-undang
tersendiri yang mengatur mengenai negara-negara lain yang membuang
limbahnya ke perairan nasional3%.

Tidak dapat dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam CWA
ini dapat mengakibatkan sanksi yang cukup berat, dimana EPA dapat mengajukan
gugatan kepada pihak yang dianggap telah melanggar izin yang telah
diberikan.?%” Apabila diputuskan pihak tersebut bersalah oleh pengadilan, pihak
tersebut akan dikenakan denda sebesar $25000 sampai dengan $250000 yang
dapat ditambah dengan 15 tahun di penjara.3® Walaupun begitu, EPA juga
memiliki kewenangan untuk memberikan denda administrasi dengan jumlah yang
lebih kecil untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif. Selain itu,
pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai baku ketentuan
baku dan pembatasan limbah efluen tidak hanya EPA saja, namun masyarakat

diperbolehkan untuk mengajukan gugatan kelompok.

301 Claudia Copeland, “Clean Water Act: A Summary of the Law,” hal. 6.
302 Amerika Serikat (II), Pasal 307 dan Pasal 402

303Tbid., Pasal 216 dan Pasal 604.

304Tbid., Pasal 405.

305Tbid., Pasal 403.

306 Amerika Serikat (III).

307 Claudia Copeland, “Clean Water Act: A Summary of the Law,” hal. 6.
308 Amerika Serikat (II), Pasal 311.
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3.1.3. Marine Debris Research, Prevention and Reduction Act 2006
(MDPRA)

NEPA memberikan batu loncatan bagi peraturan perundang-undangan
nasional Amerika Serikat terkait dengan permasalahan lingkungan, sedangkan
CWA memberikan perlindungan terhadap kualitas air dari pencemaran-
pencemaran yang timbul dari pembuangan infrastruktur-infrastruktur darat.
Berbeda dengan kedua undang-undang tersebut, MDPRA menangani hal yang
lebih khusus dari NEPA, namun tidak sama dengan ketentuan yang diatur di
dalam CWA. MDPRA mendirikan program-program untuk membantu
mengidentifikasi, menentukan sumber, menilai, mengurangi dan mencegah
serpihan-serpihan sampah laut (marine debris) dan dampak negatifnya terhadap
lingkungan laut dan keselamatan navigasinya.’? Berbeda dengan CWA yang
memberikan perlindungan di hulu permasalahan pencemaran laut land-based
sources, MDPRA dimaksudkan untuk memberikan perlindungan di hilir
permasalahan. Marine debris yang mencemari lingkungan laut tidak hanya
bersumber dari laut itu sendiri, namun juga sumber-sumber dari darat,3!? sehingga
ketentuan di dalam undang-undang ini melengkapi ketentuan di dalam CWA
dalam memerangi pencemaran yang dapat mempengaruhi lingkungan laut.

Marine debris di dunia didominasi oleh plastik, kaca, sterofoam, karet,
dan sampah-sampah yang dihasilkan dari aktivitas perkapalan, dimana plastik
mendominasi sebanyak 60% sampai dengan 80% dari total seluruh marine debris
tersebut.’!! Hal ini tidak jauh berbeda dengan situasi yang dialami di Amerika

Serikat.>!> MDPRA mengatasi permasalahan ini dengan tiga cara, yaitu:

309 Amerika Serikat (VI), Marine Debris Research, Prevention and Reduction Act, 33
U.S.C. §1951-1958 et. seq. (2006), Pasal 2 (1).

310 National Oceanic and Atmospheric Administration, “2008-2009 Progress Report on
the Implementation of the Marine Debris Research, Prevention, and Reduction Act”, (Silver
Spring, 2010), hal. 3.

311 U.S. Environmental Protection Agency, “Marine Debris in the North Pacific (A
Summary of Existing Information and Identification of Data Gaps,” (San Francisco, 2011), hal. 1.

312 Susan L. Dautel, “Transoceanic Trash: International and United States Strategies for
the Great Pacific Garbage Patch,” Golden Gate University Law Journal Vol. 3, Issue 1 (2009):
182.
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a) Program pencegahan dan pembersihan marine debris melalui National
Oceanic and Atmospheric Administration®'3 (NOAA) dalam meningkatkan
kemampuannya menelusuri mengurangi efek dari marine debris;>'*

b) Mendorong U.S. Coast Guard melaksanakan, merubah dan memperluas
ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk
mengurangi marine debris;}!3

¢) Menambahkan tugas dari [Interagency Marine Debris Committee’'®
(IMDC), yaitu memfasilitasi kerjasama internasional serta memberikan
nasehat-nasehat kepada Kongres, dimana IMDC diharuskan untuk
memberikan laporan setiap tahunnya terkait dampak yang diberikan oleh
marine debris terhadap ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat.3!”
Seperti yang telah peneliti ungkapkan sebelumnya, undang-undang ini

menangani permasalahan pencemaran laut dari /and-based sources di hilir,
sehingga program-program yang diajukan pun ditujukan untuk menanggulangi
marine debris yang telah sampai di laut.
Lembaga pertama yang diberikan kewenangan oleh MDPRA adalah
NOAA yang memiliki program-program sebagai berikut:3!®
a) Research, Assessment and Understanding adalah program yang menilai

dan mengidentifikasi marine debris, dimana mengingat sumber dari

3 “NOAA merupakan lembaga yang memberikan informasi prakiraan cuaca,
peringatan badai, pemantauan iklim untuk pengelolaan perikanan, melakukan restorasi pantai,
mengkaji keadaan lingkungan dan hal-hal lain terkait kelautan, dan mendukung perdagangan

laut,” http://www.noaa.gov/about-noaa.html, diunduh 3 Juni 2012.

314 Jane Hetherington, et. al., “The Marine Debris Research, Prevention and Reduction
Act: A Policy Analysis,” (New York: Columbia University, 2005), hal. 6.

315 Tbid.

316 “IMDC merupakan badan perantara yang bertanggung jawab atas pengembangan dan
perekomendasian pendekatan komprehensif dan multi-disiplin untuk mengurangi dampak dan
sumber dari marine debris dari lingkungan laut nasional, sumber daya alam, keamanan
masyarakat, dan ekonomi. IMDC memastikan koordinasi antar lembaga-lembaga federal yang
menangani marine debris baik secara nasional maupun internasional, begitu pula dengan
merekomendasikan prioritas penelitan, pemantauan teknis, program pendidikan, dan aksi resmi
dari lembaga-lembaga federal tersebut,” http://marinedebris.noaa.gov/about/imdcc.html, diunduh
3 Juni 2012.

317 Jane Hetherington, et. al.,, hal. 6-7.

318 National Oceanic and Atmospheric Administration, “2008-2009 Progress Report on
the Implementation of the Marine Debris Research, Prevention, and Reduction Act”, hal. 16-21.
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marine debris begitu luas, sehingga salah satu cara penanggulangannya
adalah untuk mengetahui dari mana marine debris tersebut dibuang. Cara
untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan metode “mapping,
modeling and tracing marine debris technologies”,'° dimana selain untuk
mengetahui sumber dari marine debris itu sendiri, metode ini juga dapat
digunakan untuk mengetahui dampaknya terhadap lingkungan laut;32°

b) Removal and Recycling adalah program untuk membantu pemindahan
marine debris dalam ukuran besar yang sulit untuk dibersihkan
masyarakat setempat. Marine debris dalam ukuran besar tersebut
kemudian didaur ulang menjadi energi oleh pembangkit listrik yang dapat
membakarnya dengan aman;

c) Prevention, Education and QOutreach adalah program peningkatan
kesadaran di tingkat masyarakat dan regulator mengenai pengertian dan
permasalahan marine debris, visi dan misi dari NOAA, dan program-
program yang ada di dalam NOAA, sehingga NOAA menjadi pusat
informasi terpercaya terkait dengan marine debris;

d) Partnerships adalah program yang mendorong adanya kerjasama pada
tingkatan yang berbeda dengan entitas yang berbeda untuk memastikan
upaya di daerah tertentu dilakukan pada tingkat yang paling efektif.
Secara internasional, NOAA kini sedang bekerjasama dengan Republik
Korea dan secara nasional, NOAA kini sedang bekerjasama dengan
Ocean Conservancy and the National Marine Sanctuary Foundation.

U.S. Coast Guard mengemban tanggung jawab yang lebih ringan
dibandingkan dengan tanggung jawab yang diemban oleh NOAA. U.S. Coast

Guard memiliki program-program sebagai berikut:3?!

319 “Teknologi yang digunakan adalah (1) penggunaan global positioning system (GPS)
oleh U.S. Coast Guard (2) Remotely Operated Vehicle (ROV) yang menggunakan kamera bawah
laut (3) Ocean Surface Currents Simulation (OSCURS) untuk memperkirakan arus laut dan
ombak yang membawa marine debris dan (4) National Marine Debris Program (NMDMP) yang
memberikan hasil penelitian paling komprehensif mengenai marine debris yang bersumber dari
land-based sources,” Jane Hetherington, et. al., hal. 18-19.

320 Amerika Serikat (IV), Pasal 3 (b) (1).

321 National Oceanic and Atmospheric Administration, “2008-2009 Progress Report on
the Implementation of the Marine Debris Research, Prevention, and Reduction Act”, hal. 23-28.
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a) Compliance and Enforcement yang diterapkan dalam bentuk Ship-
Generated Garbage: Waste Reception Facilities dan Shipboard
Compliance and Enforcement yang memastikan kapal-kapal beserta
pelabuhan-pelabuhan mengelola tempat pembuangan sampah dan plastik
dengan baik, serta membandingkan kelengkapan data-data kapal dengan
ketentuan pelabuhan;22
b) Debris Removal adalah program yang dijalankan untuk membersihkan
sampah-sampah yang ditinggalkan dan terbengkalai yang letaknya dekat
dengan wilayah kelautan Amerika Serikat berkaitan dengan pencegahan
dan mitigasi terkait insiden pencemaran, contohnya pembersihan marine
debris setelah badai Katrina dan Rita serta pembersihan saluran air di
Louisiana dan Mississippi;
¢) Program kerjasama antar lembaga yang dilakukan dengan NOAA, Army
Corps of Engineers, dan Department of Defensive Dive Programs.
Di satu sisi, pemberian tugas-tugas tersebut kepada U.S. Coast Guard merupakan
kebijakan yang tepat karena badan tersebut telah ada sejak lama sehingga telah
memiliki anggota yang kompeten dalam mengimplementasikan ketentuan
undang-undang. Akan tetapi, hal tersebut juga merupakan bumerang dalam
pelaksanaannya karena badan tersebut juga memiliki tanggung jawab atas
program-program lainnya yang telah ada lebih dulu.3?3

Hal terakhir yang diusung di dalam undang-undang ini adalah keberadaan
IMDC yang menjembatani pemberian informasi-informasi antar badan
pemerintah dan memberikan laporannya kepada Kongres, Komite Perdagangan,
[lmu Pengetahuan dan Transportasi Senat, serta Komite Sumber Daya di Dewan
Perwakilan.??# Salah satu tugas utama dari keberadaan IMDC adalah mendorong

lembaga-lembaga di pemerintahan untuk membuat program-program terkait

322 Jane Hetherington, et. al., hal. 20.
323 Jane Herthington, et. al., hal. 23.
324 Amerika Serikat (IV), Pasal 5.
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permasalahan marine debris.>?> Terdapat empat hal yang menjadi topik utama
dalam pembuatan program-program tersebut, yaitu:3%
a) Program pencegahan marine debris melalui pendidikan, penyuluhan,
pembuatan regulasi dan kebijakan, serta insentif;
b) Program yang memberikan respon terhadap marine debris yang sudah ada
di lingkungan laut Amerika Serikat melalui pengimplementasian
peraturan dan pembersihan; dan
c) Penelitian dan peningkatan teknologi untuk dapat mengetahui tindakan
selanjutnya, mengurangi ketidakefisienan data, mengurangi material-
material memasuki lingkungan Amerika Serikat dan dampak terhdap
mitigasi;
Dalam prakteknya, timbul kebingungan dalam pembagian kewenangan. NOAA
memiliki kewenangan untuk mengembangkan tata cara pemberian izin penelitian
organisasi-organisasi independen dan NOAA diharuskan untuk berkoordinasi
dengan IMDC dalam pembuatannya.’?’” Akan tetapi, undang-undang tidak
memberikan pembagian tanggung jawab yang jelas perihal ini, sehingga sulit
untuk menentukan kepentingan siapa yang lebih diprioritaskan dan prioritas siapa

yang tidak.

3.2. Inggris

Lingkungan laut Inggris terus mendapatkan tekanan dari keberadaan
manusia, dimana manusia semakin berusaha untuk memanfaatkan barang dan
jasa yang diberikan oleh laut. Beberapa aktivitas manusia di laut telah
berlangsung selama bertahun-tahun seperti penangkapan ikan komersial dan
pembuangan limbah ke laut dari beberapa sumber, namun di sisi lain juga ada
peningkatan yang dilakukan seperti pengembangan pembangkit listrik

menggunakan tenaga angin dan skema pembangunan dengan energi yang

325 National Oceanic and Atmospheric Administration, “2008-2009 Progress Report on
the Implementation of the Marine Debris Research, Prevention, and Reduction Act”, hal. 4.

326 Ibid.
327 Jane Herthington, et. al., hal. 25.
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terbarukan.3?® Kadangkala kerusakan dapat terjadi melalui efek kumulatif dari
beberapa kegiatan dan bukan dari satu kegiatan saja, dimana hal ini tergantung
kepada sifat, skala dan lokasi kegiatan tersebut, serta sejauh mana mereka
dikendalikan.3?® Terkait dengan pencemaran laut yang berasal land-based
sources, Inggris merupakan negara yang tidak terlalu besar, namun sebanyak
33.500 tempat di Inggris membutuhkan pembersihan dari pencemaran tersebut.33°
Selain itu, limbah juga dapat bermigrasi dari lokasi yang tercemar tersebut ke
wilayah negara tetangga, seperti yang terjadi di dalam the MOX Plant Case
terhadap Republik Irlandia.?3!

Inggris merupakan negara kesatuan dengan empat negara bagian, yaitu
Inggris itu sendiri, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, dimana Inggris,
Skotlandia dan Wales yang termasuk ke dalam kategori Britania Raya. Hal inilah
yang membuat Inggris memiliki nama asli United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland.>*> Inggris memberikan, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara
pemerintahan administratif tersendiri, dimana otonomi yang diberikan kepada
Inggris baru diberikan pada tahun 2000 ketika rakyat London memilih Gubernur
dan kabinetnya yang disebut dengan the Greater London Authority.?3* Walaupun
pembagian kekuasaan diberikan kepada masing-masing wilayah, pemerintah
pusat tetap memegang peranan penting dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan dengan ruang lingkup nasional. Terkait dengan kasus yang akan
dibahas pada Bab IV, yaitu the MOX Plant Case, maka undang-undang yang akan
dibahas pada bagian akan terkait dengan ruang lingkup negara bagian Inggris dan

Wales.

328 http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/threats/default.aspx, diunduh 16
Mei 2012.

329 1bid.

330 http.//www.environmentlaw.org.uk/rte.asp?id=30, diunduh 16 Mei 2012.

31 MOX Plant Case (Ireland vs United Kingdom), “Dispute Concerning the MOX Plant,
International Movements of Radioactive Materials, and the Protection of the Marine Environment
of the Irish Sea.”

332 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_en.htm,
diunduh 16 Mei 2012.

333 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.number10.gov.uk/Page823,
diunduh 16 Mei 2012.
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3.2.1. Environmental Protection Act 1990

Peraturan perundang-undangan di Inggris terkait lingkungan pada tahun
1970-an dan 1980-an lebih condong kepada peraturan yang bersifat informal,
reaktif dan seringkali sebagai hasil negosiasi antara pemerintah dan aktor
industri.3** Permasalahan pelepasan polusi ke udara, air dan tanah diatur pada
peraturan perundang-undangan yang terpisah. Hal ini kemudian berubah pada
tahun 1990, dimana pada tahun tersebut lahirlah Environmental Protection Act
1990 yang memperkenalkan konsep [Integrated Pollution Control (IPC) yang
ditujukan untuk mengurangi efek merusak dari bahan-bahan hasil pembuangan
terhadap lingkungan.’* TPC kemudian berkembang menjadi Integrated Pollution
Prevention and Pollution (IPPC) dan diadopsi di dalam kebijakan Uni Eropa
yang akan dijelaskan pada sub-bagian berikutnya. Undang-undang ini telah
mengalami banyak perubahan perihal ruang lingkup yang lebih luas dan lembaga
yang diberikan kewenangan dalam mengelola lingkungan. Oleh karena itu,
peneliti akan memberikan ketentuan yang terbaru pada bagian-bagian yang
dilakukan perubahan.

Definisi limbah dalam undang-undang ini dibagi menjadi dua, yaitu
definisi limbah secara umum?3® dan definisi limbah secara khusus di bawah nama
limbah yang terkontrol*”. Lingkungan yang terpengaruh oleh pencemaran
tersebut tidak terbatas di darat saja, dimana pada Pasal 29 ayat 2 dijelaskan
mengenai ruang lingkup lingkungan sebagai darat, air, dan udara.’*® Undang-

undang ini menekankan kepada tempat pengelolaan atau penyimpanan limbah

34 Andrew Jordan, et. al., “Policy Innovation or ‘Muddling Through’? ‘New’
Environmental Policy Instruments in the United Kingdom,” ‘New’ Instruments of Environmental
Governance? National Experiences and Prospects (London: Frank Class & Co. Ltd., 2003): 173.

335 Parliamentary Office of Science and Technology, “Environmental Policy and
Innovation,” Postnote (Januari 2012, Nomor 212), hal. 1.

36 “Limbah adalah setiap bahan atau objek dalam kategori yang sangat luas yang
ditetapkan di dalam Schedule 2B,” Inggris (I), Pasal 75 (2).

37 “Limbah terkontrol adalah limbah rumah tangga, limbah industri dan limbah
komersial atau limbah lainnya yang sejenis,” Ibid., Pasal 75 (4).

3381bid., Pasal 29 (2).
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terkontrol maupun limbah ekstratif>3° hasil pengelolaan di permukaan tanah, di
bawah air, maupun di bawah permukaan tanah.’¥ Bahaya yang ditimbulkan dari
pembuangan limbah tersebut dikategorikan sebagai bahaya bagi kesehatan
organisme atau yang merupakan bagian dari sistem ekologi dan dalam hal efek
yang ditimbulkan terhadap manusia, bahaya tersebut ditujukan kepada salah satu
indera atau merugikan harta bendanya, sedangkan perihal hal-hal yang tidak
membahayakan merupakan kebalikan dari definisi bahaya tersebut.3#!

Pada tahun 1995, ditambahkan ke dalam undang-undang ini mengenai
kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani limbah melalui
National Waste Strategies for England and Wales, and Scotland ?**> dimana ‘waste
collection authority’ diharuskan mengambil limbah rumah tangga dengan cara
membangun pipa-pipa, saluran air, dan infrastruktur lainnya untuk dapat
dikelola.3® ‘Waste collection authority’ harus menyalurkan limbah-limbah yang
telah dikumpulkannya kepada ‘waste disposal authority’ untuk didaur ulang atau
dikelola.’* Pemegang tanggung jawab dari kedua otoritas tersebut adalah
pemerintah daerah, namun yang berbeda hanyalah kewenangannya saja yang
diberikan kepada dua badan yang berbeda. Pada tahun 2010, ‘waste collection
authority’ di negara bagian Inggris diharuskan memiliki dua jenis tempat
pendaurulangan limbah, kecuali pengaplikasian hal ini dapat menimbulkan biaya
yang begitu besar.34 Hal ini juga diharuskan pada negara bagian Wales.34

Bagi pihak-pihak yang telah memiliki izin untuk membuang limbah (pada

umumnya limbah industri) tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-

339 “Limbah terkontrol dan limbah ekstraktif yang dikelola, disimpan, dan dideposit di
tanah dan di dalam pabrik tetap yang mengelola, menyimpan, dan mendeposit limbah tersebut,”
Inggris (I), Environmental Permitting (England and Wales) (Amendment) Regulations, S.1.
2009/1799, Schedule 2 Paragraf 1 (2) (b).

340nggris (II), Environmental Act, S.1. 1995/25, Pasal 29 (8).
3411bid., Pasal 29 (5).

3421bid, Pasal 44A-44B.

3431bid., Pasal 45 (9).

3441bid., Pasal 48-51.

345 Inggris (II1), Environmental Permitting (England and Wales) (Amendment) (No. 2)
Regulations, S.1. 2010/2172, Pasal 45A.

346 Ibid., Pasal 45B.
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tindakan diluar dari izin yang telah diberikan tersebut.*’ Pelanggaran atas izin
tersebut dapat dikenakan denda, penahanan, penyitaan barang-barang terkait
pelanggaran dan biaya pembersihan.3*® Izin tersebut diberikan oleh ‘waste
management authorities’ yang diberikan kepada masing-masing pemerintah
daerah,’*® namun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin
tersebut ditentukan oleh Sekretaris Negara.>® Ketentuan pada bagian limbah
tersebut dimaksudkan untuk menekan jumlah pencemaran yang dapat
ditimbulkan di darat, sehingga tidak mempengaruhi lingkungan lainnya, seperti
air dan udara.

Terkait permasalahan sampah, undang-undang ini tidak memperbolehkan
individu-individu untuk membuang sampah sembarangan pada tempat-tempat
yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, apabila hal ini tetap
dilakukan, maka orang tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku.31
Permasalahan limbah radioaktif juga diatur di dalam undang-undang ini, namun
kemudian lahir Radioactive Substance Act 1993 yang menggantikan ketentuan ini
dan digantikan kembali dengan Environmental Permitting (England and Wales)
Regulations 2010.3?

3.2.2. Water Resources Act 1991 (WRA)

WRA berlaku untuk wilayah Inggris dan Wales, dimana undang- undang
ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan peraturan air yang telah ada sebelumnya
mengenai sumber daya air, dimana undang-undang ini mendefinisikan tanggung

jawab Environment Agency (Badan Lingkungan Hidup) atau disingkat dengan

34T Inggris (1), Pasal 34 (1).
348 Tbid., Pasal 34A.
3491bid., Pasal 30.

3307bid., Pasal 40.

311bid., Pasal 87 (5).

352 Inggris (IV), Environmental Permitting (England and Wales) Regulations, S.1.
2010/675 Instruments.
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sebutan EA untuk mencegah pencemaran sungai dan air tanah.’>3 Undang-
Undang ini panjang dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Bentuk
pertama dari WRA lahir pada tahun 198935 Bersama-sama dengan
Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010
mengimplementasikan Konvensi OSPAR dalam melindungi kehidupan dan
lingkungan laut.3>

Ketentuan mengenai pencemaran air dituliskan di dalam Bagian III dari
Undang-Undang ini. Yang menjadi perhatian utama dari Bagian ini adalah
perlindungan yang diberikan untuk “controlled waters”*° dan klasifikasi-
klasifikasi yang salah satunya atau lebih dipenuhi, seperti:3>’

a) persyaratan umum yang sesuai dengan tujuan dari klasifikasi ini;

b) persyaratan khusus mengenai zat-zat yang harus ada di dalam air dan zat-
zat yang seharusnya tidak ada di dalam air atau seharusnya ada di dalam
air;

¢) persyaratan khusus untuk karakteristik lain dari perairan tersebut.

Bagi pihak-pihak yang ingin membuang air limbahnya langsung ke air
permukaan, seperti sungai besar, sungai kecil, kanal, air tanah dan air laut
diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut, namun dibutuhkan izin dari EA.338
Pemberian izin tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-
pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Undang- Undang, terutama yang
bersangkutan dengan ketentuan “controlled waters”. Tindakan-tindakan yang

dianggap sebagai pelanggaran adalah:3>°

353 RRC Training (I), “Water Resources Act 1991,” RRC Environmental Health & Safety
Law
& Case Law Guide (London, 2010): 170.

354 http://www.coastlaw.uct.ac.za/iczm/notes/note6.htm, diunduh 16 Mei 2012.
355 Ibid.

336 “Perairan teritorial yang relevan, perairan pesisir, inland freshwaters (termasuk danau
dan kolam) dan air tanah,” Inggris (II), Water Resources Act 1991, Pasal 82 (1).

35T Inggris (IT), Pasal 82 (2).

358 http://www.environment-agency.gov.uk/business/sectors/32425.aspx, diunduh 16 Mei

2012.
39 Inggris (II), Pasal 85 (1).
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a) mereka yang secara sadar mengizinkan zat-zat beracun, berbahaya atau
limbah padat dimasukan ke dalam “controlled waters”;

b) mereka yang secara sadar mengizinkan hal apapun, selain perdagangan
limbah atau limbah buangan, memasuki perairan “controlled waters”
dengan cara pembuangan melalui selokan yang bertentangan dengan
ketentuan ini;

c) mereka yang secara sadar menyebabkan atau mengetahui adanya
pemberian izin pembuangan limbah efluen untuk dibuang ke “controlled
waters” dan pipa yang ditujukan ke batas luar laut;

d) mereka yang secara sadar mengizinkan pembuangan limbah efluen dari
infrastruktur menuju tanah dan danau atau kolam.

Sanksi yang diberikan apabila pelanggaran ini dilakukan dapat berupa
sanksi administratif maupun sanksi pidana.’®® Selain itu, Undang-Undang ini juga
menganut prinsip precautionary approach dan pengaturan tersendiri mengenai
area-area yang dilindungi, seperti water protection zones’%! dan nitrate sensitive
area. Inggris, seperti beberapa negara lainnya yang akan dijelaskan, memberikan
pengaturan mengenai limbah dan pembuangannya ke air permukaan sangat erat
kaitannya dengan pencemaran laut dari land-based sources karena air permukaan

tersebut pada akhirnya akan mengalir ke laut.

3.2.3. Environmental Permitting (England and Wales) Regulation 2010
(Terkait dengan Ketentuan Bahan Radioaktif)

Environmental Permitting (England and Wales) Regulation 2010 (EPR10)
merupakan instrumen undang-undang yang mengatur pemberian izin aktivitas-
aktivitas yang terkait dengan tiga hal, yaitu izin pembuangan ke air, izin
penggunaan air tanah, dan izin penggunaan dan pembuangan bahan radioaktif.362

Peraturan ini menunjukan tingkat efisiensi yang tinggi, dimana pengaturannya

360 Tbid., Pasal 85 (6).
361Thid., Pasal 92.

362 http://archive.defra.gov.uk/environment/policy/permits/2010regs.htm, diunduh 3 Juni
2012.
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tidak hanya untuk para pelaku bisnis saja, namun juga para pejabat dan pihak-
pihak terkait lainnya.3%3 Dari ketiga hal tersebut, peneliti hanya akan membahas
lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan izin pembuangan bahan radioaktif
terkait dengan kasus the MOX Plant Case yang akan dibahas oleh peneliti pada
Bab selanjutnya.

Secara umum, peraturan ini mengatur mengenai pembagian kewenangan
dalam memberikan izin lingkungan kepada perusahaan-perusahaan yang hendak
membuang limbahnya ke salah satu tempat tersebut beserta dengan persyaratan
yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk mendapatkan izin tersebut.3** Selain
itu, peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi dari akibat tindakan
pelanggaran yang dilakukan, baik oleh pengusaha maupun kelalaian yang
dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.’> Oleh karena itu, peraturan ini
dianggap cukup komprehensif.

Secara khusus, peraturan ini mengatur mengenai hal-hal terkait dengan
bahan radioaktif. Sebelum dikeluarkannya EPR10, Inggris telah mengeluarkan
dua undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai bahan radioaktif, yaitu
Radioactive Substances Act 1969 dan Radioactive Substances Act 1993 (RPA93).
Schedule 23 di dalam EPR10 dibuat untuk menggantikan seluruh ketentuan di
dalam RPA93, dimana hal ini dilakukan karena beberapa alasan, dimana salah
satunya adalah untuk memenuhi EU Directives’®  terkait dengan bahan

radioaktif,367

363 http://archive.defra.gov.uk/environment/policy/permits/change.htm, diunduh 3 Juni
2012.

364 Inggris (IV), Bab 2 Bagian 1, Bagian 2, dan Bagian 3.
365 Ibid., Bab 5 Bagian 4.

366 The Basic Safety Standards Directive (96/29Euratom); The Control of High-Activity
Sealed Sources and Orphan Sources (2003/122/Euratom).

367 “Inggris telah menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1973, walaupun Inggris tidak
mau menggunakan mata uang Euro sebagai mata uang nasional dan internasional mereka. Uni
Eropa mengharuskan negara-negara anggotanya untuk mengikuti directives yang dibuat terkait

dengan permasalahan pertanahan,” http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/
unitedkingdom/index_en.htm, diunduh 3 Juni 2012.
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Schedule 23 di dalam EPR10 memberikan definisi bahan radioaktif*¢® dan
limbah radioaktif*¢°, dimana hal ini ditentukan oleh sebuah tabel yang berisikan
kriteria-kriteria yang membedakan bahan radioaktif dan limbah radioaktif.37°
Selain kedua definisi tersebut, peraturan ini juga memberikan definisi dari
aktivitas terkait bahan radioaktif yang mana melingkupi kedua hal tersebut di atas
dan termasuk pula aktivitas pengelolaan bahan radioaktif.3’! Aktivitas semacam
itu memerlukan izin dari EA sebagai lembaga berdasarkan pedoman yang
dituliskan di dalam EPR10. Dalam hal inilah, EU Directives mulai menancapkan
ketentuan-ketentuan yang dimilikinya.

EU Directives yang pertama adalah The Basic Safety Standards Directive
yang memberikan dasar-dasar keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar
tempat radioaktif akan bahaya yang ditimbulkan dari proses ionisasi radiasi.
Operator diwajibkan untuk mengaplikasikan prinsip hukum lingkungan
internasional, yaitu Best Available Technology (BAT) terkait dengan
pembuangannya dan dampak yang ditimbulkan dari pembuangan tersebut kepada
masyarakat.>’> Standarisasi akan tingkat radiasi yang boleh dimiliki oleh masing-
masing orang yang dipancarkan radiasi diatur di dalam Bab 4 Paragraf 2,
Schedule 23. EA harus memiliki tenaga ahli untuk dapat melakukan pemeriksaan
kelayakan yang kualitas dari tenaga ahli tersebut juga ditentukan di dalam
peraturan ini.’”3

EU Directives yang kedua adalah the Control of High-Activity Sealed
Sources and Orphan Sources yang memberikan dasar-dasar keselamatan para

pekerja dari ionisasi radiasi yang timbul dari sumber radioaktif yang sangat

368 “Bahan radioaktif adalah bahan yang tidak termasuk ke dalam kategori limbah dan
memenuhi ketentuan di dalam paragraf 4, 5, dan 6,” Inggris 1V, Schedule 23, Bab 2, Paragraf 3

(D).

369 “Limbah radioaktif adalah bahan yang termasuk ke dalam kategori limbah dan
memenuhi kriteria ketentuan di dalam paragraf 4, 5, dan 6,” Ibid.

370 Tbid., Bab 3, Tabel 1 (Konsentrasi radionuclides: NORM Aktivitas Industri) dan
Tabel 2 (Konsentrasi radionuclides).

371 Tbid., Bab 2, Paragraf 11.
3721bid., Bab 4 Paragraf 1.
373 The Basic Safety Standards Directive (96/29Euratom), definisi tenaga ahli.
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tertutup (High-Activity Sealed Radioactive Sources(HASS)) dan sumber
radioaktif yang tidak diketahui pemiliknya (‘orphan sources’). Persyaratannya
diatur di dalam Schedule 23, Bab 5 yang membedakan persyaratan untuk
HASS?*7* dan ‘orphan sources’. Terkait dengan ‘orphan sources’, tanggung jawab
tersebut dibebankan kepada EA mengingat pemilih dari sumber radioaktif
tersebut tidak diketahui dan tidak diatur di dalam peraturan ini.3”>

Tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada operator saja, namun
juga dibebankan kepada pemangku kekuasaan, yaitu EA itu sendiri. EA harus
bisa memastikan bahwa pemegang dari izin tersebut mengaplikasikan hirarki
yang didefinisikan di dalam peraturan, dimana sang pemegang izin diharuskan
untuk mempersiapkan rencana pengelolaan limbah secara proporsional yang
timbul dari skenario spesifik.37¢ Selain itu, EA juga harus menginformasikan dan
menghimbau operator-operator untuk menggunakan teknologi yang bersih,
seperti yang diatur di dalam Managing Radioactive Waste Safely (MRWS) White
Paper yang dibuat pada tahun 2008 dan National Discharges Strategy 2005-2030
yang juga mendorong penggunaan BAT dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya

menegnai pembuangan limbah.37’

3.3. Perancis

Perancis sebagai salah satu negara anggota di dalam Uni Eropa (EU) telah
melakukan banyak perubahan di dalam legislasinya yang berkaitan dengan
keselamatan lingkungan. Selain karena keanggotaannya di dalam EU, Perancis

melakukan perubahan dalam hukum lingkungannya untuk menghadapi

374 “Operator HASS harus memberikan peraturan tersendiri yang dibuatnya untuk
mencegah adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap para pekerja yang bekerja dengan HASS
tersebut, dimana peraturan tersebut harus memuaskan EA, namun tidak boleh dituliskan di dalam
surat izin yang diberikan,” The Control of High-Activity Sealed Sources and Orphan Sources
(2003/122/Euratom).

375 National Counter Terrorism Security Office: Security Requirements for Radioactive
Resources, (Mei 2008)

376 Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), “Environmental
Permitting Guidance: Radioactive Substances Regulation for the Environmental Permitting
(England and Wales) Regulations 2010,” (September 2011): 18.

377 Ibid., hal. 18-25.
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industrialisasi dan pembangunan perkotaan dengan kerangka legislatif yang
komprehensif yang diterapkan di berbagai tingkat di dalam lembaga-lembaga
pemerintahan terkait. Perubahan tersebut kemudian dilakukan pada tahun 1990,
dimana perubahan tersebut melahirkan pengelolaan sumber daya alam yang
lebih efisien, pembentukan program-program baru terkait permasalahan
lingkungan, turunnya jumlah pengeluaran terkait permasalahan kesehatan
masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.’’® Saat ini, Perancis
telah berhasil mengkontrol keadaan udara yang dikeluarkan oleh aktivitas-
aktivitas industri dan keadaan pencemaran air, serta membentuk peraturan dasar
untuk sistem pengelolaan sampah yang efektif, isu-isu lingkungan terkait
pertanian dan pencemaran lingkungan yang berasal dari alat transportasi, kualitas
udara di kota besar, perluasan jaringan kawasan hutan lindung dan perlindungan
yang diberikan terhadap wilayah pesisir.37°

Perancis mencapai hal-hal tersebut melalui direktif-direktif yang
diberikan oleh EU (European Union Directives)3® yang kemudian diterapkan ke
dalam kodifikasi peraturan perundang-undangan Perancis terkait dengan hukum
lingkungan yang disebut dengan Environmental Code, dimana kodifikasi ini
terakhir kali dilakukan perubahan pada tahun 2011. Terkait dengan land-based
sources, kedua ketentuan tersebut berisikan hal-hal yang berkaitan dengan
pembuangan limbah dan pengelolaannya sebelum sampai ke laut, serta

pengelolaan air itu sendiri.

3.3.1. French Environmental Code 2010
French Environmental Code merupakan kodifikasi hukum-hukum

lingkungan di Perancis yang berisikan peraturan-peraturan terkait lingkungan

378 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), “Conclusion
and Recommendation,” dalam Environmental Performance Review of France-A Positive but
Demanding Assessement (Paris: OECD, 2005), hal. 2.

379 Tbid.

30 Environmental Impact Assessment, Integrated Pollution Prevention and

Control,Water Framework Directive, Urban Waste Water Directive, dan Waste Framework
Directive.
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dalam ruang lingkup yang luas. Pengkodifikasian ini dilakukan karena beberapa
hal, yaitu:3%!

a. berlimpahnya legislasi mengenai peraturan lingkungan, sehingga
menambah beban administrasi;

b. legislasi yang terlalu khusus dan terperinci, sehingga membebani
pengusaha dan pihak-pihak lain terkait lingkungan;

c. undang-undang sejauh ini mengatur secara fragmentaris dan acra,
sehingga tidak ada konsep sistematis dan harmonis hukum lingkungan
hidup.

French Environmental Code mencakup semua hukum lingkungan
disahkan oleh Parlemen dan semua instrumen peraturan (keputusan), dimana
semua ketentuan dan hukum disertakan sebagai pasal tertentu dari French
Environmental Code. Kode ini mencakup dua bagian, yaitu bagian legislatif,
yang meliputi semua ketentuan hukum (pasal dengan awal penulisan "L."), dan
bagian peraturan, meliputi keputusan (pasal dengan awal penulisan "R.").382
Proses kodifikasi bertujuan untuk memfasilitasi akses ke kerangka hukum, karena
hukum yang diklasifikasikan tematis dan sistematis. Penelitian ini juga mengacu
pada artikel French Environmental Code?%® Ada sekitar 60 Kode di Perancis, dan
French Environmental Code merupakan salah satu dari mereka.38

French Environmental Code mengandung prinsip-prinsip hukum
lingkungan internasional yang dituliskan di dalam ketentuan umumnya, sehingga
setiap ketentuan lainnya yang mengatur hal-hal yang lebih khusus menganut
prinsip-prinsip tersebut dalam pembuatannya. Prinsip-prinsip hukum lingkungan
internasional yang dimaksud seperti prinsip precautionary approach, prinsip

preventive action, prinsip polluter-pays, prinsip perbaikan, dan prinsip

381 Hannes Veinla, “Basic Structures of the Draft General Part of the Environmental
Code Act,” Juridica International XVII (2010): 129.

382 Armelle Guignier dan Michel Prieur, “Legal Framework for Protected Areas: France,”
IUCN-EPLP No. 81 (London, 2010): 9 (footnote).

383 Ibid.
384 www.legifrance.gouv.fr., diunduh 18 Mei 2012.
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partisipasi.3® Dalam ketentuan umum tersebut, kewajiban untuk menjaga
lingkungan tidak hanya diberikan kepada individu-individu saja, namun juga
diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dan pihak swasta untuk
memenuhi kewajiban-kewajiban yang dituliskan di dalam French Environmental
Code. 386

Terkait dengan pencemaran laut dari /and-based sources, French
Environmental Code tidak memberikan suatu ketentuan spesifik menggunakan
istilah land-based sources, namun terdapat pengaturan-pengaturan terkait
mengenai limbah dan tata cara pembuangan, serta pengelolaannya.3¥” Limbah
didefinisikan sebagai dua hal, yaitu limbah secara umum dan limbah luar biasa.
Limbah secara umum dinyatakan sebagai, “residu dari suatu proses produksi,
transformasi atau penggunaan, zat, bahan, produk atau barang yang merupakan
sisa-sisa produksi oleh pemegangnya,” sedangkan yang dimaksud dengan limbah
luar biasa sebagai, “limbah, baik yang dihasilkan atau tidak dari pengolahan
limbah, yang tidak mungkin diperlakukan dalam kondisi saat ini, terutama
melalui ekstrasi yang dapat digunakan kembali.”»%® Maka dari itu, limbah yang
kemudian akan digunakan kembali tetap tergolong ke dalam limbah dan tidak
lepas dari pengawasan Kode ini.

Sebuah aktivitas industri tidak diperbolehkan untuk mendaur ulang
sendiri [imbahnya atau membuangnya langsung ke perairan di tempat keberadaan
aktivitas industri dilakukan, kecuali tempat aktivitas industri itu dilakukan juga
merupakan tempat mendaurulang limbah-limbah lainnya yang telah diberikan
izin oleh pemerintah.*®® Limbah-limbah yang dihasilkan, baik oleh akvitivitas
industri maupun aktivitas-aktivitas land-based sources lainnya, harus dialirkan ke

tempat pendaurulangan yang telah disediakan di masing-masing daerah untuk

385 Perancis, Environmental Code, Act no. 2002-276 of 27 February 2002 Article 132
Official Journal of 28 February 2002, Pasal L110-1

386 [bid., Pasal L110-2.
387 Perancis, Environmental Code, Pasal L541-1 - Pasal L542-12.
388 Ibid., Pasal L541-1.
389 Ibid., Pasal L323-3.
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kemudian dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali atau dibuang
ke laut.

Selain melalui perantara air, Kode ini juga memberikan pengaturan
mengenai pencemaran yang menggunakan perantara udara, dimana aktivitas
industri harus dioperasikan sebaik mungkin agar tidak memproduksi emisi yang
dapat menimbulkan pencemaran udara. Penggunaan BAT juga dipakai dalam
penerapannya, sehingga adanya biaya yang lebih besar dibutuhkan untuk
mewujudkan ketentuan ini.>*°

French Environmental Code juga berisikan sanksi-sanksi yang dapat
diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam Kode ini. Sanksi
yang bisa diberikan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.
French Environmental Code juga menganut prinsip strict liability, dimana
sekalipun pihak-pihak yang telah memiliki izin untuk melakukan aktivitasnya di
suatu daerah tetap menimbulkan pencemaran, maka siapapun yang
mengoperasikannya tetap dikenakan pertanggungjawaban untuk membersihkan

efek pencemaran tersebut.

3.3.2. European Union Directives

Sebuah directives atau direktif adalah sebuah undang-undang yang
dilahirkan oleh EU yang mengharuskan negara-negara anggotanya untuk
mencapai tujuan yang diinginkan undang-undang tersebut.’®! Perancis sebagai
salah satu anggota EU3% tentunya memiliki kewajiban untuk
mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasionalnya sesuai dengan
EU Directives tersebut, walaupun negara-negara anggota tersebut memiliki

kewenangan untuk memilih bentuk dan metode tersendiri dalam

39071bid., Pasal L515-28.

31 Ralph H. Folsom, Ralph B. Lake, dan Ved P. Nanda, (ed), European Union Law After
Maastricht: A Practical Guide for Lawyers Outside the Common Market, (Hague: Kluwer Law
International, 1996), hal. 5.

392 http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm, diunduh 18 Mei 2012.
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menjalankannya.3?3 Perihal lingkungan juga tidak luput dari pandangan EU,
dimana terdapat beberapa direktif yang diberikan dan kemudian harus diterapkan
ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Terkait dengan pencemaran
laut dari land-based sources, EU mengeluarkan beberapa direktif, yaitu
Environmental Impact Assessment,’**  Integrated Pollution Prevention and
Control,3% dan Urban Waste Water Directive,®® dimana penjelasannya adalah

sebagai berikut:

3.3.1.1. Environmental Impact Assessment (E1A)

Definisi Environmental Impact Assessment (EIA) yang digunakan di
dalam EU Directives diambil dari [International Association for Impact
Assessment (1AIA), yaitu proses mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi
dan mengurangi dampak relevan biofisik, sosial dan usulan pengembangan
sebelum keputusan besar atau komitmen yang diambil. ¥’ EIA dibuat untuk
memenuhi beberapa tujuan, yaitu:3%8

a. untuk memastikan bahwa pertimbangan lingkungan secara eksplisit
ditangani dan dimasukkan ke dalam pengembangan proses pengambilan
keputusan;

b. untuk mengantisipasi dan menghindari, mengurangi atau mengimbangi
dampak buruk yang signifikan serta relevan terhadap keadaan biofisik,
sosial dan hal-hal lain di dalam proposal pembangunan;

c. untuk melindungi produktivitas, kapasitas alam, dan proses ekologi

sehingga dapat mempertahankan fungsi mereka masing-masing; dan

393 European Council (1), Treaty Establishing the European Community (EC), Official
Journal C 224, 31/08/1992 P. 0065, Pasal 288.

3% European Council (IT), Environmental Impact Assessment, Council Directive 85/337/
EEC of 27 June 1985.

395 European Council (IIl), Integrated Pollution Prevention and Control, Directive
2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008.

3% European Council (V), Urban Waste Water Directive, Council Directive 91/271/EEC
of 21 May 1991.

37 1AIA, Principles of Environmental Impact Assessment Best Practice, (Lincoln: TAIA,
1996), hal. 2.

398 Ibid., hal. 3.
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d. untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan,
mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan peluang manajemen.

Di dalam EU sendiri, prosedur wajib dan pilihan untuk menilai dampak
lingkungan, dimana analisa dampak lingkungan tersebut dikenal sebagai EIA
yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 dan diubah pada tahun 1997.
Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2003, setelah EU menandatangani
Konvensi Aarhus pada tahun 1998.3% Ada tujuh area kunci yang harus
diperhatikan di dalam EIA menurut EU, yaitu deskripsi proyek,*?? alternatif cara
yang dipertimbangkan,*’! deskripsi keadaan lingkungan yang akan digunakan,*0?
deskripsi mengenai dampak signifikan terhadap lingkungan,*®3 mitigasi,*04
ringkasan hal-hal non-teknis,*% dan kesulitan hal-hal teknis*%.

Apabila dikaitkan dengan pengendalian /land-based sources, EIA
merupakan salah satu cara pencegahan yang baik, dimana setiap proyek-proyek
yang dapat menyebabkan efek yang signifikan terhadap lingkungan dapat

diketahui sebelumnya.

3.3.1.2. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)

IPPC merupakan salah satu EU Directives yang ditujukan untuk
mengelola pembuangan limbah yang berasal dari dua aktivitas pencemaran yang
berasal dari land-based sources, yaitu aktivitas pertanian dan aktivitas

industrial 47 Terdapat 50000 instalasi industri di daratan Eropa yang terdiri dari

399 Michael Watson, “Environmental Impact Assessment and European Community
Law,” Introductory paper at the XIV International Conference (Beograd, 2003), http:/
www.members.tripod.com/~danubedita/library/2003watson2.htm, diunduh 18 Mei 2012.

400 European Council (IT), Pasal 2, Pasal 4, Annex 1.
401Tbid., Pasal 3.

402Thid.

403 Tbid., Pasal 7.

404Tbid., Pasal 4.

405Tbid., Pasal 5 (2).

406 Ibid., Pasal 5 (1).

407 http://www.environment-agency.gov.uk/business/regulation/109813.aspx, diunduh 18
Mei 2012.
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sektor energi, produksi dan pemrosesan logam, kimia, pengelolaan limbah
tertentu, dan pertanian intensif yang mana dengan diimplementasikannya IPPC,
diharapkan aktivitas-aktivitas tersebut mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.*® Dengan dipenuhinya izin-izin tersebut, perusahaan yang
mengajukan proyek diharapkan untuk bertanggungjawab terhadap pencemaran-
pencemaran yang mungkin ditimbulkan oleh bisnis mereka.*%

Untuk mendapatkan izin tersebut, perusahaan tentunya harus memenuhi
kewajiban-kewajiban tertentu yang dituliskan di dalam IPPC Directives tersebut,
terutama:

a. menggunakan semua tindakan pencegahan pencemaran yang tempat,
seperti Best Available Techniques (BAT);*10

b. mencegah pencemaran dalam skala besar;*!!

c. mencegah, mendaur ulang atau membuang limbah dengan cara yang
sesedikit mungkin dapat menimbulkan polusi yang baru;*1?

d. menggunakan energi secara efisien;*'3

e. memastikan pencegahan kecelakaan dan pembatasan kerusaakan; 44 dan

f. mengembalikan keadaan wilayah yang digunakan di dalam aktivitas
seperti keadaan dimana sebelum aktivitas tersebut dilakukan pada wilayah
tersebut.

Dengan diterapkannya IPPC di dalam pemberian izin untuk aktivitas-
aktivitas tersebut, efek negatif yang ditimbulkan dari peningkatan penginstalasian

industrial dapat ditekan sejauh mungkin oleh negara-negara anggota, dimana

408 Alexander Neubauer, Convergence with EU IPPC Policies: Short Guide for ENP
Partners and Russia, (Berlin: Institute for International and European Environmental Policy,
2007), hal. 7.

409 http://europa.eu/legislation _summaries/environment/waste_management/
128045_en.htm, diunduh 18 Mei 2012.

410 European Council (I1I), Pasal 10.
411Tbid., Annex IV.

4121bid., Pasal 3 (1) (b).

413 Ibid., Pasal 3 (1) (d).

4141bid., Pasal 14.
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BAT menjadi salah satu cara untuk memaksa perusahaan-perusahaan tersebut

menggunakan teknologi terbaru dalam menekan angka pencemaran tersebut.*

3.3.1.3. Urban Waste Water Directive
Direktif ini dibuat pada tahun 1991 dengan tujuan melindungi
keselamatan linkungan dari air limbah perkotaan dan air limbah yang datang dari
aktivitas industrial.#!® Direktif ini merupakan salah satu rangkaian dari European
Union Water Policy yang dimaksudkan untuk membuat suatu kebijakan
komprehensif dalam menjaga kebersihan air. 417 Lahirnya direktif ini didukung
juga oleh timbulnya permasalahan menyangkut tingginya tingkat kematian anjing
laut dan ganggang laut di Laut Utara Eropa.*'®
Elemen penting dari direktif ini adalah penggunaan identifikasi yang
membedakan daerah sensitif dan daerah yang kurang sensitif berdasarkan
ketentuan-ketentuan di dalam direktif. 41° Daerah-daerah yang termasuk ke dalam
wilayah sensitif adalah:*20
a. air permukaan (air tanah, muara dan pesisir) terkait permasalahan
eutrofikasi;
b. air bersih permukaan yang ditujukan sebagai air konsumsi dengan
konsentrasi nitrat lebih dari >50 mg I'};
c. wilayah-wilayah lain yang memerlukan perawatan lebih lanjut agar dapat
memenuhi persyaratan yang ada.
Daerah yang kurang sensitif adalah daerah-daerah yang menjadi tempat

pembuangan air limbah, namun air limbah tersebut tidak mengakibatkan

415 Alexander Neubauer, Convergence with EU IPPC Policies: Short Guide for ENP
Partners and Russia, hal. 8.

416 European Council (IV), Pasal 1.

417 Wenke Hansen dan R. Andreas Kraemer, Development and Requirements of the
Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), (Berlin: Ecologic - Centre for
International and European Environmental Research, 2000), hal. 5.

4181bid., hal. 4.
419 European Council (IV), Pasal 5 (1).
420Tbid., Annex II.
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morfologi, hidrologi atau kondisi tertentu yang mencemari wilayah tersebut.*?!
Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan oleh negara-negara anggota dalam
mengidentifikasi daerah yang kurang sensitif adalah daerah yang teluk, muara
dan pesisir yang terbuka dengan pertukaran air yang baik dan tidak mudah
terkena eutrofikasi atau kekurangan oksigen yang disebabkan oleh pembuangan
air limbah perkotaan.*??

Dengan adanya pengkategorian antara daerah sensitif dan daerah kurang
sensitif, negara-negara anggota dapat memberikan perawatan yang sesuai dengan
pengkategorian tersebut. Mengingat aktivitas industri telah diberikan banyak
peraturan yang meregulasinya, Urban Waste Water Directive menunjukan adanya
perhatian terhadap aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya pencemaran

yang berasal dari perkotaan, seperti limbah-limbah domestik.

3.4. Indonesia

Indonesia sebagai satu-satunya contoh negara berkembang dalam
penelitian ini menunjukan tingginya tingkat pencemaran laut yang ditimbulkan
dari land-based sources. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem yang
terintegrasi dalam menangani limbah-limbah yang dibuang, baik melalui
perantara sungai, maupun langsung ke laut, sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah
memberikan kewajiban tersebut kepada masing-masing perusahaan untuk
melakukan pendaurulangan sebelum dilakukan pembuangan. Indonesia adalah
negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17500 pulau dengan luas wilayah
perairan laut lebih dari 75% dan panjang garis pantai mencapai 81000 km,
sehinga pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan
merupakan bagian terpenting dalam strategi pembangunan untuk meningkatkan
daya saing nasional.*>* Di Indonesia sendiri telah ada peraturan perundang-
undangan tersendiri yang mengatur secara umum dan secara khusus mengenai

perlindungan lingkungan.

21 bid.
221bid.

423 Mukhtasor, Pencemaran Pesisir dan Laut, hal. 2.
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3.4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009)

Sebelum adanya UU No. 32/2009, Indonesia telah memiliki undang-
undang nasional yang mengatur perihal yang sama pada tahun 1999.4?4 Perbedaan
mendasar yang terdapat di dalam UU No. 32/2009 dengan pendahulunya adalah
penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam seriap proses
perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan
pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.*?> UU
No. 32/2009 merupakan sebuah loncatan besar dalam upaya Indonesia untuk
melindungi dan mengelola lingkungan hidup karena untuk pertama kalinya,
Indonesia mempunyai sebuah instrumen hukum yang mewajibkan dan mengatur
bagaimana caranya mengimplementasikan paradigma pembangunan
berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), AMDAL,
izin lingkungan, sampai pada pengawasan dan penegakan hukum yang jauh lebih
ketat.426

Hal-hal terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang berasal dari
land-based sources diatur di dalam Undang-Undang ini, namun tidak diberikan
definisi tersendiri mengenai land-based sources tersebut. Akan tetapi, seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai hal-hal terkait land-based sources,
Undang-Undang ini mengatur hal-hal tersebut secara umum.

Terkait aktivitas industri, Undang-Undang ini mengharuskan segala

aktivitas yang dilakukan yang dapat berdampak kepada lingkungan memiliki apa

424 Indonesia (I), Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23
Tahun 1997, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699.

425 Indonesia (IT), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Penjelasan UU No.
32/2009, Bagiam Umum.

46 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010),
hal. XIV.
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yang disebut dengan izin lingkungan*?’. Setelah izin lingkungan tersebut didapat,
pihak yang ingin melakukan aktivitas tersebut baru bisa mengajukan AMDAL
dan/atau UKL-UPL, dimana pemberian AMDAL dan/atau UKL-UPL tergantung
kepada seberapa besar dampak lingkungan yang diberikan dari aktivitas yang
akan dilakukan tersebut.#?® Pemberian izin lingkungan dan pengajuan AMDAL
dan/atau UKL-UPL merupakan penerapan dari prinsip due diligence, dimana
dilakukan pengkajian mendalam sebelum sebuah aktivitas dilakukan, sehingga
mencegah terjadinya pencemaran yang disebabkan dari aktivitas tersebut. Ketika
AMDAL dan/atau UKL-UPL tersebut diajukan, banyak sekali pihak yang lulus
dan kemudian mendapatkan izin usaha, namun pencemaran tetap terjadi karena
pemerintah seringkali tidak melakukan kajian terlebih dahulu terhadap sungai
yang menjadi sarana pembuangan air limbah tersebut?® Aktivitas tersebut
memang telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan AMDAL dan/atau UKL-
UPL, namun sebenarnya daya tampung 43¢ dari sungai itu sendiri tidak lagi dapat
menopang adanya industri lagi yang membuang air limbahnya ke sungai
tersebut.*3!

Apabila pencemaran tetap terjadi, pihak yang melakukan pencemaran
tersebut bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan,
sechingga pencemaran tersecbut tidak menyebar lebih luas lagi#? Setelah

dilakukan penanggulangan, pihak yang bertanggunjawab tersebut kemudian

47 “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usah dan/atau kegiatan,”
Indonesia (IT), Pasal 1 Angka 35.

428 Wawancara tertulis dengan Bapak Sabar Ginting, Asisten Deputi Manufaktur,
Prasarana dan Jasa Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 4 Mei 2012.

429 Wawancara tertulis dengan Bapak Yazid Nurhuda, Asisten Perjanjian Internasional
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 30 April 2012.

430 “Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya,”
Indonesia (I) Pasal 1 angka 8.

1 bid.

432 “Penanggulangan pencemaran: (a) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; (b) pengisolasian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup; dan/atau (c) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan (best available technology),” Indonesia (II), Pasal 53 (2).
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melakukan pemulihan keadaan agar daerah yang tercemar kembali ke keadaan
sebelum pencemaran.*3? Bagi pihak-pihak yang diketahui melanggar ketentuan
yang berlaku di dalam Undang-Undang ini, sanksi-sanksi administratid maupun
pidana dapat menjerat mereka. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengenal
adanya strict liability, class action, dan citizen suit, serta sanksi pidana.**

Pada akhirnya, UU No. 32/2009 telah memberikan gambaran umum bagi,
baik pemerintah maupun masyarakat umum, mengenai ketentuan hukum
lingkungan di Indonesia. UU No. 32/2009 lebih menekankan kepada pemberian
izin terhadap aktivitas-aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan di

Indonesia.

3.4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999
Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (PP No. 19
Tahun 1999)

PP No. 19/1999 Ilahir dua tahun sebelum PP No. 82/2001 dikeluarkan,
namun PP No. 82/2001 tidak mengambil PP No. 19/1999 sebagai salah satu
peraturan pemerintah dalam bahan pertimbangannya, sehingga secara formil
keduanya tidak saling berkaitan. Walaupun begitu, PP No. 19/1999 mengaitkan
dirinya dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian Pencemaran Air yang
dikeluarkan pada tahun 199043 yang merupakan cikal bakal dibuatnya PP no.
82/2001.43¢ Oleh karena itu, secara materiil keduanya pada dasarnya saling
berkaitan.

Peraturan pemerintah ini secara eksplisit menyatakan keterkaitannya
dengan konvensi internasional, namun tidak menyebutkan konvensi apa yang

dimaksud dalam keterkaitannya tersebut.**” Walaupun dapat dilihat dari isinya,

433 Indonesia (II), Pasal 54 (1).
4341bid., Pasal 76-83, Pasal 91, Pasal 88, dan Pasal 97-120.

435 Indonesia (IIl), Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP
No. 20 Tahun 1990.

436 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau
Perusakan Air Laut, PP No. 19 Tahun 1999, TLN No. 3816, Penjelasan PP No. 19/1999, Bagian
Umum.

$71bid.
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PP No. 19/1999 mengacu kepada UNCLOS dalam hal definisi pencemaran laut,
dan kewajiban yang diberikan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan
eksploitasi untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.**® Hal ini
membedakanya dengan peraturan pemerintah sebelumnya yang tidak mengaitkan
dirinya dengan kovensi internasional apapun, begitu pula dengan UU No.
32/2009, walaupun pada kenyataannya, Indonesia telah meratifikasi banyak
konvensi internasional terkait dengan pencemaran laut dan unsur-unsur terkait
lainnya.

Pencemaran laut itu sendiri dikatakan telah terjadi ketika dimasukannya
mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh
kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku mutu dan/atau
fungsinya.*® Selain itu, juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut
karena sanga erat kaitannya antara tingkat pencemaran laut dengan status mutu
laut itu sendiri.*** Sedangkan perusakan laut itu sendiri,**! lebih ditujukan kepada
tindakan yang dilakukan oleh para pihak tersebut, ketimbang keadaan dari laut
seperti yang dijelaskan di dalam definisi pencemaran laut.

Peraturan ini lebth menekankan kepada tindakan-tindakan yang dilakukan
di laut,*? walaupun peraturan ini tidak mengesampingkan tindakan-tindakan
yang dilakukan di darat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap baku
mutu air laut.*$3 Misalnya hal ini dilakukan oleh pabrik-pabrik yang langsung
membuang air limbahnya ke laut berdasarkan posisinya yang memang berada di

pesisir, dimana lebih mudah dan murah baginya untuk membuang air limbahnya

48 PBB, United Nations Convention on the Law of the Sea, Pasal 192 dan Pasal 194.
4391bid., Pasal 1 angka 2.
4401bid., Penjelasan PP No. 19/1999, Bagian Umum.

441 “Perusakan Laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut,”
Indonesia (V), Pasal 1 angka 4.

442 Indonesia (V), Pasal 12.
443 Ibid., Pasal 9.
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ke laut ketimbang mengalirkannya dahulu ke sungai*** Hal ini sebenarnya
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tetap harus sesuai
dengan kriteria-kriteria yang telah diberikan berdasarkan izin-izin yang telah
dipenuhi oleh pabrik-pabrik tersebut.*43

Pada bagian ganti rugi atau terkait dengan sanksi yang diberikan kepada
pihak-pihak yang lalai atau dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan, PP No. 19/1999 belum memberikan pengaturan yang
komprehensif mengenai pemberian sanksi tersebut. Pasal 24 dan Pasal 25 di
dalam PP No. 19/1999 hanya mewajibkan pihak yang bertanggung jawab atas
kegiatan yang mengakibatkan pencemaran laut tersebut untuk menanggung biaya
penanggulangan pencemaran dan biaya ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan
oleh pencemaran tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan PP No. 82/2001 yang
dibuat memiliki pengaturan yang sedikit lebih terperinci, dimana untuk sanksi
administratif, PP No. 82/2001 memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota
untuk menetapkan jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak tersebut.*4¢ Terkait
dengan sanksi pidana, PP No. 82/2001 mengacu kepada ketentuan UU No.
23/1997 yang sudah diganti dengan UU No. 32/2009,*47 schingga ketentuan
sanksi pidananya juga berganti dan telah disesuaikan secara otomatis.

Pada akhirnya, PP No. 19/1999 tidak memberikan pengaturan yang
signifikan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut, dimana
hal ini dapat dilihat dari jumlah pasal yang ada di dalamnya, hanya sampai
dengan 28 pasal. Selain itu, PP No. 19/1999 hanya memusatkan permasalahan
pencemaran laut dari dumping*® dan hanya secara umum mendorong masyarakat

untuk tidak mencemari laut.

444 Wawancara tertulis dengan Bapak Yazid Nurhuda, Asisten Deputi Perjanjian
Lingkungan Internasional Lingkungan, Jakarta, 30 April 2012.

445 Ibid.

446 Indonesia (III), Pasal 48.
4471bid., Pasal 51.

448 Indonesia (V), Pasal 18.
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3.4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP
No. 82/2001)

PP No. 82/2001 erat hubungannya dengan pencemaran laut yang
disebabkan oleh land-based sources mengingat perantara yang digunakannya
adalah air. Dengan adanya PP No. 82/2001, kualitas air di Indonesia dapat dijaga
dengan baik dan menekan tingginya pencemaran yang terjadi di sungai-sungai di
Indonesia. PP No. 82/2001 itu sendiri memberikan pengaturan teknis dalam
menangani pengelolaan dan pengendalian pencemaran air, dimana peraturan
pemerintah ini tidak hanya ditujukan kepada kualitas dari air itu sendiri dan
bagaimana caranya agar kualitas air itu tetap terjaga. Air sebagai komponen
lingkungan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya,
sehingga penurunan kualitas air akan menurunkan dayaguna, hasil guna,
produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada
akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (natural resources
depletion).**® Sayangnya, peraturan pemerintah ini masih mengacu kepada
undang-undang lingkungan hidup pada tahun 1997, namun ketentuan di dalam
peraturan pemerintah ini tidak bertentangan dengan UU No. 32/2009 sehingga
dapat digunakan.

Kewenangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lebih
ditekankan di dalam PP No. 82/2001 karena pada Pasal 6, pemerintah pusat
diperbolehkan untuk melimpahkan tugasnya dalam mengelola air kepada
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. 43
Pemerintah pusat memiliki peran yang lebih condong sebagai pengawas saja,
ketimbang sebagai pelaksana di lapangan.

Pengkategorian air dalam PP No. 82/2001 adalah semua air yang berada

di permukaan dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil,*3!

49 Indonesia (IV), Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air, PP No. 82 Tahun 2001, TLN No. 4161, Penjelasan PP No.
82/2001, Bagian Umum.

40 Indonesia (IV), Pasal 6.
#11bid., Pasal 1 angka 1.
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maka air inilah yang kemudian harus dijaga mutunya sehingga dapat digunakan
dalam aktivitas-aktivitas masyarakat. Mutu air itu sendiri diklasifikasikan
menjadi empat kelas,*? sehingga pemerintah tidak salah dalam memberikan
informasi penggunaan air-air tersebut. Penetapan mutu air tersebut dilakukan
berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh laboratorium yang dipilih oleh
Gubernur,*? dimana PP No. 82/2001 juga memberikan pedoman mengenai
parameter klasifikasi mutu air tersebut.*>

Berkaitan dengan pencemaran, PP No. 82/2001 kemudian memberikan
penekanan kepada penilaian yang diambil dari baku mutu air limbah. Pada
pengelolan air, baku mutu air itu sendiri yang dijadikan tolak ukur apakah air
tersebut masuk ke dalam salah satu klasifikasi mutu air. Sedangkan dalam
penilaian baku mutu air limbah, penilaian dilakukan kepada air yang memang
digunakan sebagai sarana pembuangan air limbah, dimana baku mutu air limbah
tersebut juga telah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Pada sarana-sarana air
yang digunakan sebagai sarana pembuangan air limbah, pemerintah memberikan
perhitungan yang cermat terhadap daya tampung beban pencemaran air pada
sumber air. Maka, ketika dilakukan pengkajian berkala dan perhitungannya
menunjukan bahwa daya tampungnya telah berlebihan, pemerintah dapat dengan
segera melakukan penanganan.

PP No. 82/2001 mewajibkan pihak-pihak yang ingin membuang
limbahnya ke air untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air.*>% Selain

itu, mereka juga diwajibkan untuk mendapatkan izin pembuangan air limbah dari

452 “Klasifikasi mutu air: (a) kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan
kegunaan tersebut; (b) kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana
rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau
peruntukan lain mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; (c) kelas tiga,
air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air
untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lainnya yang mempersyaratkan air yang sama
dengan kegunaan tersebut; (d) kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
mengairi, pertanaman dan atau peruntukan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut,” Indonesia (III), Pasal 8 (1).

453 Indonesia (IV), Pasal 16.
4341bid., Lampiran PP No. 82/2001.
4351bid., Pasal 37.
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Bupati/Walikota daerah tempat limbah itu dibuang.*5¢ Ketika terjadi pencemaran,
pemerintah bersama-sama dengan pihak yang bertanggung jawab atas
pencemaran tersebut untuk memberitahukan masyarakat mengenai bahayanya
terhadap kesehatan dan ekosistem, sumber pencemaran dan/atau penyebab
lainnya, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, dan langkah-langkah yang
kemudian akan diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi pencemaran

tersebut.4%7

3.4.4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke
Laut (Permen LH No. 12/2006)

Berbeda dengan dua peraturan sebelumnya, peraturan menteri memiliki
fungsi dan ruang lingkup yang berbeda. Ada empat fungsi peraturan menteri,
yaitu menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan di bidangnya, menyelenggarakan pengaturan lebih
lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden, menyelenggarakan pengaturan lebih
lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya dan
menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
yang tegas-tegas menyebutnya.*® Dari keempat fungsi tersebut, Permen LH No.
12/2006 berfungsi sebagai penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di bidangnya
dan menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya, sehingga peraturan ini ditujukan
untuk pejabat-pejabat terkait yang menangani persyaratan dan tata cara
pembuangan air limbah ke laut dalam pengimplementasiannya kepada

masyarakat.*° Permen LH No. 12/2006 merupakan peraturan yang dibuat

436Tbid., Pasal 40 (1).
471bid., Penjelasan Pasal 33.

48 Maria Farida Indrati S., llmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi
Muatan), (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 225-228.

491bid., hal. 225-226.
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berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Air Laut.

Tindakan pembuangan air limbah yang langsung ke laut pada umumnya
dilakukan oleh infrastruktur-infrastruktur yang dibangung di pesisir pantai,
sehingga penyaluran air limbah ke sungai terlebih dahulu dianggap kurang
efektif. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih sedikit dalam
membangun saluran atau pipa yang langsung dialirkan ke laut mengingat lokasi
dari infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, infrastruktur-infrastruktur tersebut
lebih memilih untuk membuang air limbahnya langsung ke laut.

Permen LH No. 12/2006 memberikan persyaratan dan tata cara perizinan
yang harus diperhatikan oleh pejabat-pejabat di bawah kewenangan Kementerian
Lingkungan Hidup serta pihak-pihak lain terkait perihal pembuangan air limbah
ke laut. Dalam peraturan ini, air limbah dikategorikan sebagai sisa dari proses
usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair, namun tidak termasuk dalam hal ini
adalah limbah radioaktif.#® Berkaitan dengan tindakan pembuangan air limbah
itu sendiri ke dalam laut, peraturan ini memberikan definisinya sebagai proses
pembuangan sisa usaha dan/atau kegiatan dari proses produksi dalam bentuk cair
ke laut yang dilakukan secara terus menerus dan/atau periodik.**! Aktivitas-
aktivitas pembuangan air limbah ke laut yang tidak dilakukan secara terus
menerus dan/atau periodik tidak termasuk ke dalam ruang lingkup peraturan ini.
Maka dari itu, infrastruktur-infrastruktur yang secara terus menerus dan/atau
periodik pada umumnya adalah infrastruktur-infrastruktur aktivitas industri,
seperti pabrik.

Pemberian izin untuk pembuangan air limbah ke laut diberikan oleh

Menteri,*? namun kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Gubernur tempat

460 Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut, Permen LH No. 12/2006,
Pasal 1 Angka 3.

461 Tbid., Pasal 1 Angka 6.

462 “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” Indonesia (II), Pasal 1 Angka 39.
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infrastruktur tersebut akan beroperasi.*®3 Permohonan izin hanya diajukan kepada
salah satu pejabat saja, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Hal ini ditunjukan di dalam penggunaan kata atau pada Pasal 8§ dan Pasal 9
Permen LH No. 12/2006, namun terkait laporan pemantauan persyaratan
pembuangan air limbah ke laut diberikan oleh penanggungjawab usaha kepada
Menteri dan/atau Gubernur yang ditunjukan pada Pasal 10.

Peraturan ini mengharuskan penanggungjawab usaha untuk mengolah air
limbahnya tersebut sebelum dibuang ke laut, dimana tolak ukur dari pengolahan
tersebut didasarkan kepada lima hal, yaitu perhitungan daya tampung lingkungan
laut, karakteristik air limbah yang dibuang, rona awal badan air (laut/estuari),
dampak pembuangan, serta upaya pengendalian dampak dan rencanan
pemantauan.®* Selain itu, peraturan ini juga memberikan lampiran mengenai
contoh berkas-berkas yang berisikan hal-hal yang harus dipenuhi oleh
penanggungjawab usaha. Kelima tolak ukur di atas juga termasuk ke dalam hal-
hal yang harus dipenuhi di dalam berkas-berkas tersebut. Lampiran pertama
berisikan formulir izin pembuangan limbah cair ke laut,*>> sedangkan lampiran
kedua berisikan kajian pembuangan air limbah ke laut.*6¢

Keuntungan dari dibuatnya peraturan ini adalah adanya pedoman yang
dapat digunakan oleh para pejabat terkait dalam memberikan izin pembuangan
air limbah ke laut kepada usaha dan/atau kegiatan yang terletak di wilayah
pesisir. Kelemahan dari peraturan ini adalah besarnya porsi yang harus dipenuhi
oleh para penanggungjawab dan banyaknya hal yang harus diperiksa oleh pejabat

terkait, sehingga diperlukan beberapa waktu untuk dapat memeriksa dan meneliti

463 Kementerian Lingkungan Hidup, Pasal 3.
4641bid., Pasal 2.

465 «“Isi dari formulir tersebut termasuk identitas pemohon, izin dan dokumen lingkungan
yang telah diperoleh, proses pengolahan air limbah yang digunakan, rata-rata jumlah air limbah
yang diproduksi, lokasi titik pembuangan, lokasi badan air penerima (laut/estuari) dan
karakteristik dari air limbah yang dibuang,” Ibid., Lampiran 1.

466 “Kajian Pembuangan Air Limbah ke Laut berisikan rona awal badan air (laut/estuari)
yang menjelaskan kondisi lingkungan perairan tempat pengambilan dan pembuangan limbah,
dampak dari pembuangan tersebut terhadap lingkungan dan ketentuan upaya-upaya mitigasi
untuk menekan dampak terhadap lingkungan, kesehatan manusia, navigasi dan estetika,” Ibid.,
Lampiran 2.

Universitas Indonesia
Land-based..., Tantia Rahmadhina, FH Ul, 2012



109

dengan baik apakah persyaratan-persyaratan tersebut telah dipenuhi. Pada
akhirnya, para pejabat terkait dituntut untuk bekerja lebih teliti dan lebih baik
untuk memperkecil ruang kesalahan dalam memberikan izin pembuangan air
limbah ke laut sebagai salah satu sumber pencemaran laut dari /and-based

sources.

3.4.5. Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dalam
Mencegah Land-Based Sources Pollution

Dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan di atas yang telah
memberikan pengaturan terkait land-based sources, Indonesia telah memiliki
peraturan perundang-undangan yang cukup komprehensif. UU No. 32/2009
memberikan gambaran umum terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sanksi-
sanksi yang dapat diberikan terhadap para pihak yang melanggar ketentuan-
ketentuan tersebut. Secara khusus Indonesia juga mengatur mengenai
pencemaran air laut, dimana di dalam Pasal 9, PP No. 19/1999 mewajibkan bagi
setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk tidak
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat mencemari lingkungan laut dan
pada Pasal 10 mewajibkan pihak-pihak tersebut untuk memenuhi persyaratan
yang berlaku. Persyaratan-persyaratan tersebut salah satunya dituliskan di dalam
Permen LH No. 12/2006 terkait dengan infrastruktur-infrastruktur darat yang mau
membuang sisa-sisa produksinya langsung ke laut. Pada PP No. 82/2001, kualitas
air harus dijaga oleh masing-masing pemerintah daerah dari pencemaran,
sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pencemaran
dari sumber-sumber pencemaran di darat.

Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang sudah cukup
komprehensif tidak mengakibatkan tingginya efektivitas peraturan perundang-
undangan tersebut di lapangan. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan
menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pendistribusian tenaga ahli. Pemerintah
daerah sudah seringkali diberikan penyuluhan dan buku-buku terkait peraturan

terbaru terkait lingkungan laut, namun ketika terjadi pencemaran,
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pengimplementasiannya kurang karena tidak adanya tenaga ahli yang memang
mengerti permasalahan tersebut. 467

Kurangnya efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dapat
dilihat di ibukota, dimana Sungai Ciliwung sebagai jantung ibukota tingkat
pencemarannya begitu tinggi dengan sampah per hari yang mengotori sungai
Ciliwung mencapai 360 m3; setahun sampah sungai Ciliwung mencapai 131.400
m3 setara dengan dua candi Borobudur (1 candi volumenya 55.000 m3).468 Selain
di Ciliwung, pencemarn yang disebabkan oleh pembuangan aktivitas industri
pertambangan timah terjadi di Bangka Belitung, dimana dampak yang
disebabkan oleh pertambangan timah terhadap perairan darat adalah timbulnya
busa-busa air yang kemudian menutup air sungai sehingga terjadi eutrofikasi. Hal
ini terlihat di air kolong Dam Keramat, Dusun Dam Keramat, Kecamatan

Pemali.*6®

467 Wawancara tertulis dengan Bapak Sabar Ginting, Asisten Deputi Manufaktur,
Prasarana dan Jasa Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 4 Mei 2012.

468 http://jakarta.tribunnews.com/2012/06/05/hidayat-sungai-ciliwung-sekarang-jadi-

sumber-bencana, diunduh 15 Juni 2012.

469 http://greenmining.or.id/index.php?

option=com_content&task=view&id=445&Itemid=44, diunduh 5 Juni 2012
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BAB 4
TINJAUAN KASUS LAND-BASED SOURCES POLLUTION:
THE EASTERN PACIFIC GARBAGE PATCH, THE MOX PLANT CASE,
DAN THE ETANG DE BERRE CASE

Setelah Bab 2 yang memberikan informasi mengenai land-based sources
secara umum dan perjanjian-perjanjian internasional terkait hal tersebut,
kemudian Bab 3 memberikan informasi mengenai praktek dari beberapa negara
terkait hal yang sama, peneliti akan mencoba membahas kasus-kasus maupun
keadaan pencemaran laut dari land-based sources sebagai contoh yang dapat
digunakan untuk mengimplementasikan teori-teori serta peraturan-peraturan
terkait tersebut.

Peneliti pertama-tama akan membahas mengenai “the Eastern Pacific
Garbage Patch” sebagai bagian timur dari kumpulan sampah terbesar di dunia,
yaitu “the Great Pacific Garbage Patch” #° Dalam kasus tersebut, akan dibahas
mengenai latar belakang terbentuknya perkumpulan sampah tersebut dan
kemudian memberikan bentuk peraturan yang dapat diterapkan berdasarkan
ruang lingkup tersebarnya kumpulan sampah tersebut, dalam hal ini adalah
negara bagian Hawaii, Amerika Serikat.

Peneliti kemudian akan membahas mengenai the MOX Plant Case,*”!
kasus yang terjadi antara Inggris dengan Republik Irlandia. Pada kasus tersebut,
Inggris memberikan izin kepada sebuah pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir
yang terletak di Sellafield untuk membuang limbah radioaktifnya ke Laut Irlandia
yang berseberangan langsung dengan Republik Irlandia. Republik Irlandia
menganggap tindakan pemberian izin tersebut telah melanggar perjanjian

internasional terkait land-based sources yang telah diratifikasi oleh Inggris.

470 Thomas M. Kostigen, You Are Here: Exposing the Vital Link Between What We Do
and What That Does to Our Planet, (New York: Harper Collins E-Books, 2008), hal. 145.

471 MOX Plant Case (Ireland vs United Kingdom), “Dispute Concerning the MOX Plant,
International Movements of Radioactive Materials, and the Protection of the Marine Environment
of the Irish Sea,” International Tribunal for The Law of the Sea (ITLOS), 2001.
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Peneliti akan melakukan analisa berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam kasus
tersebut.

Kasus terakhir adalah kasus yang terjadi di Perancis, dimana lebih
tepatnya terjadi di Laguna Etang de Berre.4”? Para nelayan yang sering menagkap
ikan disana mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri di Perancis terkait
pencemaran laut yang terjadi akibat salah satu pabrik yang membuang limbahnya
ke Laguna tersebut. Kasus ini menjadi kasus yang melibatkan pihak internasional
karena air dari Laguna tersebut mengalir menuju Laut Mediterania yang masuk
ke dalam ruang lingkup Convention of the Protection of the Marine Environment
and the Coastal Region of the Mediterranean 1995, dimana Perancis merupakan
negara anggota yang telah meratifikasi konvensi tersebut.

Selain itu, peneliti juga akan memberikan beberapa contoh kasus di
Indonesia sebagai satu-satunya contoh negara berkembang. Indonesia sendiri
belum pernah terkena kasus yang signifikan terkait dengan terkait dengan
pencemaran laut dari land-based sources, sehingga peneliti akan menggunakan
dua contoh kasus yang memiliki kemungkinan besar mempengaruhi lingkungan

laut negara tetangga.

4.1.  The Eastern Pacific Garbage Patch (Negara Bagian Hawaii, Amerika
Serikat)
4.1.1. Latar Belakang

Di Samudera Pasifik sebelah utara, sampah-sampah dari negara-negara
yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik berkumpul disana dan
melahirkan sebuah kumpulan sampah yang sangat besar, yaitu “the Great Pacific
Garbage Patch” (PGP).47> Sampah-sampah tersebut berkumpul disana karena

terbawa oleh kombinasi arus air dan arus angin di Pasifik yang dikenal dengan

472 Etang de Berre Case (France vs European Union), “Dispute Concerning the
Discharge of Waste to the Lake of Etang de Berre,” European Court of Justice, 2007.

473 “Drowning in Plastic: The Great Pacific Garbage Patch is Twice the Size of France,”
Telegraph.co.uk. (April 2009), hal. 1.
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nama “the North Pacific Subtropical Gyre” yang merupakan salah satu dari lima

arus spiral (gyre) terbesar di dunia dengan luas 10 juta mil per segi.**

Gambar 1.1. Ilustrasi Fitur Oseanografi di Samudera Pasifik Utara

Foto ini diambil dari: http://marinedebris.noaa.gov/marinedebris101/movement.html

Arus spiral tersebut mendistribusikan panas dan nutrients di laut, dimana panas
mengubah berat jenis air dan membiarkan air dingin yang kaya akan oksigen dan
nutrients ke permukaan laut.#’> Gerakan arus spiral ditentukan oleh tekanan
atmosfer yang tinggi dan perputaran bumi, sehingga putaran spiral tersebut searah
dengan putaran jarum jam.*’® Arus spiral yang terluar berputar sangat cepat
sehingga mendorong benda-benda apapun yang ada di arus terluar ke tengah
putaran.*’’ Pada dasarnya, arus spiral yang sangat cepat tersebut bertujuan untuk

meningkatkan konsentrasi plankton dan organisme lainnya yang tinggal di area

474 http://daisydumas.com/2007/08/01/landfill-on-sea-ecologist-augsept-2007/, diunduh
30 Mei 2012.

475 University of California Marine Science Centre, “Introduction to Climate and

Currents,” http://www.msc.ucla.edu/oceanglobe/pdf/climatecurents/currentsentire.pdf, diunduh 30
Mei 2012.

476 http://www.mindfully.org/Plastic/Ocean/Moore-Trashed-PacificNov03.htm, diunduh
30 Mei 2012.

477Tbid.
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tersebut, namun seiring dengan terus meningkatnya aksi pembuangan sampah ke
laut, kini arus tersebut justru membwa sampah-sampah dari negara-negara yang
berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan membuatnya terperangkap
disana.*’® Hasil dari sampah-sampah inilah yang kemudian melahirkan PGP,

Setelah terjadinya tsunami di Jepang pada tahun 2011 lalu,*”® timbul
kekhawatiran bagi warga pesisir barat Amerika Serikat akan datangnya sampah-
sampah yang terbawa arus laut hingga ke wilayah mereka.*®® Kekhawatiran
tersebut berubah menjadi kenyataan, dimana baru-baru ini, sebuah bagian dari
pelabuhan di Jepang telah sampai di Pantai Oregon yang terletak di pesisir barat
Amerika Serikat akibat dari hempasan tsunami pada tahun 2011.4¥! Hal ini
menunjukan bahwa arus laut yang terletak di antara Amerika Serikat dan Jepang
memiliki kekuatan untuk membawa beda sebesar itu hingga sampai ke daratan,
walaupun membutuhkan waktu 1 tahun untuk benda tersebut sampai.

PGP kemudian dibagi menjadi dua, kumpulan sampah yang terletak di
antara Hawaii dan Jepang disebut dengan “Western Garbage Patch” dan
kumpulan sampah yang terletak di antara Hawaii dan California disebut dengan
“Eastern Garbage Patch” (EGP).%® Dari kedua kumpulan sampah tersebut, EGP
lebih sering menjadi sorotan karena letaknya yang masih berdekatan dengan
wilayah berpenghuni (Hawaii dan California), ukurannya yang dua kali lebih
besar daripada negara bagian Texas,*®3 dan besar dampak yang ditimbulkan

terhadap lingkungan laut.*** EPG mengandung 100 ton sampah yang terbentang

478 Ibid.
479 http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12709598, diunduh 30 Mei 2012.

480 http://www.foxnews.com/us/2012/02/29/tsunami-debris-floating-across-pacific-
toward-us/, diunduh 30 Mei 2012.

481 http://internasional.kompas.com/read/2012/06/07/13470443/
Tersapu.Tsunami.Dermaga.Jepang. Terdampar.di.AS, diunduh 30 Mei 2012.

482 Susan L. Dautel, “Transoceanic Trash: International and United States Strategies For
the Great Pacific Garbage Patch,” Golden Gate University Law Journal (2009): 182-183.

483 http://www.independent.co.uk/environment/green-living/the-worlds-rubbish-dump-a-
tip-that-stretches-from-hawaii-to-japan-778016.html, diunduh 30 Mei 2012.

48 Thomas M. Kostigen, “Where the Currents Take Our Trash: The Eastern Garbage
Patch, Pacific Ocean,” dalam You Are Here: Exposing the Vital Link Between What We Do and
What That Does to Our Planet (New York: HarperCollins e-books, 2008), hal. 143-144.
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sejauh 500 nautikal mil dari pesisir California,*®> namun hal ini tidak terlihat dari
satelit luar angkasa dikarenakan sampah-sampah tersebut mengambang di bawah
permukaan laut.48¢

Wilayah yang paling terpengaruhi oleh keberadaan EGP tersebut adalah
Hawaii, salah satu negara bagian Amerika Serikat. Beberapa kepulauan yang ada
di Hawaii berperan sebagai sisir bagi sampah-sampah tersebut,*®” dimana wilayah
yang paling terkena dampak adalah Pantai Kamilo yang berada di Bagian Hawaii

sebelah timur.488

4.1.2. Dampak Terhadap Lingkungan Laut Hawaii

Dampak yang ditimbulkan dari EGP terhadap lingkungan Laut Hawaii
sangat berkaitan antara jenis sampah yang terkandung di dalam EGP itu sendiri
dan objek yang terkena dampak langsung dari sampah tersebut. Apabila dilihat
dari jenisnya, EGP didominasi oleh sampah plastik. Arus laut membawa sampah
ke EPG dari berbagai tempat di belahan dunia dan akhirnya sampah-sampah
tersebut sampai di pesisir Amerika Serikat. Penyumbang terbesar dari sampah-
sampah tersebut adalah plastik, dimana menurut penelitian, persentase jumlah
plastik di dalam EPG sebesar 60-80% dan 90% dari jumlah plastik tersebut
mengapung di permukaan laut.*®® Sebanyak 80% dari jumlah plastik di EPG

berasal dari land-based sources dan 20% nya berasal dari sumber laut.*%°

485 http://www.independent.co.uk/environment/green-living/the-worlds-rubbish-dump-a-
tip-that-stretches-from-hawaii-to-japan-778016.html, diunduh 30 Mei 2012.

486 http://www.latimes.com/news/la-me-ocean2aug02.0,4917201.story, diunduh 30 Mei

2012.
487 Thomas M. Kostigen, hal. 145.

488 http://www.honolulumagazine.com/Honolulu-Magazine/July-2008/Getting-Trashed/,
diunduh pada 30 Mei 2012.

489 Hal ini dikemukakan oleh Werthmann dalam Pelagic Plastic sebagaimana dikutip
dalam Elizabeth Bockstiegel, “The North Pacific Garbage Patch: Problems and Potential
Solutions,” (Tesis Universitas Indiana, Indiana, 2010), hal. 3

490 http://algalita.org/education.html, diunduh 29 Mei 2012.

Universitas Indonesia

Land-based..., Tantia Rahmadhina, FH Ul, 2012


http://www.independent.co.uk/environment/green-living/the-worlds-rubbish-dump-a-tip-that-stretches-from-hawaii-to-japan-778016.html
http://www.independent.co.uk/environment/green-living/the-worlds-rubbish-dump-a-tip-that-stretches-from-hawaii-to-japan-778016.html
http://www.independent.co.uk/environment/green-living/the-worlds-rubbish-dump-a-tip-that-stretches-from-hawaii-to-japan-778016.html
http://www.independent.co.uk/environment/green-living/the-worlds-rubbish-dump-a-tip-that-stretches-from-hawaii-to-japan-778016.html
http://www.latimes.com/news/la-me-ocean2aug02,0,4917201.story
http://www.latimes.com/news/la-me-ocean2aug02,0,4917201.story
http://www.honolulumagazine.com/Honolulu-Magazine/July-2008/Getting-Trashed/
http://www.honolulumagazine.com/Honolulu-Magazine/July-2008/Getting-Trashed/
http://algalita.org/education.html
http://algalita.org/education.html

116

Berbeda dengan unsur-unsur organik di dalam laut, plastik terurai dengan
cara photo-degradation®', dimana plastik membutuhkan waktu hingga beberapa
dekade, bahkan berabad-abad untuk terurai secara alami (biodegrade) dan di laut,
plastik-plastik tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk terurai
dengan air dingin dan rumput laut yang dapat menahan sinar ultraviolet bekerja
sebagai pengawet plastik-plastik tersebut sehingga plastik-plastik yang dibuang
50 tahun yang lalu, keberadaannya belum hancur seluruhnya hingga saat ini.4?
Pada akhirnya, plastik-plastik tersebut hanya terurai menjadi serpihan-serpihan
berukuran sangat kecil yang seringkali salah dikonsumsi oleh organisme laut
sebagai makanan mereka. Penelitian terakhir menunjukan bahwa 30%-60%
plankton yang ada di laut mengandung plastik.4>3 Hal ini sangat berbahaya bagi
makhluk laut lainnya dan juga manusia, dimana plankton berada di tingkat paling
bawah rantai makanan, sehingga kontaminasi yang dihadapi oleh makhluk hidup
laut telah dimulai sejak awal. Secara global, sebanyak 267 spesies yang telah
tercemar oleh plastik, dimana 86% nya adalah penyu, 44% nya adalah burung
laut, dan 43% nya adalah mamalia laut.#*** Angka yang didapat untuk persentase
mamalia laut pada kenyataannya bisa mencapai lebih dari 44% karena banyak
mamalia laut yang akhirnya mati tenggelam ke dasar laut atau dimakan oleh

predator yang lebih besar, sehingga tidak terhitung. 4%

W1 “Photodegradation berbeda dengan biodegradation karena photodegradation dengan
menggunakan sinar ultraviolet matahari tidak dapat mengurai zat yang diuraikannya hingga habis
terurai, namun lebih kepada potongan-potongan kecil dan mengambang di bawah permukaan
laut,” http://findarticles.com/p/articles/mi m1134/i 9 112/ai 110737009/pg_2/?tag=content;coll,
diunduh 29 Mei 2012; http://toxics.usgs.gov/definitions/biodegradation.html, diunduh 29 Mei
2012.

492 Jessica R. Coulter, “A Sea Change to Change the Sea: Stopping the Spread of the
Pacific Garbage Patch with Small-Scale Environmental Legislation,” William and Mary Law
Review Vol. 51 (2010): 1962.

493 Charles Moore, et. al., “Measuring the Effectiveness of Voluntary Plastic Industry
Efforts,” AMRS’s Analysis of Operation Clean Sweep (1999-2004), http://www.algalita.org/pdf/

Measuring&20Effectiveness%200f% Voluntary%20Indust.%20Efforts(2).pdf, diunduh 30 Juni
2012.

494 Jose G.B. Derraik, “The Pollution of the Marine Environment by Plastic Debris: A
Review,” Marine Pollution Bulletin Vol. 22 (2002): 842 dan 844.

495 Hal ini dikemukakan oleh Douglas A. Wolfe dalam Persistent Plastic and Debris in
the Ocean: An International Problem of Ocean Disposal sebagaimana dikutip dalam U.S.
Environmental Agency, “Marine Debris in the North Pacific (A Summary of Existing Information
and Identification of Data Gaps), ” (San Fransisco, November 2011), hal. 10.
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Dampak lainnya yang ditimbulkan oleh sampah plastik adalah tidak
sengaja tersangkut plastik.**¢ Terdapat 135 spesies invertebrata, ikan, burung laut,
penyu, singa laut, anjing laut, lumba-lumba dan paus tercatat pernah tersangkut
ke dalam plastik-plastik tersebut, ditambah lagi banyak spesies lainnya yang
mengalami luka dan bahkan kematian*®’

Di Hawaii itu sendiri, terdapat satu spesies yang terancam punah, dimana
salah satu penyebab utamanya adalah tidak sengaja tersangkut plastik, yaitu
hewan yang disebut dengan “Hawaiian Monk Seals”. Mamalia ini berkembang
biak di pasir, terumbu karang, dan batu-batu vulkanik, namun lebih senang untuk
berkembang biak di pasir yang dikekelingi air dangkal.#*® Mengingat jumlah
populasi dari “Hawaiian Monk Seals” yang sangat kecil, tingginya tingkat tidak
sengajanya mamalia ini tersangkut plastik (0,7%) menimbulkan dampak yang
signifikan terhadap keberlangsungan spesies.*”

Pantai yang menjadi tempat yang paling terkena dampak dari sampah-
sampah yang dibawa oleh EGP adalah Pantai Kamilo yang terletak di Tenggara
Pulau Hawaii.’*® Menurut Charles Moore, hampir 90% sampah-sampah yang
mendarat di Pantai Kamilo bukan berasal dari daerah tersebut.””! Sampah-sampah
yang berserakan sepanjang pantai tersebut menunjukan betapa besarnya dampak
yang ditimbulkan dari EGP. Yang paling dirugikan dari keberadaan sampah-

sampah tersebut tentunya adalah habitat laut yang tinggal pada daerah tersebut.

4% Sheavly S.B., Ibid.

4997 D.W. Laist, “Impacts of Marine Debris: Entanglement of Marine Life in Marine
Debris Including a Comprehensive List of Species with Entanglement and Ingestion Records,”
dalam Marine Debris, Sources, Impacts, Solutions (New York: Springer-Verlag Inc., 1997), hal.
99-139.

4% Hal ini dikemukakan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) dalam [Interagency Report on Marine Debris Sources, Impacts, Strategies &
Recommendations sebagaimana diungkapkan dalam U.S. Environmental Agency, hal. 11.

4991.S. Environmental Agency, hal.12.

300 http://www.honolulumagazine.com/Honolulu-Magazine/July-2008/Getting-Trashed/,
diunduh pada 30 Mei 2012.

01 Tbid.
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Ketika dilakukan pembedahan pada bangkai hewan yang tergeletak di pantai
tersebut, perutnya berisikan sampah-sampah plastik yang dikonsumsinya.>%?
Hawaii memiliki keindahan alam yang luar biasa, dimana pariwisata
menjadi salah satu komoditi pemasukan negara bagian tersebut.’?> Kerusakan
lingkungan bukanlah sebuah keadaan yang dapat diterima oleh Hawaii karena

keadaan tersebut dapat mempengaruhi mata pencaharian utama mereka.

4.1.3. Strategi Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Eastern
Pacific Garbage Patch

Terkait dengan penanggulangan dan pencegahan penyebaran sampah-
sampah tersebut menjadi lebih luas lagi, Pemerintah Pusat Amerika Serikat
bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Negara Bagian Hawaii bekerjasama
dalam menemukan solusi dan strategi terbaik. Apabila dilihat dari regulasi,
Amerika Serikat memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat
untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran laut, yaitu Clean Water Act
1972 (CWA)>% dan Marine Debris Research, Prevention and Reduction Act 2006
(MDPRA)>%,

CWA adalah undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap
kualitas perairan darat dari limbah kimia dan limbah padat, sehingga perairan
tersebut dapat digunakan kembali untuk berenang, pemancingan, dan aktivitas-
aktivitas lainnya.’% Perairan darat yang dimaksud dalam hal ini adalah sungai,
Laguna, saluran air, dan air tanah. Setiap infrastruktur yang ingin membuang
limbahnya ke salah satu perairan tersebut harus mendapatkan izin dari U.S.
Environmental Protection Agency (EPA) berdasarkan salah satu ketentuan di

dalam CWA, yaitu program “National Pollutant Discharge Elimination System

302 Michelle Allsopp, et. al., hal. 19.

303 http://www.hawaiinewsnow.com/story/16634840/outstanding-year-for-hawaiis-

tourism-industry, diunduh pada 30 Mei 2012.
304 Amerika Serikat (I1), Clean Water Act, 33 U.S.C. §1251 et seq. (1972).

305 Amerika Serikat (VI), Marine Debris Research, Prevention and Reduction Act, 33
U.S.C. §1951-1958 et. seq. (2006).

306 Claudia Copeland, “Clean Water Act: A Summary of the Law,” Congresional
Research Service (23 April 2010): 2.
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(NPDES)”.>%7 Infrastruktur-infrastruktur tersebut didorong untuk menggunakan
“Best Praticable Technology” (BPT) dan “Best Available Technology” (BAT)
dalam mengolah limbah tersebut sebelum dibuang ke salah satu perairan tersebut.
Selain infrastruktur swasta yang ingin membuang limbah ke salah satu perairan
tersebut,”®® Pemerintah Negara Bagian Hawaii juga diwajibkan oleh undang-
undang untuk mengaplikasikan BAT dalam mengelola kebersihan perairan darat
tersebut sebelum bermuara ke laut, dimana pembelian teknologi tersebut
disesuaikan dengan tingkat ekonomi masing-masing negara bagian melalui dua
program yang diusung oleh CWA, yaitu “Pre-treatment of Wastewater’>* yang
dikhususkan untuk limbah hasil aktivitas industri dan “Municipal Storm Water”
yang dibuat untuk mengelola limbah secara umum, seperti limbah hasil aktivitas
rumah tangga.

Terkait dengan EPG yang sumbernya sulit untuk dilacak kembali karena
ruang lingkupnya yang begitu luas, CWA lebih menekankan kepada sumber-
sumber pencemaran lokal sebagai penyumbang polutan di dalam EPG. Peran dari
penggunaan BPT adalah untuk mengeliminasi unsur-unsur /and-based sources
yang masih konvensional, seperti bakteria dan organisme-organisme yang
mengkonsumsi oksigen.3'® Kemudian BAT diterapkan untuk mengeliminasi
unsur-unsur land-based sources yang berbahaya dan memiliki potensi
pencemaran yang tinggi, seperti logam berat, pestisida, dan zat kimia organik
lainnya’!!  Walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar dalam mengurangi
banyaknya marine debris dan bahan-bahan lainnya yang terkandung di dalam
EPG, CWA dapat digunakan untuk mencegah bertambahnya pencemaran tersebut
secara lokal.

Apabila CWA digunakan untuk menekan jumlah pencemaran yang dibuat

ke laut, MDPRA dibuat untuk menangani pencemaran yang sudah ada di laut dan
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